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KOMUNIKASI BERMEDIA, KETERPAKSAAN 
MENUJU REALITAS: NARASI KECIL 
UNTUK NU KALIMANTAN BARAT 


Oleh: Kehadiran media komunikasi di satu sisi, dan realitas 
sosial akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia 
dalam dua tahun terakhir turut melahirkan kebiasaan 
tertentu dalam interaksi sosial kita hari ini yang disebut 
budaya komunikasi baru (new communication culture). 
Budaya komunikasi pada dasarnya merupakan nilai- 
nilai yang muncul dari proses interaksi antar individu 
yang berlangsung secara terus menerus. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa budaya komunikasi merupakan cara 
atau proses dalam menyampaikan pesan kepada orang 
lain yang mengacu kepada adat istiadat atau kebiasaan 
seseorang untuk mencapai tujuan tertentu (Munasaroh, 
2021). 

Sebagai sebuah realitas komunikasi sosial terkini, 
budaya komunikasi kita, termasuk komunikasi bermedia 
juga senantiasa bersinggungan dengan persoalan kepatutan 
dan etika. Jika kita merujuk pada pedoman al-gur'an, 
komunikasi yang baik dalam Islam mesti berdasarkan pada 
kebenaran dan kesabaran, penyaringan dalam menerima 
informasi (tabayyun), tidak saling mengolok karena 
perbedaan, dengan cara-cara yang baik dan bermuatan 
nilai kebaikan (Nazaruddin & Alfiansyah, 2021). Nilai-nilai 
tersebut sesungguhnya menjadi bagian penting untuk kita 
sadari bersama dalam komunikasi bermedia kita hari ini. 
Persoalan kepatutan dan etika menjadi tantangan dalam 


komunikasi bermedia dan media sosial saat ini. 


Fakta berikutnya yang harus kita sadari bahwa 
perkembangan teknologi komunikasi telah menyebabkan 
pergeseran atau ubahan dalam konsep komunikasi lainnya, 
khususnya karakteristik komunikasi massa. Realitas ini juga 
telah memberikan kontribusi pemikiran pada pembahasan 
mengenai transformasi karakteristik komunikasi media 
massa dari yang konvensional menuju digital (Gushevinalti 
et al., 2020). 


Dengan lain perkataan, globalisasi dan kemajuan 
teknologi informasi dan komunikasi telah membantu 
manusia untuk berkomunikasi dengan cara yang tidak 
pernah kita bayangkan sebelumnya. Kemajuan teknologi 
komputer telah melekat pada alat komunikasi, seperti 
radio, televisi, telepon, telepon seluler, telepon pintar, atau 
bahkan tablet PC. Realitas ini menjadi fakta lainnya yang 
telah membuat masyarakat di seluruh dunia, termasuk 
Indonesia, akan mengalami perubahan komunikasi yang 
mengglobal. Kebudayaan manusia selalu berkembang 
sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada (Han et al., 
2018). 


Media Baru untuk Komunikasi Dakwah 


Komunikasi bermedia pada perkembangannya telah 
menghadirkan media baru, satu bentuk komunikasi sosial 
yang memanfaatkan kehadiran multiflatform media semacam 
media sosial dan sebagainya. Kehadiran media baru (ICT) 
bahkan diyakini telah merubah bentuk komunikasi sosial 
kita menjadi komunikasi lintas budaya (Shuter, 2012). 


Dalam konteks komunikasi dakwah, media baru 


(new media) menghadirkan setidaknya empat hal yang 
penting disadari dalam berdakwah di era kontemporer, 
yakni pertama, menjadikan dakwah sebagai objek ilmu 
yang dapat diteliti dan dikembangkan sesuai dengan 
kebutuhan dan tuntutan masyarakat, Kedua, mengubah 
paradigma ilmu dakwah menjadi ilmu komunikasi Islam 
dengan cara mensintesiskan teori-teori ilmu komunikasi 
dengan teori-teori dakwah yang bersumber dari ajaran 
Islam, Ketiga, menyiapkan Da'i yang mampu beradaptasi 
dengan perkembangan IPTEK: Keempat, memanfaatkan 
berbagai media komunikasi dan informasi yang banyak 
dipergunakan oleh masyarakat (Basit, 2013) 


Tantangan lainnya yang harus kita hadapi dalam 
konteks komunikasi modern adalah terkait konten agama 
yang dimuat dan ditayangkan oleh media massa cenderung 
sebagai komoditi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Sementara masyarakat memanfaatkan media sebagai alat 
untuk memperoleh hiburan belaka. Alhasil, konten agama 
dalam media tidak dapat dilepaskan dari unsur hiburan. 
Agama di media menjadi materi hiburan belaka, sehingga 
unsur dakwah dan motivasi untuk memunculkan kesadaran 
beragama melalui media menjadi terabaikan. Tujuan 
media sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan yang 
mendidik, dan sebagai alat perekat sosial menjadi gagasan 
yang melangit dan belum terwujud di era demokratisasi 
media saat ini (Ishag, 2013) 


Padahal, realitas lainnya yang kita hadapi menempatkan 
komunikasi Islam (dakwah) yang saat ini berada di tengah 
kampung global menuntut rekonstruksi dan redefenisi 
secara total dengan cara melakukan refleksi kritis terhadap 


eksistensi komunikasi dan dakwah media (Arif, 2012) 


Keterpaksaan Menuju Realitas 


Kita boleh trauma dan merasa kesal dengan kehadiran 
pandemi Covid-19 yang telah menyita banyak waktu dan 
biaya, bahkan pengorbanan jiwa. Akan tetapi ada sisi 
lain yang sepatutnya membuat kita bersyukur dengan 
kehadiran pandemi, diantaranya adalah percepatan 
peralihan modernisasi komunikasi. 


Kemajuan dunia teknologi informasi dan komunikasi 
sesungguhnya sudah berlangsung cukup lama sebelum 
hadirnya pandemi. Akan tetapi hanya segelintir orang saja 
yang melek teknologi dan dengan senang hati beradaptasi 
dengan sistem komunikasi modern saat itu. Komunikasi 
langsung secara tatap muka (face to face) masih selalu 
menjadi pilihan utama dan belum akan tergantingan oleh 
kemajuan teknologi modern. 


Sebelum pandemic, banyak dari kita tidak begitu peduli 
dengan sistem komunikasi virtual semacam zoom, google 
meet, Jitse meet, dan berbagai aplikasi lainnya. Bahkan 
sekedar mengenalnya pun kita enggan. 


Akan tetapi kehadiran pandemi covid19 yang 
mengharuskan setiap kita menjaga jarak satu sama lain, 
menghindari komunikasi langsung tatap muka, memaksa 
setiap kita untuk menerima sistem komunikasi dan 
interaksi bermedia (tidak langsung). Suka tidak suka, siap 
tidak siap, kita semua dipaksa untuk melek teknologi saat 
itu, berkomunikasi dan berinteraski hanya melalui media 
daring. Hampir semua proses sosial, interkasi Pendidikan, 
keagamaan dan sebagainya hanya bisa (boleh) dilakukan 


secara virtual (daring-bermedia) saat itu. Yang sebelumnya 
keukeh dengan komunikasi langsung tatap muka dengan 
alasan gagap teknologi (gatek) atau apapun alasannya, mau 
tidak mau beralih ke sistem komunikasi virtual (daring) 
pada masa pandemi. 


Sistem pembelajaran sekolah dan perguruan tinggi 
hanya boleh dilakukan secara online (daring). Seminar, 
konferensi hingga rapat umum hanya boleh dilakukan 
secara virtual (media daring-online). Bahkan transaksi 
sosial ekonomi seperti melalui aplikasi go pay, go food dan 
semacamnya menjadi trand baru di masa pandemi. 


Intinya, pandemi Covid-19 telah memaksa kita untuk 
mengalihkan sistem komunikasi tatap muka ke komunikasi 
bermedia (daring-virtual), Pandemi lah sesungguhnya 
yang telah mendidik kita dengan paksa dan segera untuk 
menguasai sistem komunikasi modern, menggunakan 
secara maksimal teknologi informasi dan komunikasi media 
(bahkan digital) dalam berkomunikasi (Ibrahim, 2021) 


Dengan semua realitas ini, dua tahun pandemi telah 
meluluskan setiap kita dalam “keterpaksaan” sistem 
komunikasi virtual (daring-bermedia). Akibatnya, hari 
ini, tak seorang pun dari kita yang bisa mengabaikan 
peran media dalam berkomunikasi. Tak seorangpun yang 
bisa menghindarkan diri komunikasi bermedia (virtual 
-daring), sebab ia sudah menjadi gaya komunikasi modern 
(komunikasi baru). Justru hari ini, kita sudah merasa 
nyaman dan bergantung dengan sistem komunikasi 
virtual dan bermedia. Dimana semua kita memerlukan 
kehadiran media komunikasi smartphone atau android untuk 
berinteraksi satu sama lain. 


Dengan kata lain, komunikasi bermedia, mulai dari 
komunikasi virtual dalam jaringan hingga perantara 
media baru melalui teknologi telepon pintar dan android 
telah menjadi realitas komunikasi dan interaksai modern 
yang tak terelakan. Realitas komunikasi yang sebelumnya 
mungkin dipaksa (terpaksa) karena pandemi, menjadi 
realitas yang nyaman, dibutuhkan dan kebiasaan hari ini. 


LTN — NU dalam Sistem Komunikasi Bermedia 


Tak terkecuali dalam komunikasi dan interaksi 
berorganisasi semacam LTN (Lembaga Taklif wan Nasyr) 
dan NU (Nahdlatul Ulama), komunikasi bermedia secara 
virtual dan melalui jariungan online (daring) menjadi 
sistem komunikasi yang sangat penting dimasa pandemi. 
Bahkan menjadi satu-satunya sistem komunikasi dan 
interaksi organisasi yang terus eksis dan semakin intens 
akibat kehadiran pandemi. 


Sebelumnya, seluruh aktivitas keorganisasi dan 
dakwah, komunikasi dan koordinasi lebih banyak dilakukan 
secara tatap muka (face to face), akan tetapi masa pandemi, 
semuanya beralih kepada sistem komunikasi bermedia 
(virtual-daring). Pertemuan dan rapat organisasi secara 
online. Kegiatan-kegiatan semacam diskusi, seminar dan 
sebagainya juga dilaksakan secara online (vtrtual-daring). 
Kondisi ini, pada mulanya memang terasa berat. Sebab 
semua pengurus harus melek terhadap sistem komunikasi 
virtual semacam zoom, google meet dan lain-lain. Akan 
tetapi lama-kelamaan menjadi mahir dan terbiasa. 


Sebagai sebuah organisasi yang bergerak dalam 
bidang media (lebih jelasnya media komunikasi), LTN 


Justru mendapatkan momentum yang luar biasa penting 
selama masa pandemi. LTN menjelma menjadi organisasi 
(Lembaga) yang memiliki fungsi dan peran yang lebih dalam 
membangun komunikasi dan koordinasi keorganisasian 
di bawah naungan NU. LTN bukan saja menjadi pusat 
bagi sosialisasi dan penyebarluasan informasi ke NU an 
(sebagaimana tugas dan fungsinya), melainkan corong 
besar bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan NU Kalimantan 
Barat, terutama dalam pelaksanaan program kegiatan 
keorganisasian secara virtual-online. 


Kondisi ini jualah yang mendorong LTN bersama 
Lembaga dan banom lainnya di bawah naungan NU 
Kalimantan Barat terus memperkuat peran komunikasi dan 
koordinasi organisasi, serta penyebarluasan informasi dan 
publikasi melalui media online NU Khatulistiwa (NUK). 
Bisa dipastikan hamper seluruh kegiatan LTN dan NU 
Kalimantan Barat yang dilakukan secara virtual-daring 
dalam masa dua trahun pandemic tersiar dan tersebar 
luas melalui media online NUK, di samping beberapa link 
media online lainnya yang dapat dimanfaatkan. 


Intinya, komunikasi bermedia (virtual dan online) 
selama masa pandemi menjadi sistem komunikasi penting 
bagi pelaksanaan kegiatan keorganisasian di LTN dan NU 
Kalimantan Barat. Sebuah situasi komunikasi yang semula 
dirasakan berat, menjadi sistem komunikasi yang biasa dan 
menyenangkan dengan segala kemudahannya. 


Dengan sistem komunikasi bermedia (virtual dan 
online) saat ini, sesungguhnya LITN dan NU memiliki 
peluang untuk berkomunikasi dan berdakwah secara lebih 
luas, melintasi batas ruang dan waktu. Terbukanya peluang 


menyampaikan pesan komunikasi dan dakwah untuk 
umat (jama 'ah-jam "yyah) yang jauh lebih besar dan luas, 
melebihan jangkauan komunikasi langsung tatap muka. 


Karena itu, sepantasnya kita semua bersyukur atas 
kehadiran pandemi yang telah memaksa kita mengikuti 
peralihan sistem komunikasi ini menjadi lebih baik, lebih 
luas dan modern. Wujudkan rasa syukur itu dengan 
memaksimalkan peran media dan komunikasi media 
ini untuk kita tingkatkan pembinaan ummat (jama'ah - 
jam yah), khususnya Nahdlatul Ulama di Kalimantan 
Barat. 


Komunikasi Bermedia: Narasi Kecil untuk NU Kalimantan 
Barat 


Realitas komunikasi bermedia hari ini membuktikan 
bahwasiapapun kita, mau tidak mauharus mulai beradaptasi 
dengan perkembangan zaman, kecanggihan teknologi 
komunikasi dan informasi yang tak terelakkan. Dengan 
komunikasi bermedia hari ini, jarak ruang dan waktu 
senyatanya tidak lagi menjadi kendala untuk membangun 
kerjasama, sinergisitas dan silaturahim sesama. 


Dengan komunikasi bermedia, dengan mudah kita bisa 
berbagi pengalaman dan pengetahuan, bertukar ide dan 
gagasan. Bahkan komunikasi bermedia telah memberikan 
kemudahan kita dalam berkerja dan berkarya, hingga 
melahirkan sekumpulan gagasan dari para kader pencinta 
NU Kalimantan Barat dalam sebuah tulisan, Narasi kecil 
Untuk NU Kalimantan Barat. 

Sebagai penggagas, sekaligus fasilitator untuk lahirnya 
karya ini, tentu kami sangat berbangga hati atas sambutan 
para pencinta NU di Kalimantan Barat yang telah berkenan 


berbagi ide, gagasan dan pikiran hebatnya dalam sebuah 
karya ini, Narasi Kecil untuk NU Kalimantan Barat. 


Atas nama penanggung jawab mengurus LTN PWNU 
Kalimantan Barat periode 2017-2022, saya mengucapkan 
terimakasih atas partisipasi teman-teman dari semua 
unsur Lembaga dan Banom NU dalam program penulisan 
ini. Karya-karya ini, sekali lagi, menjadi bukti sahih betapa 
hari ini kita semua (kader-kader NU) sudah siap dengan 
sistem komunikasi modern, komunikasi bermedia, virtual 
dan online. Semoga buah karya pemikiran dan gagasan kita 
semua dalam karya ini, Narasi Kecil untuk NU Kalimantan 
Barat menjadi catatan amal shaleh kita di hadapan Allah 
Swt. 

Akhirnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan 
maaf atas kekurangan kami selama mengemban amanah 
mulia mengurus LTN NU. Tapi percayalah, bahwa kita 
semua akan selalu bekerja memberikan yang terbaik untuk 
pengabdian pada rumah besar kita NU, kapan pun dan di 
mana pun. Wallahu a lamu, selamat membaca. 
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Prof. Dr. H. Zaenuddin, S. Ag., MA. 
Didi Darmadi, S.Pd.I, M.Lett, M.Pd 
Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kalbar 


NU dalam Kancah Politik Nasional 


Terpilihnya Prof. KH. Ma'ruf Amin sebagai Wakil 
Presiden Republik Indonesia ke-13 pada periode kedua 
Ir. H. Joko Widodo 2019-2024 menandakan era baru 
kekuatan NU dalam kancah politik dan kekuasaan yang 
keduanya ibarat dua sisi mata uang. Fakta ini juga menjadi 
wujud nyata bahwa NU mempunyai pengaruh yang 
sangat signifikan dalam perpolitikan nasional. Dampak 
keberhasilan KH. Ma'ruf Amin tersebut, yang notabene 
sebagai Rais Am PBNU menjadi magnet tersendiri hingga 
ke daerah, termasuk di Kalimantan Barat. Sehingga efek 
dominonya banyak tokoh dan kader NU yang dilirik untuk 
masuk dalam radar politik dan mendapat bagian dari 
kekuasaan. Meskipun sebagaimana saat awal didirikan 
adalah jam'iyah diniyah. Hanya karena tarikan politik yang 
sedemikian kuat, NU akhirnya tergoda untuk memasuki 
kawasan politik (Nur Syam, JP, 2010: 4). 


Jauh sebelum KH. Maruf Amin berhasil menjadi 


12 


Wakil Presiden periode 2019-2024, Izzato Millati 
(2014) pernah menulis bahwa keberhaslilan tokoh NU 
memenangkan kontestasi dalam poliik dan kekuasaan telah 
berlangsung sejak lama dalam sejarah bangsa Indonesia. 
Tidak hanya karena memang NU memiliki pemilih 
ideologis yang kokoh dan banyak jama'ahnya, namun NU 
juga telah membuktikan berhasil menggalang solidaritas 
Santri dan Kiai. Selain itu, menarik untuk ditelisik bahwa 
NU menunjukkan adanya dukungan penuh dari basis 
tradisionalnya. Buktinya, ormas NU menjadi daya tarik 
tersendiri bagi para politisi dan pemegang kekuasaan, dari 
dahulu hingga saat ini. Bahkan NU semakin menunjukkan 
pengaruh yang signifikan pada kancah percaturan politik 
daerah, maupun nasional, bahkan hingga internasional. 


Sebenarnya jauh sebelum naiknya KH. Ma'ruf Amin 
menjadi Wakil Presiden, kiprah para tokoh NU secara 
politik dan kekuasaan, termasuk para tokoh yang berasal 
dari Kalimantan Barat, dalam kancah nasional sudah 
terjadi sejak lama. Kader NU Kalimantan Barat pernah 
menempatkan putra terbaiknya sebagai Wakil Presiden RI 
yaitu H. Hamzah Haz, Wakil Presiden RI ke-9 era Presiden 
Megawati periode 2001-2004 yang merupakan putra asli 
Ketapang Kalimantan Barat. Hamzah Haz merupakan putra 
terbaik NU asli yang dikader di Pergerakan Mahasiswa 
Islam Indonesia (PMII), bahkan menjadi pendiri PMII di 
Kalimantan Barat. Kita juga mengenal satu tokoh lagi yang 
tak kalah fenomenal, yaitu DR. (HC) H. Oesman Sapta 
Odang. Beliau merupakan Mustasyar PWNU Kalimantan 
Barat hingga beberapa periode. Prestasinya tak kalah 
mentereng, putra ketapang ini pernah menjabat sebagai 
ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2014- 
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2019. Beliau juga pernah melahirkan Partai Perstauan 
Daerah. Dan memimpin partai HANURA. Beliau sukses 
menjadi pengusaha dan politisi yang perpengaruh secara 
nasional. 


Berkaca pada fakta terkini, ada girah dan dorongan 
agar tokoh-tokoh NU tidak hanya menjadi orang nomor 
dua dalam kancah perpolitikan secara nasional maupun di 
daerah, dalam hal ini di Kalimantan Barat. Kader-kader 
terbaik NU harus lebih giat lagi, bangkit dari kungkungan 
32 tahun masa orde baru. Mereka harus menjadi leader 
atau orang nomor satu disegala lini politik dan kekuasaan, 
sehingga diharapkan akan lebih memberikan dampak yang 
signifikan bagi jam'iyyah (organisasi NU) dan nahdliyyin 
(jama'ah NU), bangsa, dan NKRI. NU secara jam '1yyah dan 
nahdliyyin memiliki potensi masa yang jauh dari apa yang 
kini diberikan oleh Negara untuk NU. Dengan demikian 
NU perlu melakukan ikhtiar yang lebih maksimal lagi, agar 
kue kekuasaan dapat dinikmati secara adil untuk kalangan 


nahdliyyin. 


Kiprah Para Kader NU dalam Perpolitikan di 
Kalimantan Barat 


Di Kalimantan Barat, resiliensi kalangan nahdliyyin 
mulai menampakkan jati diri dalam berbagai aspek 
kehidupan, utamanya dalam pentas politik dan kekuasaan. 
Kebangkitan nahdliyyin di Kalimantan Barat menjadi bukti 
kemampuan orang-orang NU mengambil peran kebebasan 
demokrasi pasca reformasi yang terjadi di Indonesia. Ada 
banyak peluang strategis yang bisa diambil dan diisi oleh 
kader-kader terbaik NU untuk turut serta membangun 
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peradaban bangsa di Pulau Borneo dan di Nusantara. 


Namun demikian, yang menarik untuk penulis 
jelaskan ialah Posisi strategis apa saja yang ditempati 
tokoh dan kader NU di Kalimantan Barat? Bagaimana 
strategi memperteguh kebangkitan NU dalam politik dan 
kekuasaan? Apakah era keangkitan politik dan kekuasaan 
NU masa ini sudah dirasakan nahdliyyin di Kalimantan 
Barat? Beberapa pertanyaan ini yang coba penulis uraikan 
jawabannya secara singkat dalam tulisan ini. Penulis merasa 
senang hati jika tulisan ini dapat menjadi rujukan dalam 
melihat resiliensi NU dalam arus politik dan kekuasaan di 
Provinsi Kalimantan Barat untuk Indonesia tercinta. 


Distribusi Strategis Para Kader NU 


Fakta menarik, buah keberhasilan sebagai Ketua Tim 
Kampanye Daerah dalam memenangkan pasangan Jokowi- 
Ma'ruf Amin, kader terbaik NU Kalimantan Barat yaitu H. 
Hildi Hamid yang merupakan Ketua Tanfidziyah PWNU 
Kalimantan Barat masuk pada jajaran eksekutif, beliau 
terpilih sebagai Duta Besar RI untuk negara Azerbaijan 
(Antara Kalbar, 2020). Jabatan Duta Besar beliau emban 
bukan hanya karena beliau dulunya adalah tim sukses 
Jokowi-Ma'ruf Amin, tetapi juga karena beliau memegang 
tampuk kepemimpinan PWNU Kalimantan Barat. 


Efek domino keberhasilan NU memenangkan pasangan 
menunjukkan bahwa NU di Kalimantan Barat cukup 
diperhitungkan dalam kancah politik dan kekuasaaan, baik 
dalam skala daerah hingga nasional. Penulis bisa sebutkan 
bahwa beberapa pejabat yang berasal dari kader terbaik 
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NU Kalbar, ada Bupati Kabupaten Melawi saat ini yaitu 
Dady Sunarya Usfa Yusra merupakan mantan Ketua Ansor 
Melawi. Di Kabupaten Kayong Utara, Wakil Bupatinya 
H. Efendi Ahmad, S.Pd.I merupakan Mustasyar PCNU 
Kayong Utara. Begitu juga di Kabupaten Ketapang H. 
Farhan SE, M.Si merupakan tokoh NU dan PMII, Wakil 
Bupati Kabupaten Kubu Raya Sujiwo, SE merupakan 
mustasyar PCNU Kubu Raya. 


Jajaran legislatif, kita mengenal H. Sy. Abdullah 
Alkadrie, SH, MH, mustasyar PWNU Kalbar masa khidmat 
2017-2022 (NU Khatulistiwa, 2017). Beliau merupakan 
anggota DPR RI dari partai Nasional Demokrat (Nasdem) 
sekaligus sebagai Ketua Nasdem Kalimantan Barat. Kita 
juga punya kader H. Sukiryanto, S.Ag merupakan salah 
satu Wakil Ketua di PWNU Kalimantan Barat, beliau 
menjadi anggota DPD RI perwakilan Kalimantan Barat. 
Sy. Amin Muhammad, S.Ak. menjabat Wakil Ketua DPRD 
Kalimantan Barat, dan H. Mulyadi Tawik, SE Ketua 
DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan 
Barat, keduanya sebagai mustasyar PWNU Kalbar. Ketua 
Umum Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia (IKA-PMII) Kalimantan Barat sahabat Suib, 
SE juga merupakan aktivis muda nahdliyyin yang berhasil 
menduduki kursi DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari 
Partai Hanura, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua 
Komisi 11, yang cukup berpengaruh dalam perpolitikan 
di Kalimantan Barat. Ada masih banyak lagi posisi-posisi 
penting yang membuktikan kader-kader terbaik NU 
Kalimantan Barat cukup diperhitungkan, baik itu pada 
tingkat kabupaten/kota maupun provinsi di seantero 
Kalimantan Barat. 
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Pada perguruan tinggi, kader-kader NU juga mampu 
memimpin beberapa kampus, ada Prof. Dr. H. Garuda 
Wiko, SH, MH, sebagai Wakil Ketua PWNU Kalimantan 
Barat, yang kini menjabat sebagai Rektor Universitas 
Tanjungpura, Muhammad Firdaus, M.Pd yang baru 
menjabat sebagai Rektor IKIP PGRI Pontianak, yang 
merupakan alumni PMII Kalimantan Barat. 


Banyak juga kader-kader NU yang mengisi jabatan 
di komisioner-komisioner di Kalimantan Barat, baik pada 
tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Kemudian 
kader muda NU juga memimpin dan bertebaran pada 
organisasi pelajar, pemuda, dan kemahasiswaan, seperti 
IPNU/IPPNU, PMII, HMI, GMNI, Ansor, KNPI dan lain 
sebagainya. Mereka aktif dan memimpin dari level daerah, 
wilayah, hingga nasional. 


Kiprah kader-kader terbaik Nahdlatul Ulama 
Kalimantan Barat sebagaimana yang dideskripsikan disini 
menjadi bukti nyata kemampuan dan keunggulan mereka 
dalam kecimpung politik dan kekuasaan, yang bukan hanya 
diakui pada tingkat lokal tetapi juga mengekspansi hingga 
level nasional. Distribusi kader NU seperti ini diharapkan 
ke depannya bisa terus terjaga dan lebih banyak lagi sebagai 
momentum satu abad Nahdlatul Ulama. 


Strategi Memperteguh Kebangkitan NU 
Pergerakan Substansialistik 


Merujuk pada historitas lahirnya Nahdlatul Ulama 
(NU), cikal bakal NU yang disusun oleh Kiai Hasyim 
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Asyari dan Kiai Wahab Hasbullah memang berupa 
organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathan, yang 
artinya Kebangkitan Tanah Air pada 1916. Kemudian dua 
organisasi lain berdiri, yaitu Nahdlatul Tujjar dan sekolah 
Taswirul Afkar sebagai wahana pendidikan sosial politik 
dan keagamaan kaum santri. “Ketiganya menjadi latar 
belakang sebelum NU berdiri. Nilai-nilai ketiga lembaga 
itu yang menjadi sebuah dasar untuk NU ke depan”, kata 
Profesor Abdul A'la kepada BBC Indonesia. Sepintas ihwal 
sejarah berdirinya NU ini menjadi bukti nyata bahwa NU 
berkomitmen dari dahulu hingga kini untuk terus menjaga 
NKRI agar tetap jaya, maju, dan beradab. 


Dengan nilai-nilai tersebut, maka politik kebangsaan 
dan kerakyatan di Nahdlatul Ulama tidak bisa ditawar- 
tawar lagi. NKRI setelah merdeka sudah tidak perlu 
dipersoalkan lagi. Kemudian politik kerakyatan, bagaimana 
memberdayakan masyarakat pedesaan menjadi masyarakat 
madani yang kokoh. Profesor Abdul A'la berujar “Dua hal 
itu merupakan benang merah yang sama sekali tidak bisa 
diabaikan kalau berbicara tentang NU. Di atas kertas, 
itu merupakan komitmen”. Jadi politik kebangsaan dan 
kerakyatan merupakan substansi pergerakan NU. 


Bagi NU, politik bukan semata pemikiran atau tindakan 
sesaat yang pragmatis dan praktik kepentingan kekuasaan 
saja, tetapi lebih jauh dari itu, ia menyangkut kemaslahatan 
manusia, dan kebangsaan (Ayus Mahrus El-Mawa, 2020). 
Inilah substansi politik dan kekuasaan yang terus menerus 
diperjuangkan oleh NU. 


Masdar F. Mas'udi (Abu Zahra (Ed. 1999: 74) tokoh 
NU ini menyebutkan bahwa dalam politik dan kekuasaan 
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berbasis nilai keislaman adalah komitmen keruhanian 
demi tegaknya keadilan, sedangkan negara adalah 
persoalan badan, sarana, atau instrumen demi tegaknya 
ruh itu. Jangan sampai negara justru menjadi wahana dari 
kepentingan yang melawan keadilan, jangan sampai ruh 
keagamaan teralienasi dari negara. 


Nasaruddin Umar (2017) menjelaskan Ukhuwah 
Wathaniyah (persaudaraan kebangsaan) yang getol 
dikampanyekan dalam politik kebangsaan NU, bukan hanya 
slogan, melainkan juga sudah menjadi kepribadian bangsa, 
khususnya bangsa Indonesia. Semua umat dan etnik yang 
hidup di bawah atap Indonesia mengejawantahkan slogan 
ini di dalam bentuk kepribadian. Khusus untuk umat Islam, 
sejak awal berdirinya bangsa ini menganggap kosakata 
Islam dan NKRI bagaikan sebuah kata majemuk. Kedua 
kata ini tidak bisa dipisahkan karena sudah saling memberi 
energi satu sama lain. 


Memperteguh kebangkitan NU, kita perlu terus 
bergerak dalam situasi dan kondisi apapun dan dimanapun. 
Ranah legislatifkah, eksekutifkah, maupun yudikatif. Juga 
NU harus terus berkecimpung dalam sosial keagamaan 
yang bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat secara 
umum, tidak terbatas dan hanya pada kalangan nahdliyyin 
saja. Substansilistik perjuangan NU senantiasa digelorakan 
yaitu ikut berperan aktif dalam politik kebangsaan 
dan kerakyatan, yang harus terus diperjuangkan untuk 
kesejahteraan dan kemandirian bangsa Indonesia yang 
bermartabat dan beradab. 


Integritas 


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan 
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definisi “integritas” sebagai sebuah kesatuan dan 
keselarasan akan pikiran, sikap dan perilaku terhadap 
nilai-nilai tertentu dalam tingkat individu yang dilakukan 
dengan penuh komitmen secara konsisten. Nilai-nilai yang 
membangun sebuah integritas adalah kejujuran, keadilan, 
bertanggung jawab. Kejujuran dijalankan dalam bentuk 
mengutarakan sikap, pendapat pribadi/organisasi yang 
mengandung unsur kebenaran, kebaikan dan kegunaan, 
kesamaan antara ucapan, tulisan, perbuatan dengan 
fakta. Keadilan dijalankan dalam bentuk memenuhi hak 
orang lain, mematuhi kewajiban yang mengikat diri 
sendiri, tidak berpihak pada golongan/ kelompok tertentu, 
namun berpihak hanya pada kebenaran. Tanggung jawab 
dijalankan dalam bentuk teguh hingga terlaksananya 
tugas, tekun melaksanakan kewajiban hingga selesai, dan 
bersedia menerima konsekuensi dari apa yang dilakukan. 


KH. Solahuddin Wahid (NU Online, 2004) memaparkan 
yang dimaksud dengan integritas sebagai sebuah karakter 
adalah mempunyai kejujuran yang tinggi, keberanian, 
mampu menimbulkan optimisme kalangan rakyat, mampu 
menahan emosi diri dan yang terpenting adalah hidup 
sederhana di negeri yang sedang dilanda krisis. Integritas 
akan membuat masyarakat semakin percaya dengan kader- 
kader NU akan mampu mengemban amanah rakyat dan 
memperjuangkan aspirasi mereka dalam berbagai posisi 
politik dan kekuasaan. 


Etika Politik 


KH. MA Sahal Mahfudh (Rais Aam PBNU 1999- 
2014) menambahkan konsep etika politik. Dalam konsep 
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yang dicetuskan oleh Kiai Sahal Mahfudh, ketiga entitas 
tersebut ialah bagian dari politik tingkat tinggi NU atau 
siyasah 'aliyah samiyah. Praktik politik ini digulirkan demi 
menjaga Khittah NU 1926 yang telah menjadi kesepakatan 
bersama dalam Munas NU 19883 di Situbondo, Jawa 
Timur. Menurut Kiai Sahal Mahfudh, politik kekuasaan 
yang lazim disebut politik tingkat rendah (siayasah safilah) 
adalah porsi partai politik bagi warga negara, termasuk 
warga NU secara perseorangan. Sedangkan NU sebagai 
lembaga atau organisasi, harus steril dari politik semacam 
itu. Kepedulian NU terhadap politik diwujudkan dalam 
peran politik tingkat tinggi, yakni politik kebangsaan, 
politik kerakyatan, dan etika berpolitik. 


Penelitian oleh Reksi Saputra (2022) menyimpulkan 
bahwa etika politik pada saat pemilihan umum 
dalam perspektif Ulama dari Nahdlatul Ulama Kota 
Lubuklinggau adalah etika politik Islam seperti 
etika jujur dan adil, etika politik santun, dan etika 
yang amanah. Kemudian untuk etika politik pada 
saat pemilihan umum dalam perspektif politisi dari 
Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau adalah etika 
politik Islam seperti persatuan, perdamaian dan 
musyawarah. 


Hendry B. Mayo dalam Winarno (2010: 98) bahwa nilai- 
nilai demokrasi khususnya, antara lain: 1) Menyelesaikan 
konflik secara damai dan sukarela. 2) Menjamin terjadinya 
perubahan secara damai dalam suatu masyarakat 
yang berkembang dan selalu berubah. 8) Pergantian 
penguasa dengan teratur. 4) Penggunaan paksaan sedikit 
mungkin. 5) Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai 
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keanekaragaman. 6) Meneggakkan keadilan. 7) Memajukan 
ilmu pengetahuan. 8) Pengakuan dan penghormatan 
terhadap kebebasan. Jadi, NU harus bisa menjadi leader 
dalam kancah demokrasi di Indonesia bahkan di dunia. 


Etika politik NU menjadi salah satu cara untuk menjaga 
kualitas demokrasi di Indonesia. Etika politik menjadikan 
bangsa dan Negara Indonesia terhormat dan bermartabat. 
Kader dan tokoh NU harus selalu mengedapankan 
etika politik yang jujur, adil, santun, mengedepankan 
musyawarah dan perdamaian, serta persatuan bangsa. 


Dampak Era Kebangkitan NU Bagi Para Nahdliyyin 


Dengan kemampuan bertahan yang dimiliki oleh 
para kader NU, dalam hal ini khususnya para kader NU 
di Kalimantan Barat, keberadaan NU sebagai bagian yang 
penting dalam peta perpolitikam di Kalimantan Barat 
telah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. NU 
tidak hanya menjadi satu sumber kekuatan politik penting 
yang menaungi potensi para nahdliyyin yang sangat besar, 
namu ja juga menjadi pihak penyeimbang stabilitas dan 
ketahanan politik di Kalimantan Barat. Bukti-bukti yang 
telah diuraikan pada bagian sebelumnya menunjukkan 
bahwa telah terjadi pertumbuhan positif pada peran dan 
kebermanfaatan NU bagi masyarakat Kalimantan Barat. 


Tulisan ini menjadi satu sumbangan bagi khazanah 
intelektualitas NU, baik di tingkat lokal maupun di 
tingkat nasional dan global, dalam upaya memberikan 
penjelasan atas realitas masyarakat yang selalu berubah. 
NU Kalimantan Barat memiliki modal penting yang 
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sangat potensial yang telah menjadi salah satu elemen 
yang mampu menopang ketahanan politik yang sangat 
dibutuhkan bagi kemajuan Kalimantan Barat dalam rangka 
mengikuti perkembangan kemajuan dunia. Karena tulisan 
ini didasarkan atas data-data yang masih relative sedikit, 
dari para elite dan tokoh penting NU saja, maka tentu saja 
menghasilkan diskusi dan simpulan yang perlu didukung 
oleh data yang lebih luas sehingga lebih meneyeluruh. 


Untuk itu pula, kajian yang mendalam mengenai 
peran NU dalam perpolitikan di Kalimantan Barat dengan 
melibatkan potensi grassroots menjadi penting untuk 
dilakukan. Kajian selanjutnya dapat menggali tentang 
irisan-irisan para kader NU di tingkat elit dan akar rumpun 
yang telah mampu menjadi bagian tak terpisahkan dari 
ketahanan dan perkembangan peta politik di Kalimantan 
Barat. Isu mengenai bagaimana NU menjadi salah satu 
elemen penentu masa depan Kalimantan Barat juga tentu 
masih sangat relevan untuk dikaji secara lebih serius. 
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NU, ISU STRATEGIS LOKAL, DAN 
NASIONAL 


Oleh: Drs. H. Jipridin, M.Si 
Wakil Rektor Bid. SDM dan Kemahasiswaan 
UNU Kalbar 


Transformasi Gagasan NU 


Tulisan ini merefleksikan kondisi existing Nahdlatul 
Ulama dalam menjelang 1 (satu) abad baik tingkat lokal 
maupun nasional. Oleh karena itu izinkan saya dalam 
kesempatan ini turut andil pada ruang diskursus ini 
menagih peran dan asa terhadap aktor dan pemimpin yang 
mendapat legitimasi dan legalitas melalui forum muktamar 
maupun konferensi wilayah/cabang agar mampu meng- 
artikulasi dan meng-agregasi terhadap segala produk 
hukum yang diputuskan oleh para masyayikh, kiai, tuan 
guru, teknokrat, intelektual sampai profesional. 


Melihat dimensi historis terhadap visi, misi dan tujuan 
Nahdlatul Ulama ketika berdiri sampai masa kini prinsip 
perjuangan tak pernah berubah, namun strategi pencapaian 
selalu dihadapkan dengan issu-issu yang mengitarinya. 
Pada kali ini, saya coba melakukan apersepsi untuk 
membangunkan alam sadar kita terhadap transformasi 
gagasan Nahdlatul Ulama, yaitu: 
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Visi NU: Terwujudnya Islam rahmatan lil “alamin 


dengan manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah serta melestarikan 


budaya nusantara dan global yang sesuai syariat Islam. 


Misi NU: 


1. 


Melaksanakan manhaj Aswaja dengan mengikuti 
secara teologi Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan 
Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam figh 
mengikuti Imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syaffi, 
Hambali). Sedangkan dalam tasawuf mengikuti 
Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Abdul Hamid 
al-Ghazali. 

Menerapkan prinsip Aswaja dengan karakter 
tawashut, 1tidal, tasamuh, tawazun, amar ma'rruf 
nahi munkar, disertai pola gerakan berupaamaliyah, 
fikrah, harakah dan ghirah an-Nahdliyah. 
Mempertahankan nilai dan budaya lama yang 
baik sekaligus meng-inovasi nilai dan budaya baru 
yang lebih baik, bahkan menemukan nilai dan 
budaya yang senantiasa selalu baik sesuai dengan 
semangat zaman. 


Tujuan NU: 


1. 


Memelihara, melestarikan, mengembangkan dan 
mengamalkan ajaran Aswaja yang menganut pola 
bermazhab (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam 
Syafi'i dan Imam Hanafi). 

Mempersatukan langkah para ulama dan pengikut- 
pengikutnya secara jama'ah maupun jam'iyah. 
Melakukan kegiatan — untuk — menciptakan 
kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa serta 
ketinggian harkat dan martabat manusia. 
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Leadership dan Potensi NU 


Adapun isu strategis bagi NU baik sebagai jama'ah 


maupun jam'iyah jika dideretkan cukup lah misalnya 


ekonomi, jika ada yang mengatakan NU secara kultural 


banyak warganya miskin. Bidang yang lain seperti 


pendidikan, terutama dalam memperoleh fasilitas belajar 


masih belum merata antara kota dan desa di seluruh 


Indonesia. Bagi saya isu yang paling seksi menyangkut 


persoalan leadership. Mengapa demikian, karena berkaitan 


dengan potensi yang dimiliki NU, yaitu: 


IL: 


Punya pengikut dalam jumlah besar, namun belum 
dikelola dengan baik. 

Punya kekuatan budaya yang diwarisi dari 
walisongo, namun barangkali belum terkodifikasi. 
Punya kekuatan politik dan magnet politik, hanya 
belum ada figur 3. perekat pemersatu (bagaikan 
tipologi Gusdur). 


Oleh karena itu, kepemimpinan (leadership) yang hadir 


saat ini haruslah berwatak: 


1. 


Team work, kepemimpinan yang mengedepankan 
kerja tim, sehingga masing-masing pengurus 
melekat mandat tanggung jawab. 

Profesional, setiap pengurus paham akan tugas 
dan kewenangannya. 

Membangun kemitraan, sebuah orkestra harus 
pandai membangun harmoni dengan berbagai 
pihak seperti pemerintah, swasta, lembaga agama 
dan keagamaan. Dalam membangun kemitraan 
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harus bersifat kesetaraan, jika mampu jadilah 
lokomotifnya. 

4. Memperkuat ekosistem/ jejaring institusi 
NU, kepemimpinan harus mau dan mampu 
menjembatani dari tingkat Pengurus Ranting (PR), 
Musyawarah Wakil Cabang (MWC), Pengurus 
Cabang (PC), Pengurus Wilayah (PW), sampai 
Pengurus Besar(PB). 


NU sebagai National Agency 


Dengan pandangan yang penuh optimis, maka 
jadilah NU dengan leadership yang kuat sebagai kapasitas 
kebangsaan (national agency), sebagai jangkar dunia, dan 
sebagai gugus instink merawat beragam kemajemukan. 
Tentu saja harus benar-benar jadi pembuktian!. 


Wallahul Muwaffig ilaa Agwamith Tharteg. 
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NAHDATUL ULAMA: 
GARDA TERDEPAN DALAM MEMPERKOKOH 
NASIONALISME DI DERAH PERBATASAN 


Oleh: Mursidin 
Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Sambas 


Nasionalisme Konstruktif Karakter Bangsa 


Nasionalisme telah menjadi penyelamat bangsa dan 
negara dari perpecahan berlatar belakang agama, etnis, 
maupun politik yang kemudian benihnya dipupuk dalam 
bangsamultikultur seperti Indonesiasaat ini. Nasionaliseme 
merupakan sebuah keniscayaan serta menjadi senjata 
ampuh dalam konteks kehidupan modern ditengah arus 
globalisasi, terutama dalam mempertahankan karakter 
bangsa dari berbagai terpaan budaya-budaya Barat. Lebih 
dari itu, Nasionalisme, sesungguhnya menjadi konstruktif 
dalam mempertahankan karakter bangsa. Namun 
demikian, besarnya peranan nasionalisme dalam menjaga 
kehidupan bangsa ini, sejumlah tantangan tetap terus 
hadir dan menjadi masalah tersendiri yang perlu menjadi 
perhatian. 


Keberagaman yang ada ternyata tidak selalu mampu 
menumbuhkan nasionalisme yang menjadi perekat 
semangat kebangsaan. Perbedaan terkadang dapat dengan 
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mudah disebut menjadi pemicu konflik berlatar belakang 
agama, politik, etnis, maupun latar belakang lainnya. 
Akibatnya semangat nasionalisme berubah menjadi 
semangat chauvinisme sempit berdasarkan suku, agama, 
dan haluan politik. Kajan ini mencoba mengungkap peran 
strategis Nadhatul Ulama Kabupaten Sambas sebagai 
garda terdepan daerah berbatasan langung dengan 
Malaysia melalui berbagai kegiatan sosial keagamaan dalam 
mengukuhkan nasionalisme sekaligus mempertahankan 
karakter bangsa, eksistensi nasionalisme masyakakat 
perbatasan sangat dipertaruhkan. 


Islam dan Pembentukan Kebangsaan Indonesia 


Islam sebagai agama yang menyempurnakan ajaran- 
ajaran terdahulu tentunya memiliki kelebihan, yaitu 
mampu menjawab semua permasalahan umat dalam 
berbagai segi dan rentang waktu. Begitu juga dalam 
menghadapi permasalahan kebangsaan. Agama Islam 
sangat mendukung berbagai upaya untuk kesejahteraan dan 
kemaslahatan umat manusia. Islam pada awalnya memiliki 
citra dan cerita yang positif karena penyebarannya 
dengan jalan damai dan berperan dalam peningkatan 
peradaban manusia. Bahkan secara politisi Islam telah 
menjadi kekuatan dominan yang mampu menyangga dan 
mempersatukan penduduk nusantara yang bertebaran ini 
ke dalam sebuah identitas baru yang bernama Indonesia, 
sekali pun pada akhirnya secara legal formal ikatan 
keindonesiaan ini diatur dan diperkuat oleh administrasi 
dan ideologi negara (Zainuddin Maliki, 2000). 


Dalam lingkup sejarah Indonesia agama Islam telah 
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menunjukkan arti pentingnya dalam pembentukan 
kebangsaan Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa 
pondok pesantren dengan para kiainya menjadi basis 
paling kuat untuk melawan penjajah. Sebagaimana telah 
ditunjukkan dalam sebuah resolusi jihad yang dikeluarkan 
NU pada tanggal 22 Oktober 1945. Dalam perspektif lokal 
misalnya Kabupaten Sambas pada masa pemerintahan 
Belanda merupakan daerah Afdelling van Singkawang. 
Setelah perang dunia ke-2 status Kabupaten Sambas 
berubah menjadi Afdelling Administratif terbagi menjadi 
daerah Kesultanan Sambas meliputi Onderafdelling 
Singkawang, Bengkayang, Pemangkat dan Sambas 
dengan sebutan kewedanan, daerah kerajaan penambahan 
Mempawah, daerah kesultanan Pontianak dan sebagai 
daerahnya Mandor. 


Setelah perang dunia ke-2 berakhir daerah ini 
berubah menjadi daerah otonom Sambas dengan ibukota 
Singkawang yang terdiri dari ematp keweanan yakni, 
a) kewedanan singkawang, b) kewedanan pemangkat, 
c) kewedanan sambas, dan d) kewedanan Bengkayang. 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 8 
tahun 19583 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan Barat (LNRI Nomor 72 tahun 1959 Tambahan 
LNRI Nomor 1820), Pembentukan Kabupten Sambas 
mulai terealisir dan sejak tahun 19683 sistem kewedanan 
mulai dihapuskan sehingga wilayah Pemerintahan 
Kabupaten Sambas berubah menjadi 15 wilayah kecamatan 
dan pada tahun 1988 berubah menjadi 19 (Sembilan belas) 
kecamatan yang 2 (dua) kecamatan diantaranya merupakan 
daerah Pemerintahan Kota Administratif Singkawang. 
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Kemudian terbit Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 
tentang pembentukan daerah tingkat II Bengkayang maka 
kedudukan pusat Pemerintahan Kabupaten Sambas pindah 
dari kota Singkawang ke kota Sambas, sehingga wilayah 
Kabupaten Sambas hanya tinggal 9 (sembilan) kecamatan 
saja. 


Berdasarkan fakta sejarah, perkembangan pendidikan 
di Sambas tumbuh dan berkembang secara signifikan. 
Tokoh besar yang mendunia seperti Ahmad Khatib as- 
Sambasy pendiri taregat Oadariyah Nagsabandiyah dan 
imam besar masjidil haram yang berasal dari daerah 
ini, demikian pula tokoh agama dan pendidikan seperti 
Muhammad Basuni Imran (1885-1976). Basuni Imran 
adalah seorang ulama Sambas Kalimantan Barat yang 
berkorespodensi kepada Rasyid Ridha yang diteruskan dan 
dijawab oleh Amir Syakib Arsalan tentang mengapa kaum 


muslimin mengalami kemunduran yang merata di seluruh 
dunia baik dalam urusan agama maupun dunia, apakah 


yang menyebabkan kemajuan bangsa Eropa, Amerika 
dan Jepang. Apakah dimungkinkan bagi kaum muslimin 
untuk maju seiring tetap komitmen dengan ajaran agama? 
menjawab penyoalan tersebut terbitlah buku Our Declin 


And It's Causes dalam bahasa Arab Limidzda Taakhkhara 
Al Musliuna wa Tagaddama Ghairuhum? (mengapa kaum 
muslimin mundur dan yang lainnya maju). Amir Syakib, 
Limadza Taakhkhara Al Musliuna wa Tagaddama Ghairuhum, 
translated by M. Shakoo, Our Decline and Its Causes (1994). 


Maharaja Imam ke-3 kesultanan Sambas yang 
berupaya merevitalisasi ajaran Islam dan merekonstruksi 
kehidupan sosial-moral umat Islam di Sambas, sehingga 
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ia dijuluki seorang Reformis Tradisionalis (Muhammad 
Rahmatullah:2008) sehingga sejarah masa lalu menjadikan 
Sambas dikenal sebagai kota Serambi Mekah, gelar 
yang ingin dipertahankan sejak lama. Selain itu 
pula inspirasi dari motto pendidikan yang dicanangkan oleh 
Basuni Imran: “Nusa dan Bangsa tidak akan lekas majunya 
Jika tidak memiliki perguruan bangsanya sendiri” yang 
tertulis dalam Naskah laporan tentang Kont dan Riwayat 
Raja-raja Sambas (1951). 


Secara karakteristik historis religius bahwa, agama 
Islam telah berkembang di Sambas sejak akhir abad ke- 
16. Menurut Azyumardi Azra (1995:85) Islam masuk 
ke- Sambas sekitar tahun 1580 melalui jalur Malaka dan 
Johor. Namun, dalam perspektif kekuasaan Islam masuk 
ke Sambas sekitar paruh pertama abad ke 17 yang 
dibawa oleh Raja Tengah melalui proses politik yang 
damai (Erwin:2007). 

Upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia 
melibatkan semua elemen bangsa. Salah satu kelompok 
masa yang bergabung dalam Nahdlatul Ulama pun tidak 
terkecuali dalam usaha memperoleh, mempertahankan, 
serta mengisi kemerdekaan. Sejak berdiri sampai sekarang, 
Nahdlatul Ulama selalu berpartisipasi aktif dalam 
kehidupan kenegaraan. Hal yang monumental dan menjadi 
sebuah semangat nasionalisme adalah dikeluarkannya 
Resolusi Jihad yang disampaikan oleh KH. Hasyim Asy'ari 
dalam peperangan di Surabaya. Selanjutnya NU pun selalu 
sami'na wa atho'na terhadap keputusan negara, termasuk 
ketika pemberlakukan asas tunggal Pancasila. Apabila 
dilihat dari prespektif citizenship education, Nahdlatul 
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Ulama sebagai community civic education sebagaimana 
penjelasan dari Cogan mengenai citizenship education yaitu 
“..both these in-school expertences as well as out-of school or 
non-formal/informal learning which takes place in the family, 
the religious organization, community organizations, the media, 
etc which help to shape the totality of the citizen” 


Urgensi NU Sambas dalam Memperkokoh Nasionalisme 

Kesenjangan yang terjadi di wilayah perbatasan di 
Sambas Kalimantan Barat, berbatasan dengan Malaysia. 
Persoalan yang harus dihadapi oleh Indonesia saat 
ini bukanlah penjajahan, tetapi tentang memudarnya 
patriotisme warga negara di perbatasan negara. Banyak 
permasalahan yang menyebabkan hubungan negara 
yang berbatasan dengan langsung, kedua negara yang 
berbatasan langsung memanas, seperti klaim kepemilikan 
wilayah teritorial, penyelundupan manusia, penyelundupan 
barang-barang kebutuhan, serta masalah perolehan pajak 
negara. Sebagai contoh, saling klaimnya negara Indonesia 
dan kerajaan Malaysia atas dua pulau, yaitu Sipadan- 
Ligitian, yang pada akhirnya oleh pengadilan internasional 
dimenangkan oleh kerajaan Malaysia pada 17 Desember 
2002 yang ditulis oleh Warganegara Ariska, Kedaulatan 
Politik Negara (Kasus Ambalat dan Refleksi Sipadan dan 
Ligitan) dalam Prosiding dan Seminar Hasil Penelitian 
dan Pengabdian Masyarakat UNILA. 


Terdapat beberapa faktor memudarnya nasionalisme 
masyarakat di daerah perbatasan di antaranya: 


Pertama, Kabupaten Sambas dalam hal ini 
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kecamatan Perbatasan merupakan satu diantara wilayah 
yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Dalam 
kehidupannya sehari-hari, masyarakat Perbatasan lebih 
banyak dipengaruhi oleh budaya Malaysia dibanding 
budaya Indonesia. Apalagi secara tidak langsung, acara 
televisi yang menjadi tontonan bagi masyarakat lebih 
mudah di dapat acara televisi Malaysia dari pada TVRI. 


Kedua, Dari aspek ekonomi, masyarakat Perbatasan 
umumnya lebih banyak bekerja di negara Malaysia 
di banding ke negara-negara lain. Selain itu pula, 
masyarakatnya lebih mengenal budaya, produk, dan 
mata uang Malaysia dibanding Indonesia. Bahkan dalam 
berbelanja, mereka sering menggunakan uang Ringgit 
Malaysia ketimbang Rupiah Indonesia. Gempuran budaya 
ini semakin mengikis rasa nasionalisme mereka pada bangsa 
Indonesia lebih khusus masyarakat di Perbatasan. Selain 
itu pula tidak sedikit pula masyarakat yang kesehariannya 
membeli barang-barang illegal dari Malaysia kemudian 
menjualnya kembali ke toko-toko. Bahkan, pernah juga 
ditemukan oleh petugas keamanan batas yang mereka juga 
membawa narkoba. 


Ketiga, Infrastruktur serta fasilitas umum kurang 
baik di perbatasan serta barang-barang produksi luar 
negeri yang dijual lebih murah dibandingkan dengan 
produksi dalam negeri di terutama daerah perbatasan. Jika 
dibandingkan dengan daerah jawa keadaan infrastuktur 
lebih baik ketimbang daerah perbatasan. Perbatasan 
khususnya untuk pergi ke daerah tersebut orang harus 
melalui transfortasi penyeberangan air yang dengan durasi 
wakti 20-30 menit. Sehingga, masyarakat ingin bergabung 
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dengan Negara Malaysia akibat kurang mendapatkan 
perhatian dari Pemerintah Pusat, khususnya dalam bidang 
pembangunan dan pendidikan. Hal ini cukup beralasan 
karena Negara Malaysia bersedia membangun sarana dan 
prasarana air bersih serta penerangan bagi Warga Negara 
Indonesia di Wilayah Indonesia. Seandainya mendapatkan 
ijin, Malaysia bersedia membuatkan jalan yang layak untuk 
saudara mereka yang tinggal di Indonesia. Hubungan 
yang baik terjalin antara WNI dan Warga Malaysia di 
Perbatasan, merasa satu keluarga meskipun dipisahkan 
oleh batas negara. Namun nampak terlihat perbedaan 
pembangunan di Perbatasan kedua negara, Indonesia jauh 
tertinggal dari Malaysia. 


Keempat, arus modernisasi dan globalisasi ternyata juga 
telah melanda masyarakat Sambas lebih khusus. Kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, cukup merepotkan 
di kalangan orang tua untuk mempertahankan budaya dan 
sistem nilai yang telah mereka warisi dari leluhurnya. 
Dampak nyata dari hal tersebut adalah maraknya terjadi 
dekadensi moral sehingga tingkat pernikahan dini semakin 
meningkat setiap tahunnya. 


Pernyataan tersebut di atas sebagaimana dinyatakan 
oleh Ridhahani (2019:4) bahwa dalam situasi global seperti 
sekarang ini, penguatan pendidikan nilai menjadi suatu 
keharusan dikarenakan globalisasi yang sarat dengan 
muatan teknologi dengan tidak bermuatan nilai humanisme 
akan menjadi ancaman bagi bagi berkembangnya 
pendidikan nilai yang lebih mementingkan nilai-nilai 
kemanusian. 


Kelima, Kondisi real pendidikan di daerah perbatasan 
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sangat memprihatinkan. Sebagian anak usia sekolah lebih 
memilih sekolah di Malaysia ketimbang sekolah di negeri 
sendiri. Selain itu pula, anak-anak lebih hapal dengan 
lagu kebangsaan Malaysia dibandingkan dengan lagiu 
Indonesia Raya. Bahkan, masih ditemukannya sekolah- 
sekolah dasar yang tidak standar baik menyangkut sarana 
dan prasarananya. 


Melihat berbagai fakta-fakta yang ada di wilayah 
perbatasan, terdapat beberapa hal yang harus dipikirkan 
terkait dengan penguatan komponen yangadadi perbatasan. 
Komponen-komponen kekuatan yang dimaksudkan berupa 
komponen pertahanan militer, kekuatan perekonomian 
di perbatasan, serta komponen berupa pendidikan 
nasionalisme, berupa nilai-nilai kebangsaan pada daerah 
di perbatasan, baik pendidikan formal maupun nonformal, 
namun beberapa komponen dimaksud baru pada kegiatan 
sosial keagamaan yang dilaksanakan oleh NU Sambas. 


Berbagai persoalan tersebut di dukung hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Saleh, dalam penelitiannya di 
Pulau Sebatik (Kalimantan Timur) menemukan tiga hal 
penting yang layak menjadi perhatian negara. Pertama, 
secara ekonomi, masyarakat di Pulau Sebatik memiliki 
ketergantungan yang tinggi terhadap Malaysia daripada 
terhadap Indonesia. Mereka lebih suka belanja ke Tawau 
(Malaysia) daripada ke Nunukan (Indonesia). Selain 
persoalan jarak tempuh, produk-produk (sembako) buatan 
Malaysia lebih terjangkau bagi mereka daripada produk 
buatan Indonesia. Kedua, wilayah perbatasan adalah 
wilayah yang terbelakang dan tertinggal di berbagai 
sektor bila dibandingkan dengan wilayah yang lain. Ketiga, 
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kesenjangan yang mencolok di perbatasan antara wilayah 
yang menjadi milik Malaysia dengan yang wilayah milik 
Indonesia. Wilayah yang menjadi milik Indonesia masih 
sangat ketinggalan bila dibandingkan dengan wilayah 
milik Malaysia (Muhammad Hairul Saleh: 2011) 


Program Dakwah NU Kabupaten Sambas 


Nahdlatul Ulama Kabupaten Sambas sejak tahun 
2002, semenjak itu sesungguhnya NU di telah ada namun 
eksistensinya yang kelihatannya belum begitu tampak. 
Menurut Mujahidin, Tanfidziyah Pengurus Cabang 
Nahdlatul Ulama Kabupaten Sambas merupakan suatu 
kebulatan tekad sesama pengurus untuk melakukan amar 
ma 'ruf nahi mungkar. Selain itu, ia menjelaskan bahwa latar 
belakang berdirinya Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama 
Kabupaten Sambas didasari oleh adanya kesadaran bahwa 
di Sambas masih sangat perlu untuk dilakukan pendalaman 
agama, karena masih sedikit organisasi yang melakukan 
dakwah Islam, meskipun keberadaan organisasi NU di 
Sambas telah lama ada. Selain itu pula, sambas merupakan 
wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia 
sehingga semangat diberbagai kegiatan keagamaan 
pentingnya nasionalisme masyarakat di daerah perbatasan 
juga perlu diberikan pemahaman akan hal tersebut, lebih 
dikenal dengan hubbul wathan minal iman, cinta tanah air 
sebagian dari iman. 


Pernyataan Mujahidin di atas sejalan dengan pendapat 
yang dikemukakan Adnan selaku Ketua Persatuan Guru 
Nahdatul Ulama Kabupaten Sambas. Menurutnya bahwa 
yang melatar belakangi didirikannya Lembaga Dakwah 
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Nahdlatul Ulama Kabupaten Sambas adalah adanya tekad 
bersama untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, 
dengan niat itu diharapkan dapat menumbuhkan akhlak 
yang Islami. 


Berdasarkan latar belakang Nahdlatul Ulama 
Kabupaten Sambas, maka program kerja yang dirancang 
selalu diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah 
ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 
beberapa tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Sambas 
diketahui program-program dakwah Islam yang telah 
disusun. 


Adapun program dimaksud adalah, a) Mendirikan atau 
membentuk majlis taklim di tiap-tiap masjid atau surau, b) 
Menyelenggarakan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), 
(c) Melaksanakan kegiatan kerohanian bersama ormas 
Islam, d) Menyelenggarakan pengajian, e) Melaksanakan 
dakwah untuk membantu para mualaf dengan cara 
melakukan bimbingan dan memberikan dakwah 
kegamaan, f) Mengadakan kegiatan khusus keagamaan 
yang dilaksanakan di Bulan Suci Ramadhan dengan tujuan 
untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada 


Allah SWT. 


Berbagai bentuk kegiatan tersebut lebih diarahkan 
kepada masyarakat di daerah perbatasan sebagai wujud 
program NU Sambas agar nasionalisme masyarakat 
tidak tergadaikan serta berbagai keunggulan lokal yang 
menjadi karakter positif masyarakat perbatasan tetap 
dipertahankan, baik bahasa, budaya maupun berbagai 
kegiatan-kegiatan agama yang bernuansakan Islam. 


Program-program dakwah Islam yang dirancang 
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Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sambas 
tampaknya telah sejalan dengan dakwah yang dimaksudkan 
oleh Jum'ah Amin Abdul Aziz bahwa dakwah yang baik 
adalah dakwah yang berorientasi pada: 


1: 


Membangun masyarakat Islam, sebagaimana para 
rasul “alaihimus salam yang memulai dakwahnya 
di kalangan masyarakat jahiliyah. Para rasul itu 
mengajak manusia untuk memeluk agama Allah 
SWT, menyampaikan wahyu Allah kepada kaumnya 
dan memperingatkan mereka dari syirik kepada 
Allah. 

Dakwah dengan melakukan perbaikan pada 
masyarakat Islam yang terkena “musibah” 
berupa penyimpangan dan tampak di dalamnya 
sebagian dari kemungkaran-kemungkaran serta 
diabaikannya kewajiban-kewajiban oleh masyarakat 
tersebut. 


Memelihara keberlangsungan dakwah di kalangan 
masyarakat yang telah berpegang pada kebenaran, 
yaitu dengan pengajaran secara terus menerus, 
tadzkir (pengingatan), tazkiyah (penyucian jiwa) 
dan ta'lim (pendidikan) (Jum'ah Amin:2008). 


Selain pendapat di atas, program dakwah Islam 


yang dibuat oleh Nahdlatul Ulama Kabupaten Sambas 


tampaknya sejalan dan berorientasi pada pendapat yang 
dikemukakan Siti Muriah (20083) yakni: 


1. 


Sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat 
dilihat dari segi sosiologis, berupa masyarakat 
terasing, pedesaan, Kabupaten Sambas besar dan 
kecil serta masyarakat di daerah marginal dari 
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Kabupaten Sambas besar. 


2. Sasaran yang menyangkut golongan masyarakat 
dilihat dari segi struktur kelembagaan berupa 
masyarakat desa, pemerintah dan keluarga. 


3. Sasaran yang berhubungan dengan golongan 
masyarakat dilihat dari tingkat usia, berupa 
golongan anak-anak, remaja dan orang tua. 


4. Sasaran yang dilihat dari segi tingkat hidup sosial- 
ekonomis berupa golongan orang kaya, menengah, 
miskin dan seterusnya. 


Walaupun kedua pendapat di atas tidak sejalan 
benar dengan program dakwah Islam yang disusun oleh 
Nahdlatul Ulama Kabupaten Sambas, namun tujuan dasar 
yang diharapkan yakni dapat menyentuh seluruh lapisan 
masyarakat tampaknya sudah terpenuhi. Kenyataan ini 
tidak berarti bahwa program yang telah disusun masih 
banyak kekurangannya, perlu penambahan dan perbaikan 
agar program dakwah Islam yang direncanakan benar- 
benar menyentuh semua lapisan masyarakat Kabupaten 
Sambas terutama bagi masyarakat di daerah perbatasan 
yang tidak kalah pentingya adalah pembinaan nasionalisme 
terhadap generasi muda yang masih belum maksimal 
menjadi kendala bagi NU dalam perjuangan nasionalisme 
saat ini. 


Pelaksanaan Program Dakwah NU Kabupaten Sambas 


Setelah mengetahui program dakwah Islam yang 
telah direncanakan oleh Nahdlatul Ulama Kabupaten 
Sambas di atas, maka pada bagian ini akan dikemukakan 
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teknis pelaksanaan program dakwah yang telah dibuat. 
Berdasarkan pengakuan yang dikemukakan oleh Mujahidin, 
semua program yang telah direncanakan belum sepenuh- 
nya terlaksana, oleh karena itu ia meminta bantuan dan 
dukungan dari semua pihak. Selain itu pula, ada faktor- 
faktor yang menghalanginya. Kendatipun kendala tersebut 
sering muncul, namun belum pernah kendala tersebut 
menggagalkan kegiatan, hanya saja yang pernah terjadi 
adalah menunda waktu kegiatan. Selain kendala yang 
dihadapi, ada pula beberapa faktor yang mendukungnya. 
Menurut Mujahidin faktor yang mendukung pelaksanaan 
program Nahdlatul Ulama Kabupaten Sambas adalah 
adanya perhatian dan bantuan dari instansi pemerintah 
dan organisasi lainnya, seperti Departemen Agama, 
Majelis Ulama Indonesia, Ormas Islam lainnya dan adanya 
dukungan dari tokoh agama dan masyarakat. Selain faktor 
di atas, yang mendukung dalam pelaksanaan program 
dakwah Islam adalah adanya keseriusan dan keikhlasan 
pengurus dalam melaksanakan tugas yang diembannya. 


Berdasarkan paparan tersebut bahwa cukup banyak 
hal-hal yang mendukung Lembaga Dakwah Nahdlatul 
Ulama Kabupaten Sambas dalam melaksanakan program 
dakwah Islamnya. Akan tetapi, faktor-faktor tersebut belum 
sepenuhnya sejalan dan menjadi penunjang keberhasilan 
dakwah, sebagaimana yang dikemukakan Jum'ah Amin 
Abdul “Aziz (2002) di antaranya, a) Al-fahmu ad-dagig 
(pemahaman yang rinci), b) Al-iman al-'amiig (keimanan 
yang dalam), c) Al-hubb al-watstg (kecintaan yang kokoh), 
d) Al-wa yu al-kaamil (kesadaran yang sempurna) Al- amal 
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al-mutawashil (kerja yang kontinu). 


Islam memiliki kepedulian yang tinggi terhadap 
keadaan dan masalah yang dihadapi sebuah bangsa atau 
negara. Dalam negara Indonesia yang plural ini, KH Ahmad 
Siddig mengajukan konsep persaudaraan yang terdiri 
dari empat hal. Pertama, persaudaraan sesama manusia 
(ukhuwah Basyariyah), yaitu cara bergaul sesama umat 
manusia tanpa ada faktor pembeda, kedua,persaudaraan 
sesama umat beragama (ukhuwah diniyah), sebagai landasan 
sikap saling menghormati sesama umat beragama, ketiga, 
persaudaraan sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), 
prinsip persaudaraan internal tanpa melihat organisasinya 
dan keempat, persaudaraan sesama warga negara (ukhuwah 
wathontyah), prinsip persaudaraan dalam rangka menjaga 
persatuan dan kesatuan dan mempertahankan kedaulatan 
negara dari ancaman apapun (Ali Maschan Moesa”2007). 


Empat prinsip inilah yang seharusnya ditanamkan 
dalam pribadi masyarakat Indonesia. Umat Islam tidak 
boleh melupakan sebuah kenyataan penting beruparumusan 
ajaran Islam yang sebenarnya, sebagaimana yang ada pada 
ayat Al-Our'an bahwa Allah telah menciptakan manusia 
dengan segala perbedaannya untuk saling mengenal dan 
sikap dasar dari ketentuan Tuhan tetap berpegang kepada 
tali Allah secara keseluruhan, dan jangan terpecah-belah. 


Sikap dasar ini juga merupakan antisipasi terhadap 
kenyataan akan masa depan agama Islam dan kaum 
muslimin, seperti telah terbukti dewasa ini yaitu Islam 
merupakan agama besar, tanpa mengecilkan agama- 
agama lain. Inilah yang belum disadari oleh sebagian 
Muslim sehingga mereka memilih jalur yang kaku dan 
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berhalauan keras. Sikap-sikap keras yang kita lihat masih 
ada di kalangan kaum muslimin mudah-mudahan akan 
hilang melalui pendidikan yang lebih baik dan komunikasi 
yang lebih intens. Proses sosialisasi hasil internalisasi 
yang telah didinamisir, dapat dikembangkan pula dengan 
mendayagunakan forum-forum keagamaan (seperti 
pengajian, musyawarah hukum agama, pendidikan agama 
dan sebagainya) begi keperluan membicarakan hal-hal 
yang perlu diiternalisasikan secara dinamis, seperti dalam 
hal penggunaan semua forum di atas untuk meningkatkan 
kesadaran akan perlunya orientasi baru bagi pembangunan, 
dan seterusnya (Abdurrahman Wahid:2007, 43). 


NU Sambas, Wujud Nyata Pertahankan Keutuhan 
NKRI 


Nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah 
situasi kejiwaan di mana kesetian seseorang secara 
total diabadiakan langsung kepada negara, di mana 
masyarakatnya dipersatukan karena ras, bahasa, agama, 
sejarah dan adat. Hal tersebut berdasar pada penciptaan 
manusia yang terdiri atas laki-laki dan perempuan, 
bersuku-suku dan  berbangsa-bangsa. Nasionalisme 
merupakan semangat kelompok manusia yang hendak 
membangun suatu bangsa yang mandiri, dilandasi 
satu jiwa dan kesetiakawanan yang besar. Mencintai 
tanah air tidak dilarang agama. Yang dilarang adalah 
mengurus suatu negara atau mengajak orang lain untuk 
mengurusnya dengan asa kebangsaan tanpa mengambil 
atura Islam. Semangat nasionalisme serta cinta tanah air 
dan menyatukannya dengan aturan Islam adalah sikap 
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terpuji. Kebangsaan adalah suatu fitrah dan alamiyah. 
Dengan adanya semangat nasionalisme yang berdasarkan 
atas persamaan niat dan tujuan untuk bersatu dan hendak 
membangun bangsanya menuju masa depan. Dengan 
penciptaan manusia yang bersuku-suku dan berbangsa- 
bangsa tidak lain untuk saling kenal mengenal sehingga 
tercipta kebersamaan dan keharmonisan dalam kehidupan 
berbangsa dan bermasyarakat. Berbagai kegiatan melalui 
program yang telah dilaksanakan NU Sambas adalah 
bagian dari wujud nyata dalam mempertahankan keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai masalah 
yang ada di wilayah perbatasan, terdapat beberapa hal 
yang harus dipikirkan terkait dengan penguatan komponen 
yang ada di perbatasan. Komponen-komponen kekuatan 
yang dimaksudkan berupa komponen pertahanan militer, 
kekuatan perekonomian di perbatasan, serta komponen 
berupa pendidikan nasionalisme, berupa nilai-nilai 
kebangsaan pada daerah di perbatasan, baik pendidikan 
formal maupun nonformal. 
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TANTANGAN MODERNISASI BAGI 
EKSISTENSI KEBHINEKAAN BANGSA 
DALAM PANDANGAN NAHDATUL ULAMA 


Oleh: Dedi 
Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Sambas 


Modernisasi: Ilmu Pengetahuan, Teknologi Informasi 
dan Komunikasi. 

Indonesia merupakan negara multikultural dengan 
kekayaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang 
dimilikinya. Keberagaman ras, suku bangsa, agama, 
bahasa, serta budaya menjadi sebuah distingsi daripada 
negara lainnya yang patut kita jaga dan lestarikan. Namun, 
bangsa Indonesia masih tergolong negara yang masih 
berkembang. Lantas, bagaimana dengan negara yang 
miskin potensi sumber daya alamnya seperti Singapura, 
Jepang, Swiss bisa menjadi negara maju? Salah satu 
alasannya adalah sumber daya manusia (SDM) berkualitas 
yang dimilikinya. Berkaca dari negara-negara tersebut, 
pemanfaatan SDA dan pemberdayaan SDM berkualitas di 
Indonesia harus dilakukan secara optimal. 


Kita sebagai generasi penerus bangsa, dituntut memiliki 
pemikiran atau gagasan yang visioner dan kritis dalam 
menghadapi pelbagai permasalahan di negeri ini. Di era 
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modernisasi, segala aspek kehidupan secara fundamental 
bertransformasi kepada hal yang serba modern. Fenomena 
ini, jangan membuat kita terlena. Nilai-nilai asli budaya 
bangsa Indonesia yang beragam merupakan keniscayaan 
yang harus kita kawal dan kemas dengan adanya kesadaran 
terhadap keurgensian semboyan “Bhineka Tunggal Ika”, 
artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, agar kerukunan 
dan kedamaian yang diharapkan bisa kita rasakan bersama. 
Namun, tidak dapat kita pungkiri, pesatnya kemajuan 
teknologi informasi yang diterima dan diterapkan tanpa 
adanya filterisasi, sehingga menjadi ancaman serius, 
bahkan risiko terburuk akan berimplikasi pada disintegrasi 
bangsa. 


Berbagai inovasi dalam bidang teknologi informasi, 
secara global mengubah sistem kehidupan. Kita dituntut 
siap dan tanggap menghadapi pelbagai tantangannya, 
pencarian problem solving dari setiap permasalahan 
yang ada pun kita harus tanggap terhadapnya. Masifnya 
arus modernisasi tidak bisa kita hindari, justru jika kita 
tidak bisa mengikutinya, kita akan semakin tertinggal. Di 
era globalisasi, agar tercapai kehidupan yang maju dan 
berkembang, pemikiran setiap individu haruslah mengalami 
modernisasi. Hal yang dapat memengaruhi perkembangan 
pola pikir modernisasi adalah ilmu pengetahuan, teknologi 
informasi dan komunikasi. 


Pola pikir masyarakat, tak terkecuali generasi pemuda 
dituntut bertransformasi dari yang sebelumnya irasional 
menjadi rasional dan yang sebelumnya tradisional menjadi 
modern. Pola pikir lama, profesi dokter, polisi, tetara 
ataupun pegawai negeri sipil (PNS) lainnya, tidak sedikit 
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yang menjadikannya prioritas cita-cita tertingginya. 
Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pola pikir 
tersebut bertransformasi ke pola pikir yang baru. Youtuber, 
selebgram, pro player atau atlet e-sport, tidak dapat kita 
pungkiri menjadi profesi yang diharapkan generasi pemuda 
sekarang. Kemajuan ini harus dimanfaatkan dengan 
sebaik-baiknya dan direspon dengan selektif atau adanya 
filterisasi, agar tidak mudah terbawa pada doktrin-doktrin, 
informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggung 
jawabkan kebenarannya, dan terjebak pada asumsi bahwa 
budaya baratlah yang up to date dan modern. 


Definisi Modernisasi 


Modernisasi merupakan salah satu bentuk nyata perubahan 
sosial, sehingga masyarakat tidak bisa menghindarinya, 
karena jika kita tidak bisa mengikutinya, kita akan semakin 
tertinggal. JW. Scoorl mengatakan bahwa dari kebudayaan 
barat yang notabene Negara maju lah, masyarakat modern 
pertama kali berkembang (Abdulsyani:1994). Terkait istilah 
modernisasi, tidak sedikit ditemukan asal definisi secara 
etimologinya. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata 
“modern” yang memiliki arti mutakhir, terbaru, tidak kuno, 
pergeseran pola pikir agar sesuai dengan tuntutan zaman 
(KBBI:1989). Dalam bahasa latin modernisasi berasal dari 
kata “modo” yang berarti cara dan “ernus” yang berarti 
masa kini (Martono,2012:80). Menurut Harun Nasution 
(1975), modernisasi dalam etimologi Islam diartikan sebagai 
pembaruan, hal ini senada dengan yang dikutipkan Iskandar 
Engku dan Siti Zubaidah (2014) Arti kata “modern” dalam 
kamus Oxford Student's Dictionary of American English senada 
dengan kata “new” yang berarti baru dan “update” yang 
berarti berlaku pada masa kini. Sedangkan dalam bahasa 
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arab sebagaimana termaktub dalam kitab al- Mawrid al- 
Muyassar, arti kata modern senada dengan kata (Sres ,£0—. 
Dari beberapa pengertian, secara etimologi kata modern 
dapat disimpulkan memiliki dua penafsiran, yaitu baru atau 
sesuatu yang sebelumnya belum ada dan segala sesuatu 
yang dianggap baru, sehingga berlaku sepanjang masa dan 
dinamis. 


Segala sesuatu dikatakan modern, jika ia sesuai dengan 
hukum-hukum alam yang berlaku (ilmiah) dan rasional. 
Hal itu senada dengan yang diungkapkan oleh Nurcholis 
Majid (1997). Berdasarkan penemuan-penemuan terbaru 
dalam bidang ilmu pengetahuan, terkait pengertian 
modernisasi dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan 
pengertian rasionalisasi, yaitu pergeseran pola pikir lama 
(tradisional) yang tidak rasional ke pola pikir baru yang 
rasional. 


Faisal Ismail (1998) mengutip pernyataan 
Koentjaraningrat, menurutnya modernisasi merupakan 
bentuk penyesuaian diri sebagai usaha sadar suatu 
bangsa dimana bangsa itu hidup dengan konstelasi dunia 
pada kurun waktu tertentu, sehingga, adanya usaha 
dan proses modernisasi itu sesuai dengan kebutuhan 
dan tuntutan zaman. Terkait pengertian modernisasi, 
Soerjono Soekanto juga berpendapat bahwa modernisasi 
adalah segala perubahan terarah dan didasarkan pada 
perencanaan (social planning). Dari pengertian-pengertian 
yang telah disebutkan merupakan representasi terminologi 
modernisasi secara umum yang berkonotasi pada upaya 
adanya pembaharuan dari yang sebelumnya belum pernah 
ada. 
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Modernisasi dan Sisi Historisnya 


Modernisasi sebagaimana yang telah dijelaskan 
sebelumnya, berasal dari kalangan masyarakat barat yang 
sudah berkembang sejak zaman renaissance sekitar abad 
16 M hingga 18 M yang kemudian menyebar ke benua 
Amerika, Asia, dan Afrika. Modernisasi sering disebut 
dengan “barat sentris, karena menurut Levy masyarakat 
global mengikuti pengalaman barat, melalui eropanisasi, 
pembaratan, amerikanisasi, misal dalam hal industrialisasi 
demokrasi, dan hak asasi Bakri, S (2016). Renaissance 
merupakan zaman peralihan dari zaman abad pertengahan 
yang didasarkan pada payung atau kungkungan agama ke 
abad modern yang memiliki pemikiran bebas, tanpa campur 
tangan ilahi dan mengedepankan ilmu pengetahuan atau 
dikenal dengan masa peremajaan bangsa. Kata renaissance 
merupakan istilah dari bahasa prancis dan dalam bahasa 
latinnya renasci yang berarti lahir kembali. Sejarahwan 
(Ahmad Tafsir, 2013) menggunakan istilah renaissance 
untuk menunjukan periode kebangkitan intelektual di 
eropa, khususnya di Italia. Kesadaran terhadap kemampuan 
akal manusia sudah mulai berkembang, sehingga 
supremasi gereja katholik roma, pada saat itu mendapat 
tantangan dari kaum intelektual yang ingin membebaskan 
diri dari kungkungan otoritas agama. Pada zaman itu 
berkembang juga golongan humanisme yang mendorong 
berkembangnya semangat renaissance (Amsal Bakhtiar, 
2013). 


Berlanjut pada zaman pencerahan atau dikenal 
dengan istilah aufklaerung (zaman pendewasaan bangsa). 
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Aufklaerung memberikan kebebasan atau kedudukan pada 
akal budi manusia yang luar biasa. Pada zaman ini, gerakan 
reformasi berusaha membebaskan diri dari otoritas agama 
dan pemikiran filsafat yang argumentasinya mengandalkan 
logika daripada melalui eksperimentasi seperti halnya ilmu 
pengertahuan (Sutardjo Wiramihardja, 2009). Terkait 
urgensi ilmu pengetahuan, Taufigurrohman (2021) 
menyebutkan bahwa musuh terbesar manusia adalah 
ketidaktahuannya sendiri dan untuk menutupi celah 
dari ketidaktahuannya, manusia akan mencari salah satu 
penjelasan yang paling sesuai dengan apa yang dia yakini, 
misal orang-orang beragama akan memilih penjelasan yang 
didasarkan pada agamanya, bukan dari hasil eksperimen 
atau pengetahuan yang relevan. 


Di negara barat, modernisasi dilatarbelakangi adanya 
pertentangan antara agamawan dan ilmuwan. Berbeda 
dengan dunia Islam, modernisasi muncul sebagai akibat 
dari adanya penderitaan negara-negara Islam yang jatuh 
ke tangan bangsa barat di abad 18-19 M dan adanya 
kesadaran para tokoh pembaharu akan keterbelakangan 
dunia Islam dibandingkan dengan dunia barat. Sebagai 
bentuk dari kesadaran tersebut mereka wujudkan dengan 
memperbaiki dan merekonstruksi ajaran-ajaran Islam agar 
relevan dan responsive dengan tuntutan perkembangan 
zaman(Armai Arief, 2004). 


Di negara Indonesia, modernisasi muncul sebagai 
respon dari pelbagai akibat permasalahan-permasalahan 
pasca perang dunia kedua. Tidak sedikit negara-negara 
yang sebelumnya di bawah jajahan negara blok poros, 
seperti negara di kawasan Afrika dan Asia, mulai 
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memerdekakan diri dan bergerak mencari model politik 
yang akan dijadikan rujukan atau kiblat. Negara yang 
baru merdeka dari jajahan bangsa eropa dituntut untuk 
mengikuti perkembangan zaman, agar tidak terbelakang 
dan tertinggal. Bergerak ke arah maju dan lebih baik serta 
bisa hidup berdampingan dengan masyaraat global, adalah 
harapan dari negara-negara yang baru merdeka, sehingga 
ditempuh jalan melalui proses modernisasi. Pada saat 
itulah (Fakih Mansour, 2009) negara blok sekutu seperti 
Uni Soviet dengan ideologi komunisnya dan Amerika 
Serikat berusaha memperluas pengaruhnya. 


NU dan Organisasi Pemuda NU dalam Menjaga 
Kebhinekaan 


Selain itu, Basis organisasi kemahasiswaannya selain 
dijajaran organisasi NU, juga di PMII. Pernyataan 
menarik dari seorang antropolog asal Belanda, Martin 
van Bruinessen terkait aktivitas mereka adalah sebagai 
berikut: “dalam diskusi-diskusi informal dikalangan santri 
tua dan mahasiswa berlatar belakang NU, perdebatan dan 
pencarian wacana baru benar-benar hidup. Banyak diantara 
orang muda ini sudah berpengalaman dalam berbagai 
kegiatan pengembangan masyarakat, dan memiliki 
kepedulian kepada masalah-masalah keadilan social dan 
ekonomi. Organisasi mahasiswa yang berafiliasi ke NU, 
PMII, selama beberapa tahun ini telah menjadi salah satu 
organisasi mahasiswa paling dinamis dalam hal perdebatan 
intelektual. Kontras dengan mahasiswa Islam Modernis, 
anggota PMII biasanya mempunyai penguasaan lebih 
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baik terhadap ilmu tradisional, tetapi bacaan mereka jauh 
lebih luas dari kurikulum tradisional semata. Sementara 
para mahasiswa modernis masih banyak dipengaruhi para 
pengarang Maududi dan Sayyid Outb. Mahasiswa PMII 
memperlihatkanminta yang besar kepada pengarang 
radikal, seperti Hassan Hanafi, filsuf mesir itu. Diskusi- 
diskusi dilingkungan mereka akhir-akhir ini menjurus ke 
pokok persoalan keterbelakangan Dunia Ketiga, keadilan 
ekonomi, dan hak asasi termasuk pertanyaan yang sulit 
tentang hak perempuan dalam Islam. Hal ini menegaskan 
yang disampaikan Martin van Bruinessen bahwa 
Perdebatan di lingkungan mahasiswa ini akan semakin 
memberikan tekanan kepada ulama di Syuriyah untuk 
menyoroti masalah-masalah yang sama dan memikirkan 


kembali banyak pangangan figih yang sudah mapan. 


Pernyataan ini memperlihatkan suatu pengamatan 
yang jeli dan pengakuan akan adanya gerak dinamika 
perubahan yang terjadi di lingkungan mereka, dan peran 
yang dimainkan kaum muda NU. Secara perorangan 
memang tak seorang pun diantara mereka yang tercatat 
berhasil menawarkan gagasan dan bangunan pemikirn 
baru yang signifikan, sebagaimana tokohtokoh pemikir 
generasi 1970-an dan 1980-an. Mereka dalam konteks ini 
masih menjadi konsumen pemikiran yang lahap. Apa saja 
asal kritis, radikal, dan “nakal” dikomsumsi dan ditularkan 
ke teman-temannya. Akan tetapi, secara kolektif gerakan 
mereka harus diakui mempunyai pengaruh yang besar 
terhadap masyarakat luas, baik kalangan terpelajar 
maupun non-pelajar, kalangan muda maupun tua, terutama 
lewat produksi penerbitan buku-bukunya dan selebaran- 
selebaran yang visioner, provokatif, dan mencerdaskan. 
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Matondang (2019) Arus modernisasi memengaruhi 
gaya hidup, pergaulan, perubahan di pelbagai aspek 
kehidupan masyarakat, maupun hal-hal yang dapat 
memunculkan permasalahan-permasalahan sosial sebagai 
akibat dari masifnya perkembangan teknologi. Berbagai 
bidang kehidupan dapat merasakan dampak positif dari 
adanya inovasi-inovasi di era modernisasi. Kegiatan 
perekonomian, politik, sosial, pendidikan, kesehatan dan 
bidang lainnya secara praktis dapat kita rasakan dan dapat 
dijangkau dengan mudah. Namun, dampak negatifnya 
juga bisa kita rasakan. Arus modernisasi mempersempit 
sekat jarak antara individu yang satu dengan individu 
yang lain, perilaku sosial budaya masyarakat banyak 
mengalami perubahan, terjadinya kesenjangan sosial 
ekonomi, cenderung individualis, dan muncul pelbagai 
kriminalitas. Arus modernisasi harus disikapi secara bijak 
dan dimbangi dengan adanya filterisasi, agar dampak 
negatif yang ditimbulkannya bisa kita hindari dan tidak 
meracuni generasi penerus bangsa ini. Hal itu juga sebagai 
ikhtiar kita, agar budaya asli Indonesia yang multikultural, 
arif, santun, suka bergotong royong, toleran tidak hanya 
tinggal sejarah. 


Menolak dan menghindari modernisasi sama 
halnya dengan mengucilkan diri dari masyarakat global. 
Menurut pemikiran Comte, manusia yang hidup di era 
modernisasi sangat mengedepankan rasionalitas atau lebih 
mempercayai hal yang bersifat nyata dan dapat diterima 
oleh panca indera (Alviani, 2021). Terkait relevansi 
kemajuan di era modernisasi dengan perilaku dan pola 
pikir generasi, berikut klasifikasinya berdasarkan umur 
atau tahun kelahiran. 
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Generasi baby boomers sebagaimana dikutip dari situs 
4muda.com (2021) bagian dari ledakan angka kelahiran. 
Generasi ini lahir pada tahun 1945 hingga 1964 dan dikenal 
sebagai generasi yang konservatif serta memegang teguh 
nilai tradisional yang berlaku. Generasi X, lahir pada 
kurun waktu tahun 1965 hingga 1978 dimana PC (personal 
computer), video games, tv kabel, internet, penyimpanan 
data floopy disk atau disket mulai marak berkembang. 
Generasi ini dikenal dengan generasi revolusioner dan 
berprinsip “work hard play hard”, mengutamakan adanya 
keseimbangan antara pekerjaan dan menikmati hidup. 


Generasi Y, lahir pada tahun 1977 hingga 1994, 
generasi ini dikenal dengan sebutan generasi millennial 
atau millennium. Pada generasi ini, mulai mengenal 
penggunaan teknologi komunikasi instan dan Game online 
mulai digemari. Mereka yang lahir pada tahun 1994, disebut 
dengan Generasi Z. Mereka juga disebut 1Generation, 
sebagai generasi yang ahli dalam mengakses internet yang 
berdampak besar pada era kemajuan namun rentan dengan 
dampak negatif. Kelahiran tahun 2011 sampai dengan 
2025 menjadi generasi Z, generasi yang umumnya berasal 
dari keluarga yang memeroleh pendidikan yang baik dan 
berkecukupan. 


Selanjutnya kita akan membahas terkait contoh 
dampak nyata perubahan sosial budaya masyarakat dari 
pelbagai kemajuan di era modernisasi tersebut. Salah satu 
dampaknya adalah maraknya penerapan budaya hedonisme 
yang merupakan akulturasi budaya barat ke dalam budaya 
Indonesia, tak terkecuali pada masyarakat usia muda yang 
berkisar usia 18 hingga 25 tahun. Kapitalisme global 
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yang menawarkan pelbagai kemudahan dan pemenuhan 
kebutuhan serba instan, membuat kita terkungkung dan 
terjerat karenanya. Nur Hasanah (2021) dalam tulisanya 
berjudul Hedonisme di Kalangan Masyarakat Indonesia, 
mengkhawatirkan gara tersebut, yakni gaya hidup yang 
bertujuan untuk kesenangan saja, seperti cara berpakaian, 
mencari kesenangan di tempat hiburan yang mengarah pada 
kegiatan pergaulan bebas. Aktivitas bersenang-senang ini 
marak terjadi karena pandangan dan tujuan hidup dari 
hedonisme sendiri adalah kesenangan dan kenikmatan. 


Transformasi budaya-budaya asing yang masuk, perlu 
adanya filterisasi, agar unsur budaya asli kita yang sudah 
dirajut dengan aspek kebhinekaan tidak luntur, terkikis, 
bahkan menghilang dari jati diri bangsa Indonesia. Dalam 
menyikapi perubahan di era ini, kita harus selektif dan 
mengamalkan nilai-nilai pancasila, agar budaya asli 
Indonesia kokoh dan tidak hilang dari ancaman arus 
modernisasi. 


Nurdiyana (2020) menguatkan bahwa Pemuda sebagai 
agent of change (agen perubahan), agent of development 
(agent pembangunan), agent of modernizations (agen 
pembaharuan), memiliki peran penting bagi kemajuan 
bangsa. Kewajiban dan tanggung jawab untuk merawat 
kokohnya kebhinekaan, harus dipenuhi. Kemajuan masif 
di pelbagai aspek kehidupan, harus dimanfaatkan dengan 
sebaik-baiknya dan kita jangan terlena karenanya. Gaya 
hidup individualis yang disematkan pada generasi modern, 
perlahan harus dihilangkan. Semua ini demi terjaganya 
kebhinekaan dan kemajuan bangsa ini. 
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Nahdlatul Ulama': Agama dan Tata Negara 


Dalam diskusi tentang relasi agama dan negara 
perspektif religious power, yang telah dilakukan oleh para 
pemikir besar terutama setelah abad pertengahan, secara 
garis besar terdapat dua model paradigma. Yaitu konsep 
organik dan sekuler. Donald Eugene Smith (1985) dalam 
bukunya “Agama dan Modernisasi Politik: Suatu Kajian 
Analitis” menegaskan bahwa dalam paradigma organik, 
agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak 
terpisahkan karena jangkauan agama meliputi seluruh 
aspek kehidupan. Sedangkan dalam paradigma sekuler 
perlu pemisahan antara agama dan negara dengan tujuan 
untuk melindungi kesempurnaan agama. Pertanyaan yang 
perlu dimajukan adalah “Bagaimana pemikiran kiai NU 
tentang relasi agama dan politik (negara)”. Jawaban atas 
pertanyaan ini perlu berorientasi pada paham keagamaan 
versi sunni seperti dikemukakan di atas sambil merelasikan 
dengan trikotomi mengenai relasi agama dan negara di 
atas. Bertitik tolak dari sini, akan tampak jelas bagaimana 
pemikiran politik Kiai NU yang tergambar dari perilaku 
politik NU sendiri sepanjang sejarah perjalanannya. Malah 
menurut al-Mawardy, seorang tokoh yang pandangannya 
menjadi rujukan sebagian besar pandangan NU mengenai 
politik, bahwa di bidang yang berkaitan dengan masalah 
kenegaraan pun sikap luas dan luwes ilmu fikih lebih. 


NU Organisasi Islam Terbesar Dunia 


Nahdlatul Ulama organisasi Islam terbesar di 
Indonesia, bahkan menurut Azyumardi Azra, Nahdlatul 
Ulama” adalah organisasi islam terbesar di dunia. 
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Organisasi ini terus melakukan pembenahan untuk 
memajukan internal organisasi. Secara kultural, NU masih 
tetap mempertahankan tradisi agama. Namun di balik itu, 
NU mengadakan modernisasi di dalam bentuk pemikiran, 
keinteletualan serta keorganisasian. Sumber ilmu yang 
dijadikan NU adalah kitab-kitab kuning (baca: klasik). 
Dengan demikian NU tidaklah stagnant menjadikannya 
sebagai referensi keilmuan. Namun sebaliknya, pemikiran 
orangorang NU lebih modernisasi dari pada kelompok- 
kelompok tertentu yang yang muncul sebagai kelompok 
modernisasi. Dibidang politik dan tata negara, organisasi 
NU lebih mudah menyesuaikan diri (akomodatif) dengan 
berbagai perubahan politik dibandingkan dengan ormas 
Islam manapun di negeri ini. NU lebih transparan, proresif 
bahkan lebih modernisasi dari pada ormas yang mengklaim 
diri sebagai golongan pembaharu. NU lebih menerima 
Pancasila sebagai Ideologi negara yang signifikan bagi 
kehidupan negara. Disamping itu, Jaringan Islam Liberal 
(JIL) banyak didukung dan diprakarsai oleh tokoh-tokoh 
NU, dengan meneruskan pemikiran KH. Abdurrahman 
Wahid. Hal itu mencerminkan, bukti modernisasi NU 
di eksternal organisasi. Masuknya beberapa tokoh NU 
terhadap JIL, bukan berarti mereka mendapat ijin dari 
kultural dan tradisi NU. Akan tetapi, mereka melakukan 
demikian untuk mengubah pemikiran dan keintelektualan 
yang selalu identik dengan tradisionalisme. 


Modernisasi merupakan salah satu bentuk nyata 
perubahan sosial, sehingga masyarakat tidak bisa 
menghindarinya, karena jika kita tidak bisa mengikutinya, 
kita akan semakin tertinggal. Modernisasi secara umum 
berkonotasi pada upaya adanya pembaharuan dari yang 
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sebelumnya belum pernah ada. Modernisasi berasal dari 
kalangan masyarakat barat yang sudah berkembang sejak 
zaman renaissance sekitar abad 16 M hingga 18 M yang 
kemudian menyebar ke benua Amerika, Asia, dan Afrika. 
Modernisasi sering disebut dengan “barat sentris, karena 
menurut Levy masyarakat global mengikuti pengalaman 
barat, melalui eropanisasi, pembaratan, amerikanisasi, 
misal dalam hal industrialisasi, demokrasi, dan hak asasi. 


Menolak dan menghindari modernisasi sama halnya 
dengan mengucilkan diri dari masyarakat global. Pelbagai 
bidang kehidupan dapat merasakan dampak positif dari 
adanya inovasi-inovasi di era modernisasi. Kegiatan 
perekonomian, politik, sosial, pendidikan, kesehatan 
dan bidang lainnya secara praktis dapat kita rasakan 
dan akses mudah dijangkau. Namun, dampak negatifnya 
juga bisa kita rasakan. Arus modernisasi mempersempit 
sekat jarak antara individu yang satu dengan individu 
yang lain, perilaku sosial budaya masyarakat banyak 
mengalami perubahan, terjadinya kesenjangan sosial 
ekonomi, cenderung individualis, dan muncul pelbagai 
kriminalitas. Arus modernisasi harus disikapi secara bijak 
dan dimbangi dengan adanya filterisasi, agar dampak 
negatif yang ditimbulkannya bisa kita hindari dan tidak 
meracuni generasi penerus bangsa ini. Hal itu juga sebagai 
ikhtiar kita, agar budaya asli Indonesia yang multikultural, 
arif, santun, suka bergotong royong, toleran tidak hanya 
tinggal sejarah. 


Pemuda sebagai agent of change (agen perubahan), 
agent of development (agent pembangunan), agent of 
modernizations (agen pembaharuan), memiliki peran 
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penting bagi kemajuan bangsa. Kewajiban dan tanggung 
jawab untuk merawat kokohnya kebhinekaan, harus 
dipenuhi. Kemajuan masif di pelbagai aspek kehidupan, 
harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan kita 
jangan terlena karenanya. Gaya hidup individualis yang 
disematkan pada generasi modern, perlahan harus 
dihilangkan. Semua ini demi terjaganya kebhinekaan dan 
kemajuan bangsa ini. 
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UNU KALIMANTAN BARAT 
MAHAKARYA NU 


Oleh: Rosadi Jamani, S.Ag., M.Si 
Dosen UNU Kalbar 


Unu Kalbar, Didirikan oleh Para Ulama 


Informasi dari Wakil Rektor Universitas Nahdlatul 
Ulama Kalimantan Barat (UNU Kalbar), Jasmin Haris, 
M.Pd, pada penerimaan mahasiswa tahun 2021-2022 lalu, 
tercatat 500-an mahasiswa baru. Di antara perguruan 
tinggi swasta yang ada di Kota Pontianak, angka 
tersebut menempatkan UNU Kalbar menjadi kampus 
terbanyak menerima mahasiswa baru. Angka tersebut 
juga mengalahkan kampus pendahulu seperti Universitas 
Muhammadiyah, IKIP PGRI, Universitas Widya Dharma, 


UPB, dan lain-lain. Bila angka ini benar, tandanya UNU 
Kalbar semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat 


luas. 


Kalau Untan dan IAIN Pontianak tak bisa dilawan, 
kampus negeri yang sudah lama menjadi raksasa. 


Inilah UNU Kalbar, kampus yang didirikan oleh 
para ulama. Bukan hanya diperuntukkan untuk kalangan 
nahdliyin, melainkan untuk umum. Kampus umum, latar 
belakang agama apapun boleh masuk. Di-SK-an oleh 
Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Dikti tahun 2014 
lalu dan baru diterima tahun 2015. Semenjak itu, UNU 


66 


Kalbar resmi menerima mahasiswa perdana. Tahun 2021 
lalu, untuk pertama kalinya kampus dengan tagline “Berani 
Berkarya” itu melakukan wisuda untuk pertama kalinya. 
Artinya, kampus di Parit Deraba Kubu Raya itu sudah 
memiliki output (alumni). 


Namun, siapa sangka di balik proses berdirinya UNU 
tersebut penuh dengan cerita suka dan duka. Modal 
dengkul. Bisa dikatakan saat mendirikan UNU Kalbar.. 
Maksudnya, hanya bermodalkan tekad dan semangat 
tinggi, UNU Kalbar bisa berdiri di Bumi Khatulistiwa. 
Sementara dukungan modal pendirian awal, tidak ada. 
Murni mengandalkan kemampuan keuangan masing- 
masing pendiri. Tidak ada tersedia modal besar untuk 
mendirikannya. Berkat kesabaran dan istigomah disertai 
niat tulus dan ikhlas berjuang, akhirnya universitas yang 
prasastinya ditandatangani oleh Wakil Presiden Jusuf 
Kalla, 31 Januari 2015 resmi menjadi berdiri kokoh sampai 
saat ini. 


Berdirinya UNU Kalbar merupakan sebuah tuntutan 
dari masyarakat yang menginginkan Kalbar lebih maju. 
Salah satu syarat untuk maju adalah memiliki Sumber 
Daya Manusia (SDM) unggul. Untuk mencetak SDM 
unggul lewat pendidikan tinggi. Perguruan tinggi yang 
dirasakan masih kurang. Memang sudah ada Universitas 
Tanjungpura (Untan), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Pontianak, Universitas Muhammadiyah Pontianak, IKIP 
PGRI, Universitas Panca Bhakti dan sejumlah perguruan 
tinggi lainnya di kabupaten/kota, namun dirasakan masih 
belum cukup untuk mencetak SDM unggul. Hadirnya 
UNU Kalbar memberikan daya gedor dalam menciptakan 
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SDM unggul. Apalagi Kalbar berbatasan langsung dengan 
negeri Jiran Malaysia, dibutuhkan SDM unggul agar bisa 
bersaing. 


Sejak berdiri tahun 2015 lalu, UNU Kalbar bergerak 
pelan tapi pasti. Awalnya hanya numpang gedung, 
sekarang sudah memiliki gedung atau kampus sendiri. Dulu 
numpang di sebuah rumah toko (ruko) di Gang Jeruk Jalan 
KH. Achmad Dahlan No. 72 Kecamatan Pontianak Kota. 
Ruko ini milik dari keluarga besar almarhum Assovie ayah 
dari salah satu pendiri dari UNU Kalbar sendiri, M Zeet 
Hamdy Assovie. Empat tahun lebih menempati ruko yang 
di depannya ada warung kopi, akhirnya di awal tahun 2020, 
UNU resmi pindah ke kampus miliknya sendiri di Parit 
Deraba Jalan Ahmad Yani 2 Desa Parit Baru Kecamatan 
Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Dari modal dengkul, 
setelah empat tahun lebih bisa memiliki gedung sendiri. 
Inilah yang dinamakan berkah para ulama. UNU Kalbar 
lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU). Jadi apapun yang 
dilahirkan NU sudah mendapatkan restu dan doa dari para 
ulama. Keberkahan itu sangat nyata. Sekarang, gedung 
UNU walaupun belum sempurna pembangunannya, tapi 
tidak lagi menumpang di ruko orang lain. Ibaratnya, walau 
rumahnya reotnya tapi milik sendiri, dari pada rumah 
gedung tapi punya orang lain. 

Selain sudah memiliki gedung, UNU Kalbar juga pasti 
punya mahasiswa dan dosen. Di awal berdirinya, UNU 
hanya mendapatkan mahasiswa baru (perdana) 50 orang. 
Sementara dosennya mencapai 42 orang. Saat ini, jumlah 
mahasiswa sudah mencapai seribuan lebih. Untuk dosennya 
sudah mencapai 60-an orang. Semakin berkembangnya 
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UNU Kabbar ini tidak lepas kerja sama dengan pihak 
pondok pesantren. Bagaimanapun pesantren adalah basis 
terbesar NU. Untuk itulah, UNU mendekatkan diri pada 
pesantren agar ikatan emosional NU nya tetap terjadi. 
Ke depan, kerja sama dengan pondok pesantren terus 
ditingkatkan agar UNU semakin banyak mendapatkan 
mahasiswa. 


Tidak hanya pesantren, UNU juga banyak promosi 
ke sekolah umum seperti SMA. Banyak peminatnya dari 
sekolah umum ini. Bukan hanya dari Pontianak, melainkan 
dari seluruh Kalbar ada kuliah di UNU. Banyak orang 
beranggapan UNU kampus khusus orang Islam. Itu salah, 
UNU justru kampus umum, di mana orang beragama 
apapun boleh kuliah di sini. Tidak sedikit mahasiswa non 
Muslim kuliah di sini. 


Sebagai kampus baru, UNU Kalbar masih terus 
berjuang menjadi lebih besar lagi. UNU bukan lagi milik 
warga NU, melainkan milik seluruh warga Kalbar. Kampus 
dengan tagline “Berani Berkarya” itu akan terus berkibar 
untuk mencetak SDM unggul. Dari UNU akan lahir 
sarjana-sarjana andal siap untuk membangun Kalbar lebih 


baik lagi. 


Berawal dari Muktamar NU di Makassar 

Semua pasti ada awalnya. Begitu juga dengan UNU 
Kalbar. Berawal dari hasil Muktamar NU ke-32 di Makasar 
pada 6 — 12 Rabiuts Tsani 430 Hijrah bertepatan 22 — 28 
Maret 2010. Hasil dari Muktamar itu merekomendasikan 
seluruh Pengurus Wilayah NU se-Indonesia untuk 
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mendirikan UNU di masing-masing wilayahnya. Segera 
untuk mengajukan proposal pendirian yang nantinya akan 
difasilitasi oleh PBNU untuk diajukan ke Kementerian 
Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) 
yang waktu itu dijabat Muhammad Nuh. Rekomendasi 
tersebut membuat PWNU Kalbbar di bawah kepemimpinan 
M Zeet Hamdy Assovie bersemangat ikut mendirikan 
UNU. 


Rencana untuk mendirikan UNU tidak berakhir 
di ajang Muktamar itu saja, melainkan berlanjut dan 
direspons oleh Badan Otonom NU, Persatuan Guru 
Nahdlatul Ulama (Pergunu) pada Kongres Pergunu ke-1, 
22 — 24 Juli 2011 di Pondok Pesantren Amanatul Ummah 
Kembangbelor Pacet Mojokerto Jawa Timur, rencana 
untuk mendirikan UNU semakin dimatangkan. Hal ini 
terungkap dalam pembahasan seminar dalam Kongres itu 
bertemakan “Pencerdasan Sumber Daya Manusia melalui 
Pendirian Lembaga Pendidikan.” 


Rencana tersebut juga dimatangkan dalam Kongres 
Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) ke-1 di Lamongan 
Jawa Timur, 18 Februari 2012. Pada Kongres ini terpilih 
sebagai Ketua ISNU, Dr. Ali Maskur Musa SH M Si M Hum. 
Dia mengamanatkan kepada peserta kongres, khususnya 
Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang ISNU se 
Indonesia agar lebih banyak berkiprah dalam Pencerdasan 
Sumber Daya Manusia dan mengawal pendirian lembaga 
Pendidikan Tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama. 
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UNU Kalbar, Mahakarya NU Kalbar 


Tindak lanjut dari hasil-hasil pertemuan di atas, Ketua 
Umum Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama 
Provinsi Kalbar, Drs Muhammad Zeet Hamdi Assovie 
MTM mengeluarkan Surat Penunjukan bernomor. 142/ 
PWNU-KALBAR/V/2012, tanggal 1 Mei 2012, tentang 
Panitia Pendirian Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama 
Kalbar Pontianak. 


Berdasar surat penunjukan tersebut Panitia Pendirian 
melakukan Studi Kelayakan dan melengkapi persyaratan 
administrasi usul Pendirian UNU Kalbar sesuai ketentuan 
Ditjen Dikti Kemdikbud. Usulan pertama dikirim ke 
Dirjen Dikti Kemendikbud dengan nomor, 129/ PWNU- 
KALBAR /V/2012, pada 15 Mei 2012. 


Dalam proses pengusulan, PBNU mewadahi dan 
memprakarsai silaturahmi antar Panitia Pendirian PTNU 
melalui lokakarya-lokakarya tentang Pedoman teknis 
Proposal Pendirian dan Pembinaan Manajemen Perguruan 
Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU). Juga dibahas akselerasi 
Pengembangan Mutu dan Pembekalan Panduan Teknis 
Bagi Perencanaan PTNU ke depan. Terakhir lokakarya 
soal Panduan Mutu PTNU. 


Pada Selasa, 11 Desember 2012, pukul 183.10 
WIB, panitia pendirian mendampingi Sekda Provinsi 
Kalimantan Barat yang juga Ketua Tanfiziah PWNU 
Kalbar, berkonsultasi kepada Dirjen Dikti dan Direktur 
Kelembagaan dan Kerjasama Kemendikbud RI. Hasil 
pertemuan itu Direktur Jenderal Dikti Kemendikbud Prof. 
Dr Joko Santoso, M.Sc. menyambut baik dan mendukung 
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sepenuhnya usulan pendirian UNU Kalbar di wilayah 
yang berbatasan langsung dengan negeri jiran Malaysia. 
Salah satu yang membuat yakin Dirjen Dikti, UNU 
Kalbar mendapat dukungan dari Pemerintahan Provinsi 
Kalimantan Barat, Universitas Negeri di wilayah yang 
bersangkutan sebagai perguruan tinggi pembina dan 
Kopertis Regional Wilayah Kalimantan. Rekomendasi 
Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah 
XI Kalimantan nomor: 1258/K11.A/KL/2012, tanggal 
07 Agustus 2012, Rekomendasi dari Gubernur Kalimantan 
Barat, bernomor, 420/2402.1/Kesos-C pada 9 Agustus 
2012, tentang dukungan sepenuhnya pendirian UNU 
Kalbar Pontianak. Rekomendasi dari Rektor Universitas 
Tanjungpura Pontianak bernomor,  1072/UN22/ 
HM/2012, tanggal 25 September 2012. 


Setelah menunggu kurang lebih dari dua tahun sejak 
pengusulan, akhirnya pada 81 Januari 2015 bertepatan 
dengan hari ulang tahun Perkumpulan Nahdlatul 
Ulama ke-89, sebanyak 23 Perguruan Tinggi Nahdlatul 
Ulama se Indonesia diresmikan oleh Wakil Presiden 
Republik Indonesia, Dr. (HC) H. Jusuf Kalla. Salah satu 
perguruan yang diresmikan adalah Universitas Nahdlatul 
Ulama Kalimantan Barat. Dalam naskah prasasti yang 
ditandatangani oleh Wapres, UNU Kalbar berada pada 
urutan ke tujuh. 


Itu sekelumit sejarah berdirinya UNU Kalbar. Dari 
awalnya sewa ruko, sekarang sudah memiliki gedung 
kampus sendiri. Bahkan, sudah memiliki Rusunawa 
megah yang selesai pembangunannya awal tahun 2022. 
Bagaimanapun, UNU Kalbar tidak bisa dipisahkan dari 
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pesantren. Ke depan kerja sama antarpesantren akan 
terus ditingkatkan. Semua pasti sepakat, UNU Kalbar 
adalah mahakarya NU Kalbar yang terus berkiprah untuk 
meningkatkan SDM. 
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DRS. KIAI HAJI MOHAMAD GOZALI, MH 
PENGGERAK NU DAN KONTRIBUSI 
NYATA MEMBANGUN UMAT DI SINTANG 
KALIMANTAN BARAT 


Oleh: Mohamad Faisal S.Pd.I., M.Pd 


Kiai Haji Mohammad Gozali 


Nahdlatul Ulama (NU) Khususnya Kabupaten Sintang 
yang dahulu bersama Kabupaten Melawi dan umumnya 
Kalimantan Barat adalah kontribusi nyata Kiai Haji 
Mohammad Gozali. Bermula dari membangun umat 
melalui lembaga pendidikan Ma'arif NU pada tahun 1995 
yang sebelumnya ikut mengabdi di Madrasah Aliyah 
Tarbiyah islamiyah atau YTI sejak awal tahun 1994. Bapak 
Kiai Haji Mohamad Gozali datang ke Kabupaten Sintang 
pada tahun 1993 karena bertugas sebagai calon hakim di 
Kabupaten Sintang tepatnya di Pengadilan Agama Sintang 
Beliau berangkat dari Jawa Timur bersama keluarga 
ke Kalbar tepatnya di Sintang. Sesampainya di Sintang 
Beliau langsung bersilaturrahim kepada orang-orang tua 
atau sesepuh sesepuh di Sintang antara lain Bapak. H. 
Syahbaldin HT, Bapak H Masjchur HS, Bapak Ade Umar, 
Bapak. H. Alwi Wahab. Bapak H. Daeng Mahmud S.Sos. 
Bapak H. Alimudin Padda BA. Bapak. Drs. Sarbini Dan saat 
ini semua telah mendahului kita dan teriring doa semoga 
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Allah Swt menerima amal Ibadah beliau beliau Amin... 
Dan yang sekarang masih ada Bapak. H. Arsyad Nahmud. 
Bapak. Syukur Mahmud. Bapak. H Sofyan Hamzah SPd. 
MM. Bapak H. Syafi i. Bapak H. Syarif Efenndi, S.H Bapak 
H. Syarif Burhan Bapak H. Khoiruddin S,sos. Bapak Bagio, 
S.E dan Bapak Juwari Bapak. Drs. Mustafa Kamal dengan 
di bekali ilmu berorganisasi sejak di pondok pesantren 
Al-Hikmah Purwoasri Kabupaten Kediri, dari sini bakat 
mengajar beliau sudah mulai kelihatan dibuktikan dengan 
dikasih tugas mengajar Alguran untuk adik-adik yang 
baru masuk di tingakat Mts oleh Bapak Kyai Haji Badrus 
Sholeh Arif. 


Mengangkat Karya-Karya Kyai Haji Badrus Sholeh Arif 


Sudah keharusan mengangkat karya-karya Kyai Haji 
Badrus Sholeh Arif yang selama ini mengabdi di Nahdlatul 
Ulama kabupaten Sintang khususnya Kalimantan Barat, 
melalui motto beliau berkarya sepanjang masa berinovasi 
tiada henti juga bertujuan untuk memberikan konsep 
konsep Pendidikan dan konsep kehidupan untuk kita 
semua sebagai kader Nahdlatul Ulama. “Tulisan secara 
khusus diperuntukan bagi pembaca kalangan santri darul 
Maarif dan Nurul Ma'arif serta seluruh staf pengajar 
agar dapat memahami proses perjuangan dan pendirian 
sekolah-sekolah yang dilakukan oleh Bapak Kyai Haji 
Mohamad Gozali. Harapannya, agar perjuangan yang tidak 
semudah membalik telapak dan melalui proses panjang, 
penuh kesabaran, keteguhan, dan pengorbanan memberi 
pembelajaran berarti sebagai dan untuk penerus generasi 
penerus agar selalu mensyukuri dengan cara menjaga 
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dan merawat serta mengembangkan atau meningkatkan 
lembaga pendidikan serta meneruskan perjuangan beliau 
dalam pengabdiannya di Nahdlatul Ulama. 


Menyongsong 1 abad usia Nahdlatul Ulama momentum 
ini sangat penting bagi kita untuk melakukan refleksi 
tentang lembaga pendidikan NU dari tingkat Madrasah 
Ibtidaiyah sampai perguruan tinggi membangun Generasi 
Indonesia dalam bidang pendidikan sebagaimana tertuang 
dalam pasal 3 undang-undang sistem pendidikan nasional 
nomor 20 tahun 2008 jelaskan bahwa pendidikan nasional 
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan Yang 
Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap kreatif, 
mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. 


Bapak Drs. Kyai Haji Mohamad Gozali MH 
membangun NU melalui silaturahim kepada orang-orang 
tua Sepuh pertama pada Bapak Haji Sahbaldin HT yang 
mana kita ketahui beliau adalah tokoh Nahdlatul Ulama 
kabupaten Sintang sudah ada tetapi belum familiar 
pada tahun 1990 untuk itu kyai Haji Mohamad Gozali 
terus melakukan komunikasi-komunikasi dalam rangka 
mengembangkan NU, menghidupkan kembali organisasi 
NU yang ada di Kabupaten Sintang, bagaimana kita 
ketahui pada masa itu orang-orang takut untuk mengakui 
bahwa dia adalah orang NU. Dikarenakan pada waktu itu 
pegawai negeri diwajibkan untuk berpartai golkar kalau 
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tidak PNS tidak akan bisa naik pangkat atau mendapatkan 
jabatan. Dengan keuletannya kyai Haji Mohamad Gozali 
terus melakukan Silaturahim dengan strategi mengajar 
ngaji dari rumah ke rumah, ketemulah dengan Bapak Haji 
Malik ulama Sintang tokoh fardhu kifayah yang ada di 
Kabupaten Sintang ketemu dengan bapak Haji Ali Gaus 
beliau tokoh masyarakat dan banyak lagi tokoh-tokoh yang 
ditemui oleh Beliau ada juga Bapak Haji Sofyan Hamzah 
yang sampai hari ini masih bersama beliau dalam berjuang 
di lembaga pendidikan. Sekarang Bapak Haji Sofyan 
Hamzah di Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang. 
Seiring berjalannya waktu Bapak Haji Malik bersama 
Bapak H. Ali Gaus mewakafkan tanahnya Kepada Yayasan 
Al Ihsan dengan Nadir Bapak H. Husen Daeng Mahmud 
selaku Ketua, Bapak Nawawi selaku Sekretaris dan Bapak 
Al Bansir selaku Bendahara kemudian Tanah tersebut 
diserahkan kepada bapak Kyai Haji Mohamad Gozali untuk 
dibangunkan sekolah atau pondok pesantren pada waktu 
itu Bapak Kyai Haji Mohamad Gozali berpikir bahwa beliau 
tidak akan menetap di Sintang karena beliau adalah Hakim 
yaitu pejabat negara yang pastinya akan keliling di seluruh 
Indonesia maka dengan kecintaan beliau dengan Nahdlatul 
Ulama, Tanah itu diketik beliau pemberian dari Bapak H. 
Ali Gaus dan Bapak Drs. Haji Malik atas nama LP Ma'arif 
sintang yang kemudian di ambil alih pengelolaannya oleh 
pimpinan Pusat LP Maarif Jakarta yang dijadikan Program 
Unggulan dengan membentuk Badan Koordinatior PP 
Maarif Karena didalamnya ada satuan Pendidikan mulai 
dari Tingkat Dasar hingga Perguruan Tinggi berupa: 
Madrasah Ibtidaiyah labschool dan sekarang berkembang 
pesat diminati oleh masyarakat perkotaan karena program 
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unggulannya adalah hafalan alguran, MTS 3 Al-Maarif. 
dan Madrasah Aliyah Al-Ma'arif serta Sekolah Tinggi 
Agama Islam Ma'arif sintang (STAIMA) sementara ini 


yaitu jurusan pendidikan agama Islam fakultas Tarbiyah 


dan jurusan hukum keluarga Islam fakultas Syari'ah 


Insya Allah tahun ini akan keluar izin jurusan ekonomi 


syariah di sini adalah tempat pengkaderan diantaranya 


pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII dan 
IPNU IPPNU ANSHOR dan kemudian berkembanglah 
pendidikan Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten 


Sintang sekitarnya. 


Karya-Karya Kiai Haji Badrus Sholeh Arif: 


1. 


Pada tahun 1996 mendirikan Madrsah Aliyah Al 
Maarif dan ikut merintis berdirinya MI al Maarif 
I Belonsat dan MTS Maarif I dibelonsat sera TK 
di Belonsat. 

Pada tahun 1998 ikut merintis berdirinya MI al 
Maarif 2 KKLK Nanga Pinoh. 

Pada tahun 1999 ikut merintis berdirinya MI al 
Maarif 3 Tanjung Pauh Nanga Pinoh dan ikut 
merintis berdirinya MTS 2 Al Maarif Binjai hulu 
Sintang. 

Pada Tahun 2001 Mendirikan MTS 8 Al Maarif 
Sintang. 

Pada tahun 2003 mendirikan STAIMA. 

Pada tahun 2004 beliau kembali berkarya dengan 
segmen dinas pendidikan beliau mendirikan SMP 
Nurul Ma'arif life skiil. 

Pada tahun 2005 di Sanggau juga beliau mendirikan 
SMP assa'idiyyah tepatnya di kayu tunu kecamatan 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


sanggau Kapuas pada waktu beliau bertugas jadi 
Hakim di Sanggau. 

Pada tahun 2005 mendirikan SMK jurusan 
multimedia pertanian pertukangan pada waktu itu 
berdiri tahun 2005 masih dalam pembinaan SMK 
Negeri setelah itu pada tahun 2008 sudah berdiri 
sendiri. 

Pada tahun 2012 mendirikan Madrasah Ibtidaiyah 
labschool dan sekarang berkembang pesat diminati 
oleh masyarakat perkotaan karena program 
unggulannya adalah hafalan alguran. 

Pada tahun 2014 kembali lagi beliau mendirikan 
MTS nurul Maarif 1 Dedai. Alhamdulillah sudah 
berdiri bangunan yang sangat spektakuler dengan 
view nya sangat indah yaitu berlatar belakang bukit 
Kelam batu terbesar di Indonesia. 

Pada tahun 2015 mendirikan PAUD dan TK 
Mutiara kasih di Desa Ransidakan Sungai Tebelian 
Sintang. 

Pada tahun 2016 juga dia kembali mendirikan SMA 
khatulistiwa yang ada di Ketungau Hilir dan sudah 
banyak juga alumni nya didirikan daerah minoritas 
semuanya bisa belajar di SMA khatulistiwa. 

Pada tahun 2017 mendirikan SD Mutiara kasih 
school bilingual di Desa Ransidakan Sungai 
Tebelian Sintang. 

Pada tahun 2018 mendirikan PAUD/ TK al Fatimah 
di Desa Pedalaman Kecamatan Tayan Hilir Kab 
Sanggau. 


Dari semua sekolah dan perguruan tinggi sudah 
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banyak alumni-alumni yang menjadi TNI/ POLRI, Guru, 
dr. kesehatan, perawat, Apoteker, Analis, Kepala Sekolah, 
Kades, Penghafal Ouran, wiraswasta atau pengusaha, 
dan memenuhi seluruh percetakan yang ada di Sintang 
di wilayah timur Kalimantan Barat saat ini SMK sudah 
semakin maju ada BLK atau Balai Latihan Kerja dengan 
segmentasi multimedia ada perikanan air tawar ada 
teknik sepeda motor pertanian palawija dan kedepan akan 
membuka persawitan tidak berhenti sampai di sini, Beliau 
kembali mengembangkan karya-karya di luar pendidikan. 


Karya-karya diluar Pendidikan: 


Pada tahun 2012 beliau kembali mengembangkan 
dakwahnya di bidang perkebunan yakni kita tahu sekarang 
ada kebun wisata jambu kristal dan belimbing madu ada 
kurang lebih 40 jenis buah yang ada di kebun wisata edukasi 
ada juga kebun kurma dan nanti akan dikembangkan 
dengan pondok pesantren lansia akan dibuat untuk tempat 
belajar manasik haji. Dua tahun belakangan ini beliau 
kembali berdakwah di sektor pertanian melalui asosiasi 
petani kelapa sawit atau Apkasindo beliau adalah penasehat 
apkasindo Kalimantan Barat. 


Karir di Organisasi 


Profil kyai Haji Mohamad Gozali pernah menjadi wakil 
sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten 
Sintang tahun 1994 s/d 1995. Menjadi sekretaris nahdlatul 
Ulama Kabupaten Sintang tahun 1995 s/d 2000. Menjadi 
wakil ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten 
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Sintang tahun 2000 s/d 2005 Sintang. Dan menjadi ketua 
cabang Nahdlatul Ulama kabupaten Sintang 2005 s/d 
2010. dan sekarang beliau adalah salah satu Wakil Rois 
syuriah PWNU kalimantan Barat tahun 2017 s/d 2022. 
Beliau sudah terlatih sejak dari IPNU. Beliau adalah 
ketua IPNU wilayah DKI Jakarta 1988 s/d 1993 dan 
juga pernah jadi ketua PMII komisariat Syariah di IAIN 
Ciputat. Tahun 1987 s/d 1988. Sementara ini artikel yang 
bisa saya buat Tentang Profil Kyai Haji Mohamad Gozali. 
dengan subtema mengabdi di Nahdlatul Ulama melalui 
lembaga pendidikan. 


Sintang, 1 Januari 2022 
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MODERASI BERAGAMA SPIRIT 
PERJUANGAN NU SEPANJANG ZAMAN: 
MENGENANG MOTIF DAN KONTEKS 
PENDIRIAN ORGANISASI 


Oleh: Faizal Amin 


NU Identitas Islam Indonesia 


Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi sosial 
keagamaan di Indonesia yang tidak hanya sangat besar 
karena beranggotakan mayoritas umat Islam, tetapi 
juga menjadi identitas Islam Indonesia. Kiprah dan 
berpengaruhnya tidak hanya diakui oleh masyarakat di 
kawasan Nusantara tetapi juga di Timur Tengah, bahkan 
dunia. NU tidak hanya mewarnai corak keberagamaan 
umat Islam, tetapi juga tatanan kehidupan masyarakat 
Indonesia yang heterogen. Berbasis paham keagamaan 
yang moderat (wasatiyyah), NU memberi ruang interaksi 
yang luas tidak hanya bagi internal umat Islam tetapi juga 
umat beragama lain. Sifat toleran, mengusung kebenaran 
universal, dan menghargai kebenaran yang diyakini oleh 
umat lain membuat NU dapat hidup subur berdampingan 
di masyarakat. Paham Ahlus Sunnah Waljamaah yang 
menjadi doktrin keagamaan NU juga berjalan selaras 
dengan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). Dengan demikian, sebagai identitas Islam 
Indonesia, eksistensi NU merupakan bukti bahwa agama 
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Islam memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dalam 
pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. 


Studi tentang sejarah NU(Anam 2010, Fadilasari 
2021) selama ini sudah banyak yang mengungkap tentang 
bagaimana proses pendirian NU, peran dan pengaruhnya 
di Indonesia dan Dunia Islam pada umumnya. Selain itu, 
studi tentang NU juga mengungkap pemikiran tokoh- 
tokoh pendiri, terutama KH. Hasyim Asy'ari (1871-1947) 
sebagai Rais Akbar dan para penerusnya seperti KH. 
Abdurrahman Wahid (w. 2010), KH. Hasyim Muzadi (w. 
2017), dan lain-lain. Studi tentang warisan turats NU 
Juga telah dilakukan terutama terhadap kitab Ganun Asasi 
(Prinsip Dasar) dan kitab I'tigad Ahlussunah Wal Jamaah 
(Doktrin Aswaja) yang menjadi dasar Khittah NU sebagai 
dasar dan rujukan warganya dalam berpikir dan bertindak 
dalam bidang sosial, keagamaan dan politik. Tulisan ini 
berupaya melengkapi literatur yang sudah ada dengan 
mengisi sedikit rumpang tentang spirit perjuangan yang 
perlu diwarisi oleh warga dan generasi NU di Indonesia 
dan di mana pun keberadaannya. 


Sejak 31 Januari 1926M/16 Rajab 1344H, NU 
didirikan di Surabaya sebagai organisasi keagamaan dan 
kemasyarakatan (jam'iyah diniyah wal ijttma'iyah). Pendiri 
resminya adalah Hadratus Syeikh Hasyim Asy'ari yang 
merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, 
Jombang, Jawa Timur. Sebagai arsitek dan motor 
penggeraknya adalah KH. Wahab Hasbullah, pengasuh 
Pondok Pesantren Bahrul Ulum Yambakberas, Jombang 
yang merupakan salah seorang murid utama Hadratus 
Syeikh. Secara resmi pengakuan pemerintah Belanda 
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(Gouvernetr General van Nederlansch-Indie) baru diperoleh 
pada 6 Februari 1930 sebab penetapan anggaran dasarnya 
baru dilakukan pada Muktamar tahun 1928 (Feilard 1999, 
12). Kelahiran NU tersebut tentu tidak berada di ruang 
kosong. Ada konteks makro dan mikro yang menjadi latar 
belakang berdirinya organisasi masyarakat keagamaan 
yang saat ini diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. 
Dalam fase pertumbuhan dan perkembangannya, NU 
senantiasa harus berhadapan dengan kondisi perubahan 
zaman. Tulisan singkat ini bermaksud untuk mengungkap 
motif pendirian dan konteks sosial yang merupakan 
'suasa kebatinan” yang telah melahirkan organisasi sosial 
keagamaan NU di Indonesia. 


Motif dan Konteks Pendirian NU 


Pembentukan organisasi NU adalah upaya 
memperkuat dan memperluas peran ulama yang berasal 
dari pesantren. NU dimaksudkan untuk menjadi wadah 
yang mempersatukan dan menyatukan langkah para ulama 
untuk meningkatkan tugas pengabdian mereka kepada 
masyarakat. Melalui wadah NU, para ulama dari pesantren 
diharapkan tidak hanya melakukan tugas kepesantrenan 
dan kegiatan ritual keagamaan tetapi juga pada tugas yang 
lebih luas terkait dengan masalah sosial, ekonomi, dan 
kemasyarakatan pada umumnya (Fadilasari 2021, 21). 


Menyadari hal tersebut, setidaknya ada 3 motif 
penting yang menjadi latar belakang pembentukan dan 
pendirian organisasi NU. Ketiga motif tersebut adalah 
melawan misi agama Kristen, membangun nasionalisme, 
dan mempertahankan paham ahlusunah waljamaah (Anam 
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2010). Motif pertama pendirian NU adalah melawan misi 
kristenisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial 
Belanda kepada masyarakat Nusantara. Kedatangan 
Belanda di wilayah kepulauan nusantara tidak hanya 
dengan kepentingan ekonomi dan politik untuk mengeruk 
dan menguasai kekayaan alam, tetapi juga degan misi 
penyebaran agama Kristen untuk menyingkirkan agama 
Islam. Hal ini tampak dalam tagline-nya 3G, yaitu Gold, 
Glory, and Gospel. 


Pada awal Abad ke-20, Belanda memberlakukan 
kebijakan 'kerstening politiek” untuk menasranikan bangsa 
Indonesia. Pemerintah Hindia Belandamemberikan bantuan 
secara besar-besaran kepada Misi Katholik dan Zending 
Protestan, baik secara moril maupun materiil terutama 
finansial. Belanda membangun sekolah, sarana kesehatan 
dan melakukan kegiatan sosial lainnya yang membuat para 
ulama semakin khawatir sehingga mereka menguatkan 
tekad untuk memperkuat barisannya. Sementara itu, 
perlawanan-perlawanan para ulama yang dilakukan secara 
sporadis berakhir dengan kekalahan karena tipu muslihat 
Belanda atau pengasingan ke daerah terpencil hingga 
akhir hayatnya. Hal ini mendorong para ulama untuk 
memikirkan strategi perlawanan baru untuk menghadapi 
kebijakan kristenisasi dengan cara menghimpun kekuatan 
yang ada di dunia pesantren. Wujud dari strategi tersebut 
adalah pendirian organisasi sosial keagamaan NU yang 
menjadikan KH. Hasyim Asy'ari sebagai pemimpin yang 
posisinya sebagai Rais Akbar. 

Motif kedua pendirian organisasi NU adalah 
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upaya membangun jiwa nasionalisme dalam gerakan 
perjuangan kemerdekaan. Jiwa nasionalisme ini dibangun 
melalui berbagai kegiatan keagamaan dan pendidikan di 
lingkungan masyarakat dan pondok pesantren. Cikal bakal 
Jiwa nasionalisme ini mulai berkobar sejak berdirinya 
organisasi-organisasi sosial dan keagamaan yang ingin 
memajukan kehidupan umat Islam seperti Budi Utomo, 
Syarikat Islam, dan Muhammadiyah. 


Budi Utomo adalah sebuah organisasi modern 
pertama di Indonesia pada awal-awal pergerakan nasional. 
Organisasi ini didirikan pada Mei 1908 oleh Dr. Wahidin 
Sudirohusodo yang memiliki keinginan dan semangat 
nasionalisme yang tinggi untuk membebaskan bangsanya 
dari para penjajah dan dalam upaya mencerdaskan 
masyarakat. Kemudian pada tahun 1912, Haji Oemar Said 
Tjokroaminoto (1883-1934M) mendirikan Syarikat Islam 
(SI) yang berkembang secara nasional dan mendapatkan 
banyak dukungan dan pengikut terutama dari kalangan 
masyarakat pedesaan dan para pekerja. Sementara itu pada 
tahun yang sama, Muhammadiyah juga didirikan oleh 
K.H.Ahmad Dahlan yang tampil sebagai organisasi modern 
yang reformis dalam bidang akidah dan ibadah, bersikap 
kritis terhadap berbagai kepercayaan lokal dan praktek- 
prakteknya dan menentang otoritas lama tradisional. 
Keberadaan organisasi-organisasi modern yang dipimpin 
oleh para intelektual dan politisi, dan mengaku mewakili 
kepentingan umat Islam, telah menjadi ancaman serius 
terhadap posisi para pemimpin umat tradisionalis atau 
Kyai (Van Bruinessen 1997, 17—18). 
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Motif ketiga pendirian organisasi NU adalah 
menguatkan paham Ahlussunnah Waljamaah. Dalam hal 
ini, Chairul Anam (Anam 2010, 18—19) menyatakan bahwa 
rumusan cita-cita dasar berdirinya NU adalah: 


“Mengadakan perhubungan diantara ulama-ulama 
yang bermazhab, supaya diketahui apakah itu berasal 
dari kitab-kitab ahlus sunnah waljamaah atau kitab-kitab 
ahli bid'ah, menyiarkan agama Islam berasaskan kepada 
mazhab empat dengan jalan apa saja yang baik, berikhtiar 
memperbanyak madrasah-madrasah agama Islam, dan 
memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid- 
masjid, surau-surau dan di pondok-pondok. Begitu juga 
halnya dengan hal ihwal anak-anak yatim dan orang-orang 
yang fakir miskin, serta mendirikan badan-badan untuk 
memajukan urusan pertanian, perniagaan yang tidak 
dilarang oleh agama Islam.” 


Selain itu, pendirian organisasi NU juga tidak luput 
dari konteks situasi politik dunia Islam pada awal abad 
ke-20. Dampak dari kekalahan Turki Usmani yang 
ditaklukkan oleh Barat tidak hanya telah menghapus 
bentuk kekhilafahan dari kerajaan Islam, tetapi juga telah 
membentuk pemerintahan Turki Usmani menjadi negara 
sekuler yang berkiblat kepada Barat (Van Bruinessen 1997, 
33—834). Penghapusan jabatan Khalifah pada Februari 
1924 oleh Mustafa Kemal yang berkuasa di Turki pada 
saat itu telah menimbulkan reaksi dari para pemimpin 
Islam di berbagai belahan dunia. Rasyid Ridha dari Mesir 
menganggap tindakan penghapusan kekhilafan di Turki 
bertentangan dengan ajaran Islam (Salik 2019, 110). 
Senada dengan pendapat itu, M. Natsir dari Indonesia 
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menyatakan bahwa tindakan Mustafa Kemal itu tidak bisa 
dibenarkan karena akan dapat melenyapkan Islam dari 
kehidupan bangsa Turki (Natsir 1993, 440). 


Sementara itu, dampak runtuhnya kekhalifahan di 
Turki juga menyebabkan umat Islam merasa terpukul 
dan kehilangan orientasi, terutama mereka yang berada 
di wilayah jajahan Inggris dan Belanda. Selama ratusan 
tahun, Turki Usmani merupakan satu-satunya kerajaan 
Islam terbesar yang sejak awal mampu mempertahankan 
sistem kekhilafahan dalam Islam. Yurki Usmani dianggap 
sebagai representasi pemimpin negara-negara muslim 
berkaitan dengan jabatan khalifah yang diakui berada pada 
diri para sultan pasca runtuhnya Dinasti Abbasiyah (Salik 
2019, 108). Yurki Usmani juga terlanjur dianggap sebagai 
negara muslim yang berhasil menyelamatkan kewibawaan 
umat Islam dari ancaman negara-negara Eropa. Hal ini 
menjadi alasan mengapa masyarakat muslim di dunia 
merasa telah kehilangan pemimpin yang independen, 
meski secara simbolik. Meskipun demikian upaya untuk 
mencari sosok pengganti Khalifah seperti yang ada di 
Turki Usmani gagal mencapai kesepakatan dukungan dari 
seluruh dunia Islam (Salik 2020, 34—35). 


Selain faktor-faktor tersebut, latar belakang pendirian 
organisasi NU juga dipengaruhi oleh kekhawatiran 
adanya dampak kekuasaan Dinasti Sa udiyah yang kembali 
berkuasa di Semenanjung Arabia —termasuk kota Mekah 
dan Madinah yang merupakan kota suci umat Islam-- 
setelah pernah berjaya pada abad ke-18. Kekhawatiran 
ini muncur di kalangan kaum tradisionalis sebab Dinasti 
Sa'udiyah dengan paham Wahabisme menghendaki adanya 
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reformasi di bidang akidah dan hukum yang bersifat 
konservatif. Gerakan Dinasti Sa'udiyah ini berbeda dengan 
gerakan pembaharuan Islam yang ada di wilayah Timur 
Tengah pada umumnya, yaitu berjuang untuk mengejar 
ketertinggalan umat Islam dari bangsa Barat (Haidar 1998, 
41). Sebagai penguasa baru di Mekah, Abdul Aziz bin Saud 
melarang semua aktifitas keagamaan bermazhab Sunni 
yang sudah berjalan puluhan tahun dan menggantikannya 
dengan paham Wahabi. Larangan ini tidak hanya berlaku 
khusus di wilayah kekuasaan Ibnu Saud saja, bahkan ia 
menghendaki paham Wahabi tersebut meluas ke seluruh 
wilayah dunia Islam dengan dalih demi kejayaan umat 
Islam di seluruh dunia. 

Sebagai pengikut paham puritanisme yang paling 
dogmatis dalam Islam, Dinasti Sa'udiyah terkenal sangat 
keras sikapnya menentang segala sesuatu yang berbau 
pemujaan terhadap para wali dan orang-orang yang sudah 
meninggal. Selama beberapa tahun pada awal abad 20, 
mereka telah menghancurkan banyak makam di berbagai 
tempat di seputar Mekah dan memberangus praktek- 
praktek keagamaan yang telah popular di kalangan 
Masyarakat Arab (Van Bruinessen 1997, 31—32). Orientasi 
dan tindakan Dinasti Sa'udiyah inilah yang kemudian 
menimbulkan kekhawatiran di antara para pemimpin 
umat Islam tradisional di dalam negeri khususnya yang 
berpaham Sunni. 


Faktor-faktor di atas tidaklah berdiri sendiri-sendiri 
tetapi saling berkait satu dengan yang lain yang kemudian 
menjadikan penyebab berdirinya organisasi Nahdlatul 
Ulama. Hal Fenomena-fenomena tersebut akhirnya 
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menyadarkan para ulama yang beraliran Sunni pada 
umumnya dan para ulama pengasuh pondok pesantren 
di Indonesia khususnya untuk membentuk sebuah 
organisasi yang bisa membentengi dari paham Wahabi, 
dan praktek-praktek kaum reformis, dan mempertahankan 
radisi-tradisi dan praktek keagamaan yang selama ini 
telah berkembang dalam paham Sunni. Maka dari itu, 
kemudian lahirlah sebuah organisasi yang dikenal dengan 
nama Nahdlatul Ulama. Sesuai dengan namanya nahdlah 
berarti kebangkitan dan ulama berarti para ahli agama 
atau cendekiawan Muslim, maka para ulama Indonesia 
melalui organisasinya yaitu Nahdlatul Ulama berusaha 
untuk bangkit membentengi umat Islam di Indonesia dari 
pengaruh paham Wahabi (Salik 2020, 38—39). 


Moderasi Beragama sebagai Spirit Paham Dasar NU 


Berdasarkan anggaran dasar yang dibuat pada 
muktamar ketiga pada tahun 1928, tujuan organisasi 
NU adalah untuk mengembangkan ajaran-ajaran Islam 
Ahl al-Sunnah wa-al-Jamaah dan melindunginya dari 
penyimpangan-penyimpangan kaum Wahabi dan modernis. 
Secara khusus, Martin van Bruinessen (Van Bruinessen 
1997, 41) mengutip Pasal 2 yang berbunyi: 


“Adapun tujuan dari perkumpulan ini yaitu memegang 
dengan teguh pada salah satu dari madhabnya imam 
empat yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, Imam 
Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah an-Nu'man, atau 
Imam Ahmad bin Hambal dan menjadikan apa saja yang 
menjadikan kemaslahatan agama Islam.” 
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Anggaran dasar tersebut, kemudian ditegaskan lagi 
dalam khittah Nahdlatul Ulama hasil muktamar NU ke- 
27 tahun 1984 di Situbondo yang menegaskan bahwa 
dasar-dasar keagamaan Nahdlatul Ulama mencakup tiga 
hal yaitu mengenai dasar keagamaan, cara memahami 
sumber-sumber Islam, dan pandangan tentang ajaran 
Islam. Pertama, mengenai sumber yang dijadikan dasar 
keagamaan dalam Nahdlatul Ulama adalah Al-Our'an, As 
Sunnah, Ijma' dan Oiyas. Kedua, cara di dalam memahami 
sumber-sumber ajaran Islam, Nahdlatul Ulama mengikuti 
paham Ahl al Sunnah wa al Jama'ah. Ketiga, Nahdlatul 
Ulama memandang bahwa Islam adalah merupakan agama 
yang suci, fitrah, sempurna dan merupakan penyempurna 
dari agama-agama sebelumnya. Maka paham-paham atau 
nilai-nilai yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama 
adalah dalam rangka melestarikan nilai-nilai kebaikan 
yang telah ada dan menyempurnakannya agar menjadi 
lebih baik lagi (Salik 2020, 43—44). 


Sebagai dasar akidah dalam cara memahami sumber- 
sumber ajaran Islam, paham hl al-Sunnah wa-al-Jama'ah 
merupakan pola pemahaman yang telah lama berkembang 
sebab merujuk kepada Sunnah Nabi dan para sahabatnya 
dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. Sesuai 
dengan namanya Ahl al Sunnah wa al Jama'ah berati 
mengikuti Sunnah Nabi Muhammad Saw. dan jama ahnya. 
Kata sunnah memiliki beberapa pengertian, pertama metode 
atau tarigah, yaitu mengikuti metode para sahabat dan 
tabi in serta salaf dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat 
dengan menyerahkan sepenuhnya pengertian ayat-ayat 
mutasyabihat kepada Allah Swt. tanpa harus mencari-cari 
maknanya sesuai akal manusia. Kedua, sunnah berartti 
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hadits Nabi Muhammad Saw. yaitu meyakini hadis Sahih 
sebagai sumber dasar ajaran Islam. Adapun istilah sunnah 
yang bergabung dengan jamaah yang kemudian menjadi 
istilah ahl al Sunnah wa al Jama'ah mengandung arti 
sebuah dasar keagamaan yang bersumber pada Al Our'an 
dan Sunnah para sahabat atau yang lazim dikenal dengan 
ijjma sahabat, sebuah tradisi yang telah melembaga di 
kalangan para sahabat Nabi Saw. setelah Nabi Muhammad 
wafat (Haidar 1998, 66, 68). 


Paham Ahl al Sunnah wa-al-Jamaah dipandang 
merupakan paham moderat di antara paham-paham yang 
ada pada saat itu. Adapun ciri-ciri dari paham ini adalah, 
1) di bidang akidah, Nahdlatul Ulama mengikuti paham 
yang dipelopori oleh Abul Hasan al-Asy'ari (873-935M) 
dan Abu Mansur al-Maturidi (944M). 2) Di dalam bidang 
fikih atau hukum Islam, Nahdlatu Ulama mengikuti salah 
satu dari empat madhab yaitu Imam Hanafi (700M-767M), 
Imam Maliki (713M-795M), Imam Syafi'i (767M-820M), 
dan Imam Hanbali (780M-855M). Namun demikian dalam 
prakteknya, mereka kebanyakan mengikuti madhab Imam 
Syafi'i. 38) Dalam bidang tasawuf, mereka mengikuti 
ajaran yang dibawa oleh al-Junaid al-Baghdadi dan Imam 
Al-Ghazali (Marijan 1992, 21, Zahro 2004, 19). Inilah 
yang menjadi dasar ortodoksi Islam masyarakat muslim 
Indonesia yang mayoritas merupakan warga NU, baik 
secara struktural maupun kultural. Dalam konteks ini, 
yang dimaksud dengan ortodoksi Islam adalah ajaran 
agama Islam yang sudah baku yang telah disepakati dan 
ditetapkan oleh para ulama yang otoritatif (Calder, Jabali, 
and Tholib 2002). 
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Sebagai simpulan perlu ditegaskan bahwa sejak 
awal spirit perjuangan organisasi NU adalah moderasi 
beragama sebagaimana tampak dalam paham dasar NU. 
Dalam konteks ini, legacy paham Ahl al-Sunnah wa-4Al- 
Jama'ah yang dianut oleh warga NU terbukti tidak hanya 
mewariskan moderasi beragama pada ranah teologis, 
tetapi Juga pada ranah yurisprudensi dan spiritual. Mulai 
dari ranah teologis, spirit moderasi beragama oragnisasi 
NU tampak pada paham akidah Hasan al-Asy'ari (873- 
935M) dan Abu Mansur al-Maturidi (944M). Kedua 
paham yang dianut warga Nu ini merupakan representasi 
paham teologi Islam yang moderat dibanding dengan 
paham Syiah, Khawarij, Jabariyah, Oadariah, Murjiah, 
Muktazilah atau paham-paham teologis lainnya. Kemudian 
pada ranah yurisprudensi, moderasi beragama organisasi 
NU juga tampak pada adanya keluwesan bagi warga NU 
untuk memilih salah satu dari empat madhab yaitu Imam 
Hanafi (700M-767M), Imam Maliki (713M-795M), Imam 
Syafi'i (767M-820M), dan Imam Hanbali (780M-855M) 
yang menjadi rujukan praktik keberagamaannya. Sebagai 
penutup, moderasi beragama — dalam ranah spriitual 
organisasi NU tampak pada ajaran tasawuf yang dibawa 
oleh al-Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali yang 
menghimpun aspek syariat, tarikat, hakikat, dan marrifat. 
Dengan demikian, tidaklah berlebihan jika dikatakan 
bahwa spirit perjuangan organisasi NU sepanjang masa 
adalah moderasi beragama. 
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ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN NU 
DALAM PERKEMBANGAN PENDIDIKAN 
ISLAM 


Oleh: Dr. Suriadi, M.Ag 
Institut Agama Islam Sultan Muhammad 
Syafiuddin Sambas 


NU dan Pendidikan di Indonesia 


Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial 
keagamaan yang memiliki peran penting dalam 
pengembangan pendidikan di Indonesia. Organisasi 
Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 yang 
dipelopori oleh KH Hasyim Asy'ari. Sejak berdirinya 
organisasi NU tidak hanya menjadi sebuah organisasi 
masyarakat belaka, tetapi berkontribusi pada perjuangan 
kemerdekaan Indonesia juga berorientasi pada pendidikan 
Islam. Organisasi tersebut juga terjun ke dalam bidang 
pendidikan baik secara formal, nonformal, dan informal 
yang berkembang hingga saat ini. Ada beberapa aspek 
yang menjadi kajian ini, yakni profil organisasi, pendidikan, 
dan peran organisasi dalam pengembangan pendidikan di 
Indonesia. 


Pendidikan merupakan salah satu tonggak kemajuan 
bangsa. Kemajuan atau kemunduran suatu negara juga 
dapat terlihat dari perkembangan pendidikan yang terdapat 
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di dalamnya. Begitu juga dengan negara Indonesia. Di 
Indonesia sendiri pendidikan telah mengalami banyak 
sekali perkembangan dari zaman ke zaman. Begitu juga 
dengan pendidikan Islam yang sudah mengalami banyak 
sekali perkembangan. Pendidikan Islam berarti suatu 
usaha secara sadar yang dilakukan oleh seorang pendidik 
kepada peserta didik untuk mengoptimalkan serta 
mengembangkan potensi jasmani, rohani maupun akalnya 
menuju terbentuknya pribadi Islam yang kaftfah serta 
dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat. 
Selanjutnya, pendidikan Islam yang saat ini sedang 
mengalami krisis, butuh dorongan dari berbagai pihak 
untuk menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan dunia 
(Mahmud, 2011). Di Indonesia pendidikan Islam juga 
sudah menjadi prioritas utama dalam beberapa instansi 
pendidikan terlebih bagi lembaga pendidikan Islam 
seiring berkembangnya zaman tentu saja pendidikan 
Islam memerlukan beberapa kontribusi dari masyarakat 
dalam proses perkembangannya bahkan hingga saat 
Inipun beberapa tokoh masyarakat maupun organisasi 
masyarakat juga memiliki peran dalam perkembangan dan 
dalam mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia 
dalam catatan sejarah proses perkembangan pendidikan 
Islam di Indonesia juga tidak lepas dari campur tangan 
dari organisasi-organisasi Islam besar di Indonesia seperti 
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah keduanya memiliki 
peran yang begitu penting dalam proses perkembangan 
pendidikan Islam di Indonesia. 


Organisasi Islam Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 
31 Januari 1926 yang dipelopori oleh KH Hasyim Asy'ari. 
Latar belakang dari munculnya organisasi-organisasi 
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Islam tersebut salah satunya adalah karena tumbuhnya 
sikap patriotisme dan rasa rasionalisme, serta atas dasar 
kepedulian para ulama terhadap pendidikan Islam pada 
masa itu yang masih berada pada masa penjajahan Belanda. 
Sehingga pendidikan Islam sangat dikesampingkan dan 
yang mempelajarinya dianggap memiliki keterbelakangan 
pendidikan (K. Rukiati dan Fenti Hikmawati, 2006:79). 


Muhammadiyah menjadi organisasi yang berkontribusi 
pada pendidikan Islam di Indonesia, sama halnya dengan 
NU, keduanya tidak hanya menjadi sebuah organisasi 
masyarakat belaka, tetapi berkontribusi pada perjuangan 
kemerdekaan Indonesia juga berorientasi pada pendidikan 
Islam. Kedua organisasi tersebut juga terjun ke dalam 
bidang pendidikan baik secara formal, nonformal, dan 
informal yang berkembang hingga saat ini. Kontribusi dan 
peran kedua organisasi tersebut sangatlah memberikan 
pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan 
pendidikan Islam di Indonesia. Hal tersebut nampak dari 
eksisnya organisasi tersebut hingga saat ini dan beberapa 
lembaga pendidikan di bawah naungannya yang terus 
berkembang. Hal tersebut menjadi bukti kedua organisasi 
itu itu memiliki peran dan pengaruh yang cukup besar. 


Pendidikan di Indonesia yang mulanya merupakan 
adopsi dari pemerintahan Belanda pada masa itu dan 
sangat mengesampingkan pendidikan Islam, kemudian 
berkembang menjadi sebuah pendidikan yang selaras 
antara pengetahuan umum dengan pengetahuan Islam. 
Hal tersebut merupakan sebuah upaya dan usaha dari 
ulama Pada masa itu, penyelarasan dan integrasi antara 
pengetahuan umum dan pengetahuan Islam dilakukan 
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untuk menciptakan muslim yang intelek dan lebih maju 
sesuai perkembangan zaman tanpa mengesampingkan 
agama. Pengaruh tersebut merupakan hasil usaha dari para 
ulama yang masih bisa dirasakan hingga saat ini, dimana 
pendidikan Islam sudah bisa berbaur dengan pendidikan 


umum. 


Profil Nahdlatul Ulama 


Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang didirikan 
oleh KH. Hasyim Asy'ari pada tanggal 81 Januari 1926 di 
Kertopaten, Surabaya bertepatan pada 16 Rajab 1344 H. 
Nahdlatul Ulama memiliki arti kebangkitan ulama, sebab 
berdirinya diprakarsai oleh para kiai Jawa. Pada mulanya 
kiai-kiai tersebut membahas tentang penunjukkan delegasi 
komite Hijaz, yang dikirim untuk mewakili Muslim 
Indonesia guna menyampaikan pesan kepada Raja Abdul 
Aziz Ibnu Saud penguasan baru Hijaz (Saudi Arabia) yang 
memiliki paham wahabi. Namun, delegasi tersebut gagal 
berangkat ke Hijaz dan justru diwakili tokoh modernis 
dari Muhammadiyah. Komite inilah yang diubah menjadi 
Nahdlatul Ulama dan menempatkan KH Hasyim Asy'ari 
sebagai ketua dan tokoh pendirinyaa. Adapun tokoh 
penggagas lahirnya NU di Surabaya, di antaranya KH. 
Hasyim Asy'ari (ketua) dari Jombang, KH. Bisri Samsuri 
dari Jombang, KH. Wahab Chasbullah (tuan rumah) dari 
Surabaya, KH. Asnawi dari Kudus, KH. Nawawi dari 
Pasuruan, KH. Ridwan dari Semarang, KH. Ma'sum dari 
Lasem, Rembang, KH Nahrawi dari Malang, KH Ridwan 
dari Surabaya, KH Abdullah Ubaid dari Surabaya, KH 
Alwi Abdul Aziz dari Surabaya, KH Abdul Halim dari 
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Cirebon, KH Ndoro Muntoha dari Bangkalan, KH Dahlan 
dari Kertosono, KH Abdullah Fagih (Dukun Gresik) dan 
beberapa kiai sepuh lainnya serta Syaikh Ahmad Ghanaim 
dari Mesir (Imroatul Hasanah:2018) 


Perkembangan Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama 


Nahdlatul Ulama lahir pada tengah-tengah kebangkitan 
aspirasi pesantren, kiai, dan santri yang mana jauh 
dari lingkungan penguasa dan elit politik. Berawal dari 
tokoh-tokoh Islam pesantren yang mendirikan madrasah 
bernama Nahdlatul Wathan (kebangkitan tanah air) pada 
tahun 1916 yang pengajarnya mayoritas ulama pesantren. 
Pendirian tashwirul Afkar pada tahun 1918 sebagai forum 
diskusi yang mempertemukan modernis dan kelompok 
pesantren. Pada tahun ini juga didirikan koperasi dagang 
yang bernama Nahdlatul Tujjar. 


Semenjak berdirinya NU pada tahun 1926, telah banyak 
madrasah-madrasah yang ada di Indonesia, selain pondok 
pesantren. Pada saat Muktamar III tahun 1928 di Surabaya 
ialah usaha NU untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan umat Kemudian, NU mendirikan pendidikan 
yang terorganisir dan berada di bawah naungan NU sendiri 
yang bernama Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Lembaga 
pendidikan ini sebagai cita-cita dari ulama-ulama NU yang 
memandang kondisi umat Islam masih berada di bawah 
penjajahan Belanda dan sangat terpuruk. Agustina (2018) 
menyebutkan bahwa keadaannya tertinggal dari lembaga 
lain yang dikelola Belanda atau organisasi lainnya. Lembaga 
ini berperan sebagai pelaksana kebijakan NU dalam ranah 
pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun non 
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formal, selain pondok pesantren, dan membentuk Rabitha 
Maahid Al-Islamiyah (RMI) yang berperan sebagai 
pelaksana kebijakan NU dalam pengembangan sistem 
pendidikan keagamaan dan pondok pesantren. 


Toto Suharto (2014:103) menyebutkan bahwa 
pembentukan Lajnah Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama 
(LPTNU) yang berperan sebagai pengembang pendidikan 
tingkat tinggi NU. Nahdlatul Ulama dikenal dengan 
khas pesantrennya yang saat ini berjumlah 10.000 dan 
madrasahnya berjumlah 12.000. NU juga telah berkembang 
hingga ke perguruan tinggi yang berlabel universitas, 
yang mana tercatat lebih dari 26 Universitas Nahdlatul 
Ulama (UNU) pada beberapa provinsi dan kota di pulau 
Jawa. Di samping itu, UNU juga sudah ada di Sumatera, 
Kalimantan dan Sulawesi. Sekretaris Jenderal Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini 
mengungkapkan bahwa jumlah tersebut bukan termasuk 
perguruan tinggi yang tidak label NU misalnya Darul 
Ulum, Diponegoro, dan lain sebagainya yang mencapai 
hingga 130 unit. Perguruan tinggi NU fokus pada kualitas 
dari pada kuantitasnya. 


Imroatul Hasanah (2018) menyatakan bahwa hal ini 
sesuai dengan misinya sebagaimana disampaikan bahwa 
untuk memberikan perhatian terkait landasan moral 
dan spiritual untuk mencapai pembangunan mahasiswa 
seutuhnya. KH Hasyim Latief mengungkapkan bahwa 
dalam mengurus Lembaga pendidikan (swasta) merupakan 
pekerjaan yang sangat sulit dan beban yang berat. 


Para pengelola seharusnya memberikan dedikasi yang 
tinggi sehingga mampu menghadapi kesulitan dalam 
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mempertahankan dan mengemkannya. Hal semata-mata 
sebagai pengabdian dalam memenuhi cita-cita proklamasi 
17 Agustus 1945 melalui pembangunan suatu bidang 
dengan menyiapkan kader-kader yang ahli. Bisa dilihat 
bahwa permasalahan dalam pendidikan sangat berat karena 
terkendala dalam penyiapan SDM, khususnya Indonesia. 
Untuk mengambil beberapa langkah, (Muttagin, 2017) 
yakni, 1) Melakukan perencanaan pendidikan secara 
bottom-up yang strategis dan antisipatoris Maksudnya 
perencanaan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan 
setempat (local need) dan kebutuhan mendatang (future 
need). Perencanaan ini berdasarkan pada situasi dan 
kondisi nyata, walaupun pada kenyataannya tidak mudah 
dan tidak akan terjadi keseragaman dalam pembuatan 
dan penerapannya, 2) Melibatkan warga nahdliyin dalam 
berbagai hal, terutama pengambilan keputusan atau 
kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. 


Pandangan sejarah peran Nahdlatul Ulama dalam 
Pendidikan Statute “Perkoempoelan Nahdlatul Oelama” 
pasal 3 yahun 1926 mencantumkan tujuan organisasi NU, 
yakni 1)menghubungkanjaringan ulamabermadzhabempat 
dan berhaluan ASWAJA, 2) memperbanyak madrasah, 
surau, masjid, dan pondok pesantren, 3) memperhatikan 
nasih anak yatim dan fakir miskin, 4) mendirikan badan yang 
untuk memajukan bidang pertanian dan perniagaan yang 
sesuai dengan Islam. Dari hal ini bisa dilihat bahwasannya, 
NU berjuang dalam bidang pendidikan dakwah, sosial dan 
ekonomi Islam. Tradisi intelektual kokoh dan melembaga 
di kalangan pendidikan dan peserta didik yang menuntut 
ilmu di pondok pesantren salaf yang ada di Indonesia 
samai sekarang. Secara akademis tradisi pendidikan di 
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pesantren mengacu pada konsep etika pendidikan dari 
kitab Ta'lim al-Muta'alim karangan Imam Az-Zarnuji 
dan Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghozali. Etika 
pendidikan Islam di lingkunganpesantren NU kemudian 
dikembangkan oleh KH Ahmad Sidig dengan konsep 
tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), ukhuwah 
wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah, di samping ukhuwah 
Islamiyah. 


Dalam bidang pendidikan Islam, NU mengalami 
pergeseran saat memasuki era kemerdekaan. Awalnya 
pada bidang pendidikan NU terkenal dengan organisasi 
tradisional yang fokus pada bidan pendidikan Islam 
tradisional di pesantren-pesantren dan madrasah. Namun, 
seiring dengan perkembangan zaman dan transformasi 
sosial yang terjadi, NU berubah menjadi organisasi yang 
terbuka dan mendirikan lembaga- lembaga pendidikan 
modern dari jenjang TK (taman kanak-kanak) hingga 
perguruan tinggi (Sekolah Tinggi, Insitut, dan Universitas) 
selain tetap melestarikan pendidikan di pesantren sebagai 
ciri khas NU. 


Howard M. Federspiel dalam Zainal Abidin (2015) 
mengungkapkan bahwa basis NU ialah pesantren, suatu 
lembaga pendidikan yang dikelola untuk mengembangkan 
dan mewariskan ajaran ahlussunnah wal jama'ah dengan 
menekankan metode pendidikan tradisional berupa 
pengulangan dan mengingat sumber-sumber ajaran agama 
yang menjadi standarnya. Salah satu sumber literatur 
yang sangat menonjol ialah kitab kuning berbahasa arab 
karangan ulama periode pertengahan, yang mana isinya 
terkait Fikih, Tauhid, Hadits, Tasawuf, dan Bahasa Arab. 
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Peran Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama dalam 
Pengembangan Pendidikan di Indonesia 


Ulama merupakan salah satu organisasi sosial 
kemasyarakatan dan keagamaan yang ikut berkontribusi 
dalam bidang pendidikan. Sejak kelahirannya pada 
tahun 1926, NU sangat memperhatikan pendidikan 
terutama dengan adanya pondok pesantren. Anggaran 
Dasarnya (1927) dan Statutent Nahdlatoel Oelamat 
(1927) menyatakan bahwa bidang garapan NU untuk 
mencerdaskan sumber daya manusia dengan membantu 
pembangunan pondok pesantren. 


Organisasi ini ialah mitra sejajar pemerintah dalam 
melaksanakan pendidikan nasional yang memiliki 
kesempatan luas dalam berperan dan mewujudkan tujuan 
pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 2 
tahun 20083 tentang Pendidikan Nasional. Adapun bidang 
perjuangan NU di antaranya pendidikan, dakwah dan 
sosial. Sebagaimana terdapat dalam pasal 3 Anggaran 
dasar Nahdlatul Ulama 2010 yang mengungkapkan bahwa 
NU sebagai Badan Hukum Perkumpulan bergerak dalam 
bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Ketiganya saling 
berkaitan erat, karena dengan melaksanakan pendidikan, 
maka berarti telah berdakwah dan mengabdikan diri 
kepada masyarakat. Sedangkan jika berdakwah, tentunya 
ikut mengembangkan pendidikan dan mengabdi pada 
kegiatan sosial. Hal ini bisa dilihat bahwasannya peran 
dan kontribusi NU sangat besar untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Banyak Lembaga pendidikan yang 
dimiliki NU, seperti pesantren, madrasah, atau sekolah NU 
yang didirikan atas prakarsa dan partisipasi masyarakat 


103 


melalui semangat lillahi ta'ala. NU yang didirikan secara 
tradisional ini terus berkembang pesat dan menjadi pilihan 


umat. 


Menurut Agus Maimun bahwasannya lembaga 
pendidikan NU bisa melayani kebutuhan pendidikan 
masyarakat dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia 
yang sebelum berhasil dijangkau oleh sekolah umum 
dengan sistem sekolah konvensional. Salah satu usaha yang 
dilaksanakan NU agar tetap konsistensi dan keutuhan 
langka dalam perjuangannya pada bidang pendidikan 
yakni dengan menegaskan arah dan meletakkan landasan 
dasar kebijakan pengembangan program pendidikan 
di lingkungan NU. NU memiliki peran khusus dan 
memberikan sumbangan yang berharga sebagai usaha 
untuk melakukan penataan kembali sistem pendidikan 
nasional. Adapun peran NU dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Sistem pendidikan yang dikembangkan NU berwatak 
mandiri, seperti dalam hal pengelolaan. Sehingga bisa 
mengembangkan jiwa kemandirian sebagai kontribusi 
bagi pendidikan nasional, dan 2) Perpaduan antara jiwa 
penggerakan dan keharusan mengorganisasi diri. 


Imam Suprayogo juga menjelaskan bahwasannya 
NU telah menempatkan lembaga pendidikan pada tempat 
yang strategis sesuai dengan perkembangannya yaitu 
sebagai lembaga pendidikan alternatif yang memiliki 
posisi bersifat partisipatif dan komplementer. Lembaga 
pendidikan alternatif maksudnya pendidikan pesantren 
yang dirintis, dikelola, dikembangkan secara individual oleh 
para ulama dan tokoh NU yang memberikan sumbangan 
besar kepada masyarakat, pemerintah, dan bangsa. Adapun 
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peran NU dalam pendidikan bersifat partisipatif berwujud 
dengan adanya pendirian sekolah-sekolah formal, meliputi 
madrasah, sekolah, sekolah umum hingga universitas. 
Sedangkan posisi strategis lainnya sebagai komplementer 
dengan berupa pesantren, ma'had atau diniyah yang 
menyatu dengan sekolah formal termasuk lembaga 
pendidikan yang negeri. Hal ini menunjukkan bahwa peran 
NU sangat kaya dan strategis. 


Pengaruh pendidikan di lingkungan NU semakin 
terasa dalam masyarakat dengan berdirinya SMK Maarif 
NU pada tahun 1991 yang mana mampu menghasilkan 
lulusan yang siap bekerja di masyarakat. NU memiliki 
lembaga pendidikan yang banyak sebagai transformasi 
keilmuan, yakni pesantren. Peran dan Sistem Pendidikan 
NU terutama Pesantren ( Ali Rahim (2013) memiliki 
kekuatan dan daya tarik berupa nilai yang jarang dimiliki 
oleh lembaga lain. Dengan kekhasan dan subkulturnya 
tersebut, bisa bertahan pada masyarakat yang terus 
berubah. 


Pendidikan Berwatak Mandiri, Penggerak, dan 
Mengorganisasi Pendidikan pada NU sebagai upaya para 
ulama untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa 
dan umat manusia, yakni dengan mendirikan lembaga 
pendidikan sebagai cita-cita dari ulama-ulama NU yang 
memandang kondisi umat Islam masih berada di bawah 
penjajahan Belanda dan sangat terpuruk. Keadaannya 
tertinggal dari lembaga lain yang dikelola Belanda atau 
organisasi lainnya. Mendirikan Lembaga pendidikan. 
Sedangkan peran NU dalam pengembangan pendidikan 
Islam di Indonesia, yakni: Sistem pendidikan yang 
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dikembangkan NU berwatak mandiri dan Perpaduan antara 
Jiwa penggerakan dan keharusan mengorganisasi diri. 
Serta peran NU bersifat partisipatif dan komplementer. 
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MELESTARIKAN TRADISI MELALUI 
BUKU AJAR ASWAJA BERBASIS KEARIFAN 
MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT 


Oleh: Budiyono 
Dosen IAIN Pontianak 


Eksistensi NU Terhadap Pendidikan 


Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang didirikan 
oleh para ulama dan sebagai inisiator Hadratussyaikh KH. 
Hasyim Asy'ari telah berusia 99 tahun menurut hitungan 
kalender hijriah dan 96 tahun dalam hitungan kalender 
masehi. Padausia nyaris 1 abad telah memberikan kontribusi 
signifikan dalam perkembangan bangsa Indonesia, baik 
di bidang sosial, politik, pendidikan, keagamaan dan 
lain sebagainya. Diantara berbagai kemajuan yang telah 
ditunjukan, salah satu paling menonjol adalah berdirinya 
ribuan Pondok Pesantren di Indonesia yang berafiliasi 
kepada NU baik secara struktural maupun kultural. 


Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan dan 
penanaman nilai-nilai keagamaan sekaligus sebagai bukti 
eksistensi yang mengindikasi bahwa NU menaruh perhatian 
khusus terhadap perkembangan pendidikan. Menghadirkan 
pendidikan berkualitas tidaklah mudah, NU menyadari 
betapa beratnya menjamin kualitas pendidikan untuk 
mencetak sumber daya manusia yang mumpuni sebagai 
penerus kepemimpinan bangsa Indonesia. Meskipun berat, 
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NU berani mengambil resiko tersebut, bahkan salah satu 
alasan berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama berangkat 
dari kepedulian para ulama terhadap pendidikan. 


Komitmen memajukan pendidikan tidak hanya menjadi 
tanggung jawab pemerintah semata, semua komponen 
masyarakat termasuk NU harus mengambil peran. 
Peran dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk yang 
berbeda-beda oleh masing-masing elemen masyarakat, 
NU sebagai sebuah organisasi secara aktif dan mandiri 
telah mendirikan pusat-pusat pendidikan seperti pondok 
pesantren maupun pendidikan formal dan non formal di 
bawah naungan Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif sebagai 
lembaga yang dibentuk NU dan diamanahi tanggung 
jawab melakukan pengelolaan bidang Pendidikan. 


Kejelian NU Optimalkan Peran Kaum Terdidik 


Dalam perjalanannya tidak selalu mulus, berbagai 
hambatan datang silih berganti namun dengan komitmen 
yang tinggi, hadirnya beragam problematika dapat 
diimbangi dengan solusi yang tepat, hal ini tidak terlepas 
dari kejelian NU dalam mengoptimalkan peran kaum 
terdidik dari kalangan NU. Dibentuknya beragam lembaga 
dan badan otonom NU yang memiliki visi memajukan 
pendidikan beberapa diantaranya, LP Ma'arif, Lakpesdam, 
LTN NU, Bahtsul Masa'il dan lain-lain. Setiap lembaga 
dan badan otonom memiliki visi misi, ciri khas dan sasaran 
masing-masing. Pembagian tugas ini bertujuan untuk 
memuluskan upaya NU untuk menyasar seluruh dimensi 
kehidupan sosial kemasyarakatan. 
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Usia satu abad menunjukan kematangan NU 
menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan sosial, 
tidak mudah bagi sebuah organisasi dapat bertahan 
dalam mengelola jutaan anggota di dalam maupun luar 
negeri dengan keinginan dan kebutuhan beragam setiap 
anggotanya. Kemampuan NU menyelesaikan sederet 
masalah yang muncul dari awal pendirian dengan baik 
sehingga eksistensinya terus terjaga, keunggulan lainnya 
yakni konsisten melestarikan tradisi para leluhur dan 
senantiasa mengembangkan sumber daya manusia 
melalui pendidikan formal, non formal dan informal. 
Organisasi NU dikelola secara modern dengan tetap 
mempertahankan tradisi salah satunya adalah senantiasa 
meminta pendapat maupun bimbingan dari para sesepuh 
dalam bertindak maupun menyelesaikan setiap masalah. 
Ujian yang dihadapi NU dalam memajukan pendidikan 
sangat berat, ketika menghadapi masalah yang berat dan 
tidak mampu ditangani sendiri, para pengurus NU selalu 
meminta nasehat dan bimbingan para sesepuh (orang tua) 
agar segalanya terasa ringan. Maka tak mengherankan 
dengan kekuatan tersebut NU tetap konsisten terlibat 
dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. 


Pelajaran Aswaja Ala NU 


Kedewasaan NU sebagai organisasi dan meningkatnya 
kualitas sumber daya manusia, NU harus dapat 
mengoptimalkan potensi tersebut agar konsistensi 
gerakan NU terjaga secara kesinambungan. Lembaga 
di bawah naungan NU yang diamanahkan untuk fokus 
dalam pengembangan lembaga pendidikan formal yakni 


110 


LP Ma'arif, ciri khas kurikulum sekolah maupun madrasah 
di bawah naungan lembaga ini adalah menyelenggarakan 
mata pelajaran Aswaja ala NU. Mata pelajaran ini menjadi 
pembeda dengan lembaga pendidikan formal lainnya. 
Mata pelajaran Aswaja memuat materi tentang amaliah 
warga NU yang diajarakan untuk memastikan para 
siswa mendapatkan pemahaman tentang ajaran Islam 
berlandaskan Al-gur'an dan Hadits sebagaimana diajarkan 
oleh Rasulullah SAW dan diturunkan kepada para sahabat 
hingga saat ini. Beberapa amaliah yang dijalankan 
warga NU tidak selalu dapat diterima oleh masyarakat, 
kontradiksi di tengah masyarakat atas ajaran Islam yang 
diamalkan oleh warga NU sebagai konsekuensi dari 
perbedaan pengetahuan dan pemahaman di kalangan umat 
Islam. Mata pelajaran aswaja sebagai upaya memberikan 
pendidikan kepada peserta didik dan masyarakat bahwa 
ajaran NU telah berada padajalur sebagaimana dicontohkan 
Rasullah SAW berserta para sahabat. 


Mata pelajaran Aswaja memiliki peranan penting 
dalam menjaga dan memastikan pemahaman peserta 
didik tentang ajaran berlandaskan nilai-nilai Al-gur'an 
dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Kontekstualisasi 
pengamalan ajaran Islam menjadi ciri khas NU, karena 
ini pula tuduhan bid'ah yang dialamatkan kepada warga 
NU, bahkan oleh sebagian orang tidak cukup dengan label 
bid'ah tetapi dianggap menodai nilai-nilai ajaran Islam 
yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Maka, pentingnya 
peran materi ajar yang tertuang dalam mata pelajaran 
aswaja memberikan gambaran tentang alur pemikiran dan 
penjelasan tentang dasar pelaksanaan ajaran Islam yang 
dipraktikan oleh warga NU. Mengingatkan besarnya peran 


111 


mata pelajaran aswaja, hingga saat ini terus dimasukan 
sebagai kurikulum dan menjadi ciri khas sekolah maupun 
madrasah NU dengan tetap mempedomani rumusan 
kurikulum pemerintah dan kompetensi pendukung lainnya 
yang diberikan kepada peserta didik di setiap jenjang 
pendidikan. Keberadan LP Ma'arif NU mempertegas 
posisi NU sebagai organisasi yang tidak hanya menaruh 
perhatian besar kepada pendidikan Pondok Pesantren 
semata. Sampai tahun 2021 LP Ma'arif PBNU mencatat 
tidak kurang dari 6.000 lembaga pendidikan yang tersebar 
di seluruh Indonesia bernaung di bawahnya, mulai dari 
TK, SD, SLTP, SMU/SMK, MI, MTs, MA, dan 274 
Perguruan “Tinggi. Pendidikan yang diselenggaran 
antara lain pendidikan vokasional, kejuruan dan profesi 
diselenggarakan oleh NU yang tersebar melalui Pengurus 
Wilayah dan Pengurus Cabang seluruh Indonesia. 


Sebagai organisasi yang memiliki basis masa terbesar 
di dunia khususnya di Indonesia berdasarkan survey LSI 
pada tahun 2019, yakni sebesar 108 juta jiwa atau setara 
49,54 dari penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 
250 juta jiwa. Pengelolaan organisasi telah dilakukan 
secara modern dengan melibatkan seluruh strakeholder 
untuk menciptakan tata kelola yang baik sehingga secara 
kuantitas dan kualitas semakin baik. Diantara kemajuan 
yang berhasil ditunjukan NU tidak terlepas pula kelemahan 
yang harus dibenahi NU baik dari sisi pengelolaan 
kelembagaan maupun sumber daya manusia. Khusus di 
Kalimantan Barat perkembangan NU secara kelembagaan 
belum dapat dianggap baik jika dibandingkan dengan 
perkembangan NU di pulau Jawa. Namun, semangat untuk 
melakukan inovasi dan pengembangan terus dilakukan 
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oleh jajaran pengurus NU dari tingkat Pengurus Wilayah 
hingga Ranting. Lembaga pendidikan di bawah naungan 
LP Maarif NU Kalimantan Barat beserta cabang- 
cabangnya hingga saat ini terselenggara dengan baik 
meskipun beberapa lembaga mengalami kevakuman, namun 
Pengurus LP Ma'arif NU Kalbar sedang melakukan upaya 
untuk memberikan pendampingan terhadap sekolah dan 
madrasah seperti pelatihan peningkatan kompetensi Guru 
maupun penyediaan sarana-prasarana yang lebih memadai. 


Muatan Lokal dalam Buku Ajar LP Ma'arif PBNU 


Sekolah dan Madrasah di Kalimantan Barat khususnya 
Kota Pontianak di bawah naungan yang LP Ma'arif NU 
diantaranya, MINU, MTs Aswaja dan SMP Al-Maarif 
memasukan mata pelajaran aswaja ke dalam struktur 
kurikulum muatan lokal. Buku ajar yang dijadikan pedoman 
selama ini menggunakan buku yang disusun LP Maarif 
PBNU. Materi di dalamnya memuat tentang organisasi NU, 
visi-misi NU dan dasar ajaran Islam yang dipraktikan oleh 
warga NU. Apa yang telah dilakukan selama ini merupakan 
sebuah langkah untuk membumikan ajaran ahlussunah wal 
jamaah sejak dini. Implementasi pembelajaran dalam mata 
pelajaran aswaja diberi kebebasan kepada masing-masing 
sekolah untuk melakukan pengembangan termasuk 
penyusunan bahan ajar, namun tetap mengikuti petunjuk 
yang telah ditetapkan oleh LP Ma'arif PBNU. 


Posisi mata pelajaran aswaja dalam muatan lokal 
diharapkan berfungsi untuk mengembangkan budaya 
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lokal. Melestarikan bahasa daerah, seni, budaya dan 
lainnya merupakan tujuan mata pelajaran muatan lokal, 
pengembangan potensi dan ciri khas daerah diakomodir 
ke dalam muatan lokal, maka peran mata pelajaran aswaja 
berupaya melestarikan ritual keagamaan masyarakat yang 
teralkulturasi dengan tradisi masyarakat. Adapun substansi 
materi pelajaran ditentukan oleh satuan pendidikan 
masing-masing, kompetensi yang dikembangkan pun tidak 
hanya aspek keterampilan tetapi pengetahuan dan sikap 
juga harus dipenuhi. 


Materi pembelajaran dalam mata pelajaran aswaja 
membahas ritual keagamaan di masyarakat setempat, 
budaya yang berkembang beriringan bahkan menyatu 
dengan ritual agama Islam. Kenyataan ini menghendaki 
adanya penyesuaian dalam buku ajar pada mata pelajaran 
aswaja, hal ini sebagai respon atas perbedaan perilaku sosial 
keagamaan. Lembaga Pendidikan NU di Kalimantan Barat 
perlu melakukan penyusunan buku ajar aswaja berbasis 
karifan lokal. Pembelajaran tentang nilai-nilai aswaja 
dapat memberikan dampak signifikan jika basis kajiannya 
berkaitan dengan kondisi yang dialami oleh siswa dalam 
kehidupan sehari-hari. Kebutuhan penyusunan buku ajar 
aswaja berbasis karifan lokal masyarakat Kalimantan 
Barat diharapkan membangun kesadaran bahwa aswaja 
tidak hanya sebagai ideologi gerakan NU tetapi ia mampu 
menghadirkan solusi keumatan. Lembaga pendidikan di 
bawah naungan LP Ma'arif merupakan wadah kaderisasi 
NU sejak usia dini. Penanaman nilai-nilai ahlussunnah 
wal jamaah menjadi landasan utama yang menghendaki 
terbentuknya kader-kader yang akan senantiasa 
menyebarkan agama Islam rahmatan lil aalamin. 
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Gagasan untuk merumuskan dan menyusun buku 
ajar aswaja berbasis kearifan masyarakat Kalimantan 
Barat sejak lama telah digulirkan, hal ini berangkat dari 
keinginan untuk mengelaborasi dan mendekatkan ajaran 
Islam ahlussunnah wal jamaah dengan lingkungan sosial 
kultural masyarakat. Usia NU di Kalimantan Barat tidak 
dapat dianggap muda lagi, namun hingga kini belum 
merumuskan buku ajar aswaja berbasis kearifan lokal 
karena konsentrasi pengurus di setiap periode dicurahkan 
kepada program lainnya yang juga memiliki urgensi 
signifikan. 

Tersedianya buku ajar aswaja yang ditulis oleh LP 
Maarif PBNU dan beberapa Pengurus Wailayah NU 
seperti DI Yogyakarta, Jawa Timur dan lain-lain secara 
umum dianggap relevan dan memadai untuk disampaikan 
kepada peserta didik pada masing-masing tingkatan. 
Relevansi penggunaan buku ajar aswaja di sekolah-sekolah 
yang berafifliass dengan NU merupakan keharusan, 
namun pengembangan buku ajar agar mampu memasuki 
ruang sosial siswa juga tidak boleh diabaikan. Sebagian 
besar guru cenderung tidak memiliki waktu untuk 
melakukan pengembangan bahan ajar sehingga hanya 
menyampaikan hal-hal yang tertulis di dalam buku ajar 
aswaja dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 
maka pembentukan tim penyusunan buku ajar aswaja 
berbasis kearifan masyarakat Kalimantan Barat perlu 
dilakukan untuk memudahkan guru dalam menyampaikan 
materi pembelajaran sesuai dengan kondisi lingkungan 
Masyarakat Kalimantan Barat. 
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Buku ajar yang ditulis oleh beberapa Pengurus wilayah 
NU di Indonesia berisi sejarah perkembangan Islam di 
Indonesia hingga amaliyah warga NU di Indonesia, di 
dalamnya juga memuat amaliyah keislaman disesuaikan 
dengan kondisi masyarakat sekitar, hal tersebut dilakukan 
untuk membekali pemahaman yang kokoh bagi siswa dan 
mengajak untuk melestarikan tradisi positif yang telah 
berlangsung secara turun temurun. Sebagaimana diketahui 
bahwa dengan masuknya beragam aliran di Indonesia yang 
telah menyebar sampai di pelosok nusantara ditunjang 
oleh arus informasi yang semakin cepat dan nyaris tanpa 
batas, sehingga penguatan ajaran ahlussunah wal jama'ah 
harus diberikan kepada para siswa agar tidak mudah 
menyalahkan ajaran-ajaran baik yang berlangsung selama 
ini. 


Nilai Lokal, Nasional dan Global 


Pengembangan buku ajar berbasis kearifan lokal 
pada mata pelajaran aswaja dilakukan dengan cara 
pengembangan indikator yang mengedepankan instrumen 
budaya, tradisi dan nilai lokal, nasional dan diakhiri budaya 
global. Kearifan lokal dapat dijadikan rujukan dalam 
menyelesaikan masalah masyarakat melalui cara dialogis. 
Contohnya, tradisi Saprahan pada masyarakat Melayu 
Kalimantan Barat yang di dalamnya terkandung nilai-nilai 
antara lain perasaan senasib, kebersamaan, sopan santun, 
menghargai sesepuh atau menghargai pemimpin, karena 
pemimpin sudah menunjukkan tata cara budi bahasa 
yang baik, penuh dengan kesopanan. Kemudian, tradisi 
Robo-robo oleh sebagian orang dianggap bertentangan 
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dengan nilai-nilai ajaran Islam meskipun dalam ritual 
tersebut membaca ayat-ayat Al-Our'an dan bagi sebagian 
lainnya justeru memperkokoh keimanan kepada Allah 
SWT sekaligus melestarikan budaya leluhur. Ilustrasi 
tersebut menggambarkan bahwa terjadi dinamika di sosial 
masyarakat yang berhubungan dengan ritual keagamaan, 
perbedaan pandangan tersebut harus diminimalisir dengan 
memberikan informasi yang benar agar tidak muncul 
tuduhan-tuduhan negatif kepada masyarakat khususnya 
warga NU. Buku ajar pada mata pelajaran aswaja berbasis 
kearifan lokal masyarakat diharapkan menjadi pedoman 
guru memberikan penguatan pemahaman siswa terhadap 
budaya daerah bernafaskan ajaran Islam. 
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FENOMENA SOSIAL, FAKTA SOSIAL 
DAN FAKTA HUKUM DALAM KADER NU 


Oleh: Baharuddin, S.Sos.I, M.Si 
Pengurus ISNU Kalimantan Barat 


Stigma yang tak Selalu Benar 


Banyak ungkapan yang kita dapati dalam masyarakat 
NU dan masyarakat luas lainnya yang kadang terasa sinis 
dan menyudutkan dalam penegakan hukum di Negara 
kita republik Indonesia, persepesi yang demikian ini 
menandakan betapa sulitnya menegakkkan hukum yang 
mengandung unsur keadilan, kepastian dan daya guna, 
ungkapan itu semisal “Ngono yo ngono ning ojo semono” 
Hakim “Hubungi Aku Kalau Ingin Menang, KHUP”, “Kasih 
Uang Habis Perkara”, Jaksa “Jejek Rak Iso” Advokat “Homo 
Homini lopus” lepas dari persoalan itu semua kita melihat 
pola pendekatan para penegak hukum untuk melakukan 
kajian atau menjawab persoalan atau isu hukum yang 
terjadi dalam masyakat, tidak sekadar dengan hukum 
positif melainkan dengan moral para penegakan hukum 
untuk menghilangkan stigma yang tidak semuanya benar. 


Fakta sosial (Inggris: social facts) merupakan aliran 
sosiologi positif dengan pengkajian berasal dari atribut 
eksternalitas mencakup struktur sosial, norma kebudayaan, 
dan nilai sosial. Fakta sosial bila menurut konteks konsepsi 
Emile Durkheim di dalamnya dapat meliputi kesadaran 
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kolektif dan representasi kolektif berkaitan dengan 
cara bertindak yang berasal dari elaborasi kolektif yang 
dijabarkan karena adanya aturan hukum yang bersifat 
otoritatif termasuk didalamnya praktik keagamaan, atau 
pun yang sekuler yang tertuang dalam norma-norma dan 
institusi. Contoh dari fakta-fakta sosial yang berbentuk 
baku yang berasal dari kelompok praktik diambil secara 
kolektif dan dengan demikian terdapat adanya pemaksaan 
diri dan internalisasi yang dilakukan oleh para individu 
oleh karena secara kolektif telah diuraikan sehingga dapat 
membatasi moral dan perilaku dari tiap-tiap individu. 


Fenomena sosial, fakta sosial dan fakta hukum dalam 
kader NU membuat ini semua menjadi kajian yang 
menarik dalam kehidupan sehingga para kader NU bisa 
melihat dengan baik seperti apa itu kenyataan sosila dan 
hukum yang berlaku sehingga para kader bisa membuat 
warna positif didalam kehidupannya di masyarakat dan 
bernegara. 


Masalah ini kemudian menjadi menarik bagi para 
Sosiolog terhadap kekhawatiran adanya kesenjangan 
antara yang ideal dengan yang bersifat materi yang 
direpresentasikan oleh tindakan organisasi-organisasi 
sosial dan para pengikutnya misalkan dalam hal antara 
norma-norma yang disetujui secara sosial dengan 
kenyataan dalam praktik-pratik yang bersifat aktual. Kader 
NU merasa keseimbangan dan kesarasi fenomena sosial, 
fakta sosial dan fakta hukum dalam kader NU merasakan 
perlu diluruskan dengan baik dan sesuai aturan yang 


berlaku. 
Kata ini pertama kali diperkenalkan pada abad ke- 
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19 oleh sosiolog Perancis Emile Durkheim dan banyak 
memengaruhi analisis Durkheim (dan para pengikutnya) 
ketika dalam meneliti masyarakat antara lain (Ritzer 
2000:73) mengatakan struktur sosial, norma kebudayaan, 
dan nilai sosial yang dimasukan dan dipaksakan (koersi) 
kepada pelaku sosial. Sementara Auguste Comte bermimpi 
untuk menjadikan ilmu sosiologi sebagai disiplin ilmu yang 
luas, yang berisi semua—the gueen of sciences', adalah 
istilah yang digunakannya— Durkheim tidak seambisius 
itu. Durkheim bertujuan agar sosiologi memiliki dasar 
positivisme yang kuat, sebagai ilmu di antara ilmu yang 
lain. Ia berpendapat bahwa setiap ilmu tertentu harus 
memiliki subyek pembahasan yang unik dan berbeda 
dengan ilmu lain, namun harus dapat diteliti secara empiris. 
Keragaman dalam fenomena yang sedang diteliti, menurut 
Durkheim, harus dapat dijelaskan oleh sebab-sebab yang 
Juga tercakup dalam bidang ilmu tersebut. 


Konsekuensinya, Durkheim menyatakan bahwa 
sosiologi harus menjadi “ilmu dari fakta sosial. “Metode 
sosiologis yang dipraktikkan harus bersandar sepenuhnya 
pada prinsip dasar bahwa fakta sosial harus dipelajari 
sebagai materi, yakni sebagai realitas eksternal dari 
seorang individu.... ...Jika tidak ada realitas di luar kesadaran 
seorang individu, sosiologi sepenuhnya kekurangan 
materi.” (Bunuh Diri, hal. 37-8, dikutip di buku karangan 
Hoult, hal. 298). Dalam buku Rules of Sociological 
Method, Durkheim menulis: “Fakta sosial adalah setiap 
cara bertindak, baik tetap maupun tidak, yang bisa menjadi 
pengaruh atau hambatan eksternal bagi seorang individu. 
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Dalam sudut pandang Durkheim, sosiologi sederhananya 
adalah “ilmu dari fakta sosial. Oleh karena itu, tugas dari 
para ahli sosiologi adalah mencari hubungan antara fakta- 
fakta sosial dan menyingkapkan hukum yang berlaku. 
Setelah hukum dalam struktur sosial ini ditemukan, baru 
kemudian para ahli sosiologi dapat menentukan apakah 
suatu masyarakat dalam keadaan 'sehat' atau 'patologis' 
dan kemudian menyarankan perbaikan yang sesuai. 
Fenomena sosial, fakta sosial dan fakta hukum dalam kader 
NU ini juga menjadi konsen dan pikiran dalam pencerahan 
masyarakat yang ada sehingga baik dan serasi dalam 
menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. 


Perhatian pertama dalam pengertian hubungan antara 
hukum dan perubahan sosial adalah pada masalah definisi. 
Apaperubahansosialitu? Istilah “perubahan” (change) dalam 
pengertian sehari-hari, sering diartikan dengan longgar 
sebagai sesuatu yang ada tetapi sebelumnya tidak ada, atau 
hilangnya atau terhapusnya sesuatu walaupun sebelumnya 
ada. Namun tidak semua perubahan adalah perubahan 
sosial. Banyak perubahan dalam kehidupan yang cukup 
kecil dan dianggap tak berarti (trivial), walaupun kadang- 
kadang hal-hal yang kecil tersebut bila dikumpulkan akan 
menjadi hal yang besar dan berarti (substantial). Dalam 
pengertiannya yang paling konkret, perubahan sosial 
berarti kebanyakan orang terlibat dalam kegiatan-kegiatan 
kelompok dan hubungan-hubungan kelompok yang berbeda 
dengan apa yang telah mereka lakukan atau apa yang telah 
orangtuanya lakukan sebelumnya. Masyarakat adalah 
suatu jaringan kompleks dari pola-pola hubungan dimana 
semua orang berpartisipasi dengan derajat keterkaitannya 
masing-masing. Hubungan-hubungan ini berubah dan 
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perilaku juga berubah pada saat yang sama. Individu- 
individu dihadapkan dengan situasi baru yang harus 
mereka respons. Situasi-situasi ini merefleksikan faktor- 
faktor tertentu seperti teknologi, cara baru untuk mencari 
penghasilan, perubahan tempat domisili, dan inovasi baru, 
ide baru, serta nilai-nilai baru. Sehingga, perubahan sosial 
adalah perubahan bagaimana orang bekerja, membesarkan 
anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, menata dirinya 
sendiri, dan mencari arti yang lebih dari kehidupannya. 
Perubahan sosial juga bisa berarti suatu restrukturisasi 
dalam cara-cara dasar dimana orang di dalam masyarakat 
terlibat satu dengan lainnya mengenai pemerintahan, 
ekonomi, pendidikan, agama, kehidupan keluarga, rekreasi, 
bahasa, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Fenomena sosial, 
fakta sosial dan fakta hukum dalam kader NU juga harus 
membawa arah positif dalam kehidupan sosialnya. 


Kita lihat kenyataan yang menunjukkan bahwa 
salah satu dampak negative kekayaan dan kemakmurn 
adalah merosotnya moral, kemerosotan moral ini sangat 
berbahaya, sebab ia akan mendorong melahirkan berbagai 
kejahatan dan kekerasan, oleh karenanya tidak heran 
bila banyak tokoh masyarakat yang menghimbau agar 
pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama berjuang 
membangun moral dan karakter anak bangsa, bersamaan 
dengan itu maka hukumnyapun harus di perkuat agar lebih 
responsif dan masuk akal. 

Akhir-akhir ini ini banyak kejadian yang sangat 
menggetarkan kita khususnya para orang tua yang 
anaknya masih remaja atau dalam dalam proses 
pendewasaan, khusunya berkaiatan dengan perlindungan 
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anak dan perempuan, dimana banyak kejadian anak dan 
perempuan diperlakukan tidak adil sesuai dengan hak-hak 
anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan dan 
pelecehan seksual oleh orang dewasa, atau pun oleh orang 
yang di kategorikan belum diwasa karena belum mencapai 
usia 18 tahun (delapan belas tahun) yang secara normatif 
dituangkan dalam pasal 1 Undang —Undang no.23 tahun 
2002 tetang Perlindungan anak 2, akan tetapi bagaimana 
bila yang melakukan perbuatan yang terlarang itu adalah 
sama-sama anak, apakah harus dipidana keduanya?, atau 
salah satunya dan tentunya siapa yang dikatan sebagai 
korban? Untuk itu dalam tulisan ini saya akan mengajak 
para pembaca untuk berkontemplasi terhadap masalah 
sosial sekaligus masalah hukum yang semakin banyak 
terjadi di masyarakat, yang kadang dianggap sebagai hal 
yang biasa. 


Level dan Pandangan 


Fenomena sosial, fakta sosial dan fakta hukum dalam 
kader NU dalam melihat tema definisi yang berulang 
dalam literature sosiologi terhadap perubahan sosial 
menekankan perubahan (alterations) dalam struktur dan 
fungsi dari masyarakat dan perubahan dalam hubungan 
sosial dari waktu ke waktu. Yanpa penjelasan selanjutnya, 
hal ini bukan konsep yang bisa membantu usaha untuk 
mencoba mengerti apa yang dimaksud dengan perubahan. 
Selain itu, ketika kita membahas tentang hubungan antara 
hukum dan perubahan sosial, dan memandang hukum 
sebagai instrumen dari perubahan sosial, maka akan sangat 
membantu bila kita bisa menspesifikasikan identitas dari 
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perubahan, di tingkatan yang sedang terjadi di masyarakat, 
arahnya, besarannya, dan laju kecepatannya (Vago, 1980: 
8-10). 

Identitas perubahan (1dentityof change) adalah fenomena 
sosial tertentu yang sedang mengalami transformasi, 
seperti praktek, perilaku, sikap, pola interaksi, struktur 
kewenangan, laju produktivitas, pola pemungutan suara, 
prestise, atau system stratifikasi tertentu. Sekali identitas 
dari apa yang berubah telah ditentukan, perhatian 
selanjutnya adalah pada level dimana perubahan itu sedang 
terjadi. Walaupun konsep dari perubahan sosial adalah 
termasuk ke dalam fenomena sosial, akan merupakan hal 
yang sulit untuk meneliti perubahan tanpa tahu dimana 
perubahan itu terjadi. Sehingga, level perubahan akan 
mengubah (delineates) lokasi dalam sistem sosial dimana 
perubahan sosial tertentu sedang terjadi. 


Ada beberapa level perubahan sosial yang dapat 
ditemukan, yaitu pada level individu, kelompok, organisasi, 
institusi, dan masyarakat. Contoh, perubahan dalam level 
individual akan meliputi perubahan-perubahan dalam 
sikap, kepercayaan, aspirasi, dan motivasi. Pada level 
kelompok, akan mungkin terjadi perubahan dalam pola 
interaksi, komunikasi, metode-metode penyelesaian konflik, 
kohesi/ keterikatan, kesatuan, kompetisi, serta pola-pola 
penerimaan dan penolakan. Pada level organisasi, ruang 
lingkup perubahan akan meliputi perubahan dalam struktur 
dan fungsi dari organisasi, perubahan dalam hirarki, 
komunikasi, hubungan peranan, produktivitas, rekrutmen, 
pengakhiran/terminasi, dan pola-pola sosialisasi. Pada 
level institusi, perubahan dapat terjadi pada perubahan 


124 


pola perkawinan dan keluarga, pendidikan, dan praktek- 
praktek keagamaan. Pada level masyarakat, perubahan 
dipandang sebagai modifikasi dari sistem stratifikasi, 
sistem ekonomi, dan sistem politik. 


Arah perubahan (direction of change) dimaksudkan 
sebagai posisi di masa depan dari suatu entitas dalam 
hubungannya dengan posisi awalnya. Hal tersebut dapat 
dipandang secara kuantitatif dalam hal fluktuasi, volume, 
ukuran, atau angka-angka belaka. Hal itu juga dapat dilihat 
dari besaran (axzs) nilai-nilai, menggunakan konsep-konsep 
seperti kemajuan (progress), perkembangan (improvement), 
penurunan (decline), atau perbaikan (betterment). Hal itu 
juga dapat dipandang dalam istilah-istilah umum, sebagai 
“lebih tinggi”, “lebih rendah”, “ke belakang”, atau “ke 
depan”, mengikuti skala tertentu. Ketiga pendekatan ini 
saling terpisah (mutually exclusive), dan ada kebutuhan 
untuk menspesifikasikan tipe perubahan sebelum 
mendiskusikan arahnya. Sebagai contoh, laju pendaftaran 
universitas dari orang-orang kulit hitam (black) dan orang- 
orang keturunan Spanyol (Hispanic) masing-masing naik 5 
dan 6 persen, antara tahun 1970 dan 1977 (National Center 
for Education Statistics, 1979: 91). Secara kuantitatif, arah 
perubahan dinyatakan dalam persentase. Pada besaran 
nilai (value axis), perubahan dalam partisipasi golongan 
minoritas ini (yang berkaitan dengan kulit hitam dan 
keturunan Spanyol) bisa disebut “kemajuan”. Dalam istilah 
umumnya, laju pendaftaran universitas “lebih tinggi” di 
tahun 1977 daripada di tahun 1970. 


Besaran perubahan (magnitude of change) dapat 
dipandang dalam hal perubahan yang inkremental, 
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marjinal, komprehensif, dan revolusioner. Perubahan 
yang inkremental atau marjinal adalah perubahan yang 
menaikkan, mengurangi, atau memodifikasi kontur 
dari norma atau perilaku tertentu tanpa mengubah atau 
menghilangkan (repudiating) zat atau struktur aslinya 
(misalnya, birokratisasi gradual dari lembaga-lembaga 
pendidikan tinggi). Ada suatu kesepakatan dalam literatur 
perubahan sosial bahwa perubahan inkremental adalah 
yang paling biasa terjadi dan pola perubahan “normal” 
di Amerika Serikat. Perubahan komprehensif mungkin 
menggambarkan kulminasi dari perubahan inkremental 
yang terkait, atau menurut kata-kata Robert A. Dahl (1967: 
264) “inovasi yang menyapu atau pembalikan yang keras” 
(“sweeping innovations or decistve reversals of established”y dari 
norma-norma pola perilaku (misalnya, desegregasi sekolah 
atau tidak memisahkan lagi antara sekolah untuk murid 
kulit putih dengan sekolah untuk murid kulit berwarna). 
Perubahan-perubahan yang ukurannya revolusioner akan 
mencakup substitusi keseluruhan dari satu tipe norma atau 
perilaku ke norma atau perilaku lainnya, dan penolakan 
keras (decistve rejection) dari perilaku asli atau norma-norma 
asli (misalnya, abolisi atau penghapusan perbudakan atau 
penggantian dari sistem politik yang satu ke sistem politik 
yang lainnya). 

Laju perubahan (rateof change) adalah dimensi temporal 
dari perubahan. Pada laju seberapa perubahan tertentu 
terjadi? Laju ini dapat didasarkan kepada sembarang 
skala waktu, misalnya cepat (fast) atau lambat (slow), atau 
yang dapat diukur dalam ukuran hari, minggu, bulan, 
atau tahun. Sebagai contoh, dalam konteks partisipasi 
golongan minoritas (yang didefinisikan sebagai “golongan 


126 


minoritas” di Amerika Serikat adalah : perempuan, kulit 
berwarna, atau orang cacat) di pendidikan tinggi, laju 
perubahan dapat digambarkan sebagai “Jambat”. 


Fenomena sosial, fakta sosial dan fakta hukum dalam 
kader NU dimensi dari komponen-komponen perubahan 
sosial adalah sembarang, dan dapat dipandang (construed) 
secara lain oleh orang yang mengalaminya atau mencoba- 
cobanya, hal ini menjadi titik terang untuk selalu diperbaiki 
sesuai cita-cita dan dasar negara kita. Utilitas teorikal 
dan empirikal dari komponen perubahan ini menjadi 
bukti (evident) ketika ia dikenali bahwa hukum dapat 
mempengaruhi perubahan dalam banyak cara. Ketika arti 
yang khusus diberikan ke komponen-komponen ini dalam 
konteks hukum tertentu atau serangkaian hukum-hukum 
tertentu, hal ini akan dapat menjadi titik awal (special point 
of departure) dari penelitian tentang peranan hukum dalam 
perubahan sosial. 


Fenomena sosial, fakta sosial dan fakta hukum 
dalam kader NU dalam melihat perubahan sosial dalam 
masyarakat adalah suatu produk dengan berbagai faktor, 
dan dalam banyak hal, hubungan antar faktor-faktor 
tersebut. Selain faktor hukum, ada beberapa mekanisme 
perubahan lainnya, seperti faktor-faktor teknologi, 
ideologi, kompetisi, konflik, ekonomi, dan politik, serta 
masalah struktural (structural strains). 


Semua mekanisme tersebut dalam kebanyakan hal 
saling berhubungan. Kita harus berhati-hati untuk tidak 
mengecilkan arti dan mengisolasikan salah satu dari faktor- 
faktor “penyebab” (“causes”) perubahan sosial ini. Harus 
diakui bahwa, sangat menggoda dan sangat nyaman untuk 
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memilih salah satu saja (single out) “penggerak utama” 
(“prime mover”), satu faktor, satu sebab, satu penjelasan, dan 
menggunakannya di berbagai situasi. 


Hal itu juga terjadi dalam perubahan hukum : adalah 
sangat sulit, bahkan tidak mungkin, untuk menggambarkan 
hubungan sebab-dan-akibat (cause-and-effect relationship) 
dalam pembuatan hukum-hukum baru, yang akan dibahas 
dalam bab ini, yaitu kita harus bersikap tak acuh/skeptis 
(skeptical) dan berhati-hati (cautious) mengenai penjelasan 
tentang satu faktor penyebab secara umum, dan khususnya 
perubahan sosial berskala besar. 


Seperti yang penulis uraikan dalam pendahaluan, 
seringkali terjadi pergaulan bebas antara anak yang 
masih dibawah umur sering melampaui batas-batas yang 
ditentukan dalam norma-norma agama, sosial yang hidup 
dalam masyarakat bahkan terjadi perbuatan melawan 
hukum. Penulis ingin mengkaji atau meneliti sebuah 
fenomena menarik yang terjadi dimasyarakat, dimana 
manusia pempunyai hubungan dengan Pribadi dan Antar 
Pribadi, Hubungan pribadi menyangkut hubungan manusia 
dengan Tuhannya dan Nuraninya sedangkan hubungan 
antar pribadi meliputi hubungan antara menusia yang 
tercapkup dalam bidang sopan santun dan yang tercakup 
dalam bidang ketertiban yaitu hukum. 


Dalam Penelitian hukum praktis persoalannya 
tidak terlalu rumit seperti dalam penelitian akademis, 
diantaranya: 


1. Perbedaan penafsiran teks peraturan karena 
peraturan tidak jelas 
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2. Kekosongan aturan hukum 
3. Perbedaan penafsiran atas fakta 


Selanjutnya dikatakan, untuk keperluan praktek 
hukum hasil suatu penelitian hukum adalah preskripsi yang 
berupa rekomendasi atau saran akan tetapi tidak berarti 
bahwa saran tersebut sekedar saran, mengingat ilmu 
hukum merupakan ilmu terapan, saran yang dihasilkan 
dari penelitian harus mungkin untuk diterapkan. Untuk 
kegiatan akademis, praktik hukum tidak selalu berkonotasi 
dengan adanya sengketa (litigasi). 


Fenomena sosial, fakta sosial dan fakta hukum dalam 
kader NU dalam meliaht setiap anak kelak mampu memikul 
tanggung jawab sebagai generasi muda penerus cita-cita 
perjuangan bangsa, maka ia perlu mendapat kesempatan 
yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara 
optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak 
mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk 
mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan 
jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya 
perlakuan tanpa diskriminasi. 


Penelitian Durkheim's tentang fakta sosial dalam hal 
tingkat bunuh diriini terkenal. Dengan mempelajaristatistik 
bunuh diri pihak kepolisian di berbagai wilayah, Durkheim 
mampu mendemonstrasikan bahwa masyarakat agama 
Katolik memiliki tingkat bunuh diri yang lebih rendah dari 
masyarakat agama Protestan, dan menganggap ini terjadi 
karena penyebab sosial (dan bukan individual). Ini adalah 
penelitian pertama di bidangnya dan tetap banyak disebut 
bahkan sekarang-sekarang ini. Awalnya, penemuan fakta 
sosial Durkheim dipandang signifikan karena menjanjikan 
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kemungkinan untuk bisa mempelajari perilaku seluruh 
masyarakat, dan bukan hanya individu tertentu saja. Para 
ahli sosiologi modern merujuk ke penelitian Durkheim 
untuk dua tujuan yang cukup berbeda: 


1. Sebagai demonstrasi grafis tentang seberapa hati-hati 
seharusnya periset sosial dalam memastikan bahwa 
data yang dikumpulkannya untuk analisis akurat. 
Tingkat bunuh diri yang dilaporkan dalam penelitian 
Durkheim, sekarang menjadi jelas, sebagian besarnya 
merupakan artefak cara pengklasifikasian suatu 
kematian sebagai “bunuh diri atau “bukan bunuh 
diri di dalam masyarakat yang berbeda. Apa yang 
sebenarnya ia temukan bukanlah “tingkat bunuh 
diri” yang berbeda sama sekali—yang ditemukannya 
adalah cara berbeda untuk memikirkan tentang 
bunuh diri. 

2.Sebagai titik awal untuk masuk ke dalam studi 
tentang arti sosial, dan suatu cara dimana tindakan 
individu yang nyata-nyata identik sering kali tidak 
dapat diklasifikasikan secara empiris. “Tindakan” 
sosial (bahkan tindakan individu yang sifatnya pribadi 
seperti bunuh diri), dalam pandangan modern ini, 
selalu dilihat (dan diklasifikasikan) oleh para aktor 
sosial. Untuk itu, menemukan 'fakta sosial, biasanya 
tidak mungkin dilakukan atau tidak diinginkan, 
namun menemukan cara bagaimana individu 
memandang dan mengklasifikasikan suatu tindakan 
tertentu menawarkan wawasan yang sangat luas. 


Sebuah fakta sosial total (fait social total) adalah “sebuah 
aktivitas yang memiliki dampak terhadap masyarakat, dan 
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juga pada bidang ekonomi, hukum, politik, dan agama .” 
(Sedgewick 2002: 95) “Beragam untaian kehidupan sosial 
dan psikologis terjalin bersama melalui apa yang disebut 
(Mauss) dengan fakta sosial tota?. Fakta sosial total 
hingga suatu tingkat tertentu, memberikan informasi dan 
mengatur berbagai praktik dan institusi yang tampaknya 
cukup berbeda.” (Edgar 2002:157) Istilah ini dipopulerkan 
oleh Marcel Mauss dalam bukunya The Gift dan diciptakan 
kembali oleh muridnya Maurice Leenhardt setelah istilah 
fakta sosial dari Durkheim 


Fenomena sosial, fakta sosial dan fakta hukum dalam 
kader NU dapat cermati secara baik dan namun sering kita 
melihat banyak hal kejadian pelanggaran norma-norma 
sosial maupun norma hukum dilakukan ole anak yang 
dengan melakukan hubungan persetubuhan sebagaimana 
layaknya suami istri tanpa melewati perkawinan. Dalam 
Undang-Undang Ono.1 Tahun 1974 tentang perkwainan 
dikatakan perkawinan diperkenankan ketika anak sudah 
mencapai 16 tahun (untuk perempuan) dan 19 tahun 
(untuk laki-laki) 4 artinya secara psikologis tingkat 
kedewasaan antara kaum perempuan dengan laki-laki 
lebih dewasa kaum perempuan. Kejadian yang sering 
kita jumpai dalam masyarakat terkait dengan perbuatan 
terlarang yang dilakukan oleh anak (Baca:Zina) baik laki- 
laki maupun perempuan yang sama-sama berusia 16 tahun 
atau yang belum dewasa tetapi anak sudah memenuhi 
syarat untuk melakukan perkawinan tetapi belum dewasa 
menurut ketentuan dalam Undang-undang no.23 tahun 
2002 tentang perlindungan anak dan dilakukan suka sama 
suka akan tetapi orang tua anak perempuan tidak terima 
bagaimanamakah sanksinya. 
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Menjawab permasalahan ini dikatakan mudah ya — 
mudah, dikatakan susahmnya-susah artinya gampang- 
gampang susah karena saya katakan kedua anak yang telah 
“kasmaran” ini telah tersesat tetapi menikmati kesesatan 
itu, oleh karena itu dengan hukumantindakan5 sudah cukup 
untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar, artinya 
tidak perlu di pidana karena hukum pidana diangap sebagai 
ultimum remedium (obat terakhir) untukmemberikan 
sanksi, katika sanksi lain yang di berikan tidak efektif yang 
dapat menimbulkanefek jera sehingga tidak mengulangi 
perbuatan jahat yang pernah dilakukan (taubatan nasukha) 


Dalam Undang Undang no.3 tahun 1997 tentang 
Peradilan Anak dikakatanAnak nakal adalah anak 
yang melakukan tindak pidana atau anak yang 
melakukan perbuatan yang di nyatakan terlarang bagi 
anak baik menurut peraturan perundangan maupun 
menurutperaturan hukum lain yang hidup dan berlaku 
dalam masyarakat . Dengan demikian ada kategori anak 
nakal yaitu: 


1. Melakukan perbuatan pidana 

2. Melakukan perbuatan yang di larang bagi anak 

Sebagaimana diketahui dalam dalam Undang-Undang 
no. 8 tahun 1997 dikatakan khususnya Pasal 23 ayat (1) 
Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah 
pidana pokok dan pidana tambahan. Sedangkan ayat (2) 
Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal 
ialah: 

a. pidana penjara, 

b. pidana kurungan, 

c. pidana denda, atau 

d. pidana pengawasan. 


132 


Sedangkan ayat (3) Selain pidana pokok sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat 
juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan 
barangbarang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. 
Untuk ayat (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata 
cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. Pasal 25 ayat (1) Terhadap Anak 
Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf 
a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24. 


Sedangkan ayat (2) Terhadap Anak Nakal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim 
menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24. Apabila melakukan perbuatan pidana maka 
hukumannya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 23 
yaitu berupa: 

a. pidana penjara, 

b. pidana kurungan, 

c. pidana denda, atau 

d. pidana pengawasan. 

Apabila melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak 
baik menurut peraturan perundangan maupun menurut 
peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam 
masyarakat maka hukumannya adalah sebagaimana diatur 
dalam pasal 24 yaitu berupa: 


a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang 
tua asuh: 


b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti 
pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau 
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c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau 
Organisasi Sosial Kemasyarakatan yangbergerak di 
bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. 


Fenomena sosial, fakta sosial dan fakta hukum dalam 
kader NU dalam melihat problema ini yang demikian ini 
ketika orang tua perempuan (baca: korban) oleh penyidik 
Kepolisan maupun Kejaksaan dalam praktik untuk anak 
nakal sering menggunakan/ dikenakan dakwaan alternatif: 


Pertama: Melakukan tindak pidana dengan cara 
melawan hukum melakukan perbuatan dengan sengaja 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak melakukanpersetubuhan dengannya 
atau dengan orang lain. Kedua: Melakukan tindak pidana 
bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang 
dikatehuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur 
perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata 
berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya 
untuk kawinn ,sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat 
(1) KHUPidana. 


Fenomena sosial, fakta sosial dan fakta hukum dalam 
kader NU melihat dalam proses hukum baik dalam 
penuntutan oleh jaksa maupun maupun penjatuhan putusan 
pemidanaan oleh oleh hakim hanya melihat pada satu sisi 
peraturan perundangan yaitu Undang-Undang no.23 
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tanpa melihat 
Perundangan lain karena perbuatan yang terlarang di 
lakukan oleh sama-sama masih anak maka tentunya juga 
menggunakan Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang 
Peradilan anak, dan usia kawin sebagaimana ditentukan 
dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974. Kemudian 
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marilah kita pahami bersama teori-teori pidana modern 
yang sekarang dianut KUHAP kita, lebih mendasarkan 
diri pada penghargaan hak asasi manusia, bahwa 
pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki dan menginsafi 
diri pelaku dengan mempertimbangkan orang, perbuatan, 
niat (sikap batin) serta hubungan sebab akibat terjadinya 
perbuatan pidana. Dengan mendasarkan diri pada hukum 
adalah sarana mencapai kebenaran dan keadilan dengan 
menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. 


Marilah kita bersama dalam peradilan ini kita 
mengungkapkan kebenaran yang seadil-adilnya dengan 
tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang 
melekat pada setiap manusia, khususnya diri para terdakwa 
yang juga masih anak-anak. Oleh karena itu dalam 
kontek tulisan ini masalahnya bukanya pada Perbedaan 
penafsiran teks peraturan karena peraturan tidak jelas atau 
kekosongan aturan hukum akan tapi lebih pada perbedaan 
penafsiran atas fakta, apakah ini sudah menjadi fakta 
hukum ataukahkah masih fakta sosial atau bahkan masih 
menjadi fenomena sosial. 


Marilah kita lihat kasusnya seakan peneliti ingin 
mengajak para pembaca seakan menjadi penegak hukum 
(Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat) untuk berandai-andai 
mengadilinya dan menelaah menjadi sebuah keputusan 
sebagaimana diamanatkan dalam perundang-undangan 
yakni pancasila dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang 
maha Esa artinya setiap keputusan harus mengandung 
irah-irah “Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa” 


Bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar 
ketentuan sebagaimanana Surat dakwaan Jaksa Penuntut 
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Umum, dalam dakwaan Pertama: Pasal 81 ayat (2) 
Undang-Undang no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, terdakwa harus terbukti dan memenuhi unsur: 
Bahwa Setiap orang atau barang siapa, artinya adresatnya 
adalah semua orang yangmempunyai hak dan kewajiban 
sehinga dikatan sebagai subyek hukum, dimana perumusan 
undang-undang mengharuskan adanya unsur pribadi 
sebagai subyek hukum yang ada pada diri si pembuat, yang 
tanpa adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf 
yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hal hal ini 
adalah terdakwa, dan apabila terdakwa memenuhi rumusan 
tersebut maka oleh karena itu unsur Setiap Orang ini 
terpenuhi. Unsur dengan cara melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan. Bahwa demikian juga yang di 
maksud dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan haruslah dimaknai dengan melakukan 
pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga 
orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu. Bahwa 
demikian juga yang di maksud serangkaian kata bohong 
haruslah dimaknai dipakainya banyak kata-kata bohong, 
sedangkan satu kata bohong tidaklah cukup, oleh karena 
itu serangkaian kata bohong haruslah tersusun sedmikian 
rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan 
kebohongan yang lain, sehinggakeseluruhan merupakan 
cerita sesuatu seakan-akan benar adanya. 


Bahwa sebaliknya, jika Jaksa Penuntut Umum tidak 
menguraikan apa yang dimaksud dengan melakukan 
tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, maka 
rumusandakwaan ataupn penuntutan yang demikian 
dapat dikatakan kabur, tidak jelas (obscuurlibel). Bahwa 
bila disandingkan dengan kasus yang didakwakan Jaksa 
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Penuntut Umum kepada Terdakwa ,dalam keterangan 
Terdakwa maupun saksi korban sebelum terdakwa 
melakukan perbuatan terlarang dengan Saksi Korban di 
dahului dengan prolog dengan mengatakan “aku seneng 
karo kowe” artinya aku senang/cinta dengankamu” dan 
Saksi Korban mengatakan “aku nek meteng piye” artinya 
kalau aku hamil bagaimana” maka di jawab oleh Terdakwa 
“aku tanggung jawab, kowe tak nikah” 


Fenomena sosial, fakta sosial dan fakta hukum dalam 
kader NU dalam melihat dan memaknai akan perbedaan 
penafsiran atas fakta demikian ini sering terjadi, apakah 
itu sebenarnya adalah ungkapan rasa cinta, rasa senang 
Terdakwa terhadap Saksi Korban dan atau perbuatan 
yang dikategorikan sebagai melakukan tipu muslihat, atau 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, 
sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum(JPU). 
Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan juga 
keterangan Terdakwa dan Saksi Korban adalah sudah 
lama pacaran, dan keduanya juga sudah saling bertemu 
ditempat-tempat lain selain di rumah saksi. Bahwa 
perbuatan terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa dan 
Saksi Korban adalah suka sama suka, hal ini sesuai dengan 
keterang salah satu saksi yang mengatakan sebelum kenal 
Saksi Korban minta dikenalkan pada Terdakwa karena 
saksi korban suka/senang dengan Terdakwa. Bahwa oleh 
karena itu apabila ungkapan sebagaimana dimaksud diatas 
antara Terdakwa dan saksi Korban dimakanai sebagai tipu 
muslihat/serangkaian kebohongan maka Unsur dengan 
cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan 
terpenuhi dan sebaliknya apabila dimaknai sebagai 
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ungkapan rasa cinta, rasa senang Terdakwa terhadap Saksi 
Korban maka Unsur dengan cara melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan tidak terpenuhi sama sekali. 


Unsur Membujuk anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau oranglain: Bahwa demikian juga dengan 
unsur membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya 
atau orang lainy membujuk melakukan pengaruh dengan 
kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya 
untuk berbuat sesuatu dan apabila ia mengetahui 
permasalahannya dan akibatnya dia tidak akan berbuat 
demikian. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban 
sudah saling mengenal, saling pacaran, dan suka sama 
suka, dan datang ke Rumah tanpa paksaan/ tipu muslihat 
sehingga sebelum melakukan perbuatan yang dilarang 
tersebut, telah terjadi prolog dengan mengatakan “aku 
seneng karo kowe” artinya aku senang/ cinta dengan kamu” 
dan di jawab oleh saksi korban “aku nek meteng piye” artinya 
kalau aku hamil bagaimana” 


Persoalan kedua siapa sebenarnya dilindungi? 
sebenarnya filosofis dalam perlindungan anak tentunya 
anak yang masih belum berumur 18 tahun (delapan belas 
tahun) baik korban atau Terdakwa, terutama perempuan 
yang karenaakanmelahirkan anak-anak bengsadi kemudian 
hari kelak oleh karena perempuan yang bagaimana yang 
dilindungi, yaitu perempuan yang bermoral bermartabat 
dan tidak bisa menga martabatnya, hal ini sejalan dengan 
pepatah jawa yang menagatakan “sedumuk batuk senyari bumi 
den lakoni taker pati pecahing dodo utahing ludiro” artinya 
kurang lebih adalah mempertahankan martabat wanita 
itu dilakukan sampai titik darah pengahibsan” adalah 
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mustahil anak-anak bangsa ini akan baik bila dilahirkan 
dari perempuan yang tidak bermartabat dan amoral, 
demikian juga tidak ada dalam Al-Our'an Surat AR Rijal 
yang ada Surat An Nisa oleh karenanya agar wanita bisa 
menjaga martabatnya sehingga kelak melahirkan bangsa 
yang bermartabat. 


Sebenarnya masih banyak fokus dalam perlindungan 
anak ini misalnya: 


Anak-anak yang dalam situasi dan keadaan darurat 
Anak —anak yang terlibat dalam masalah hukum 
Anak-anak yang menjadi korban human trafficking 
Anak dalam korban kekerasan 


SA SU Sau 


Anak-anak yang berasal dari lingkungan minoritas/ 
marjinal 


Kade NU), Melihat, Memaknai, dan Mengimbangi 


Dari pembahasan diatas maka dapat memberikan 
kesimpulan sederhana yang dapat meliputi sebagai berikut: 


1.Fenomena sosial, fakta sosial dan fakta hukum 
dalam kader NU melihat bahwa anak adalah bagian 
dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya 
manusia yang merupakan potensi dan penerus cita- 
cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan 
strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, 
memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam 
rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan 
fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, 
dan seimbang, Oleh karena itu untuk melaksanakan 
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pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap 
anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut 
kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih 
mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan 
mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak 
perlu dilakukan secara khusus, 


. Fenomena sosial, fakta sosial dan fakta hukum dalam 


kader NU memaknai harus sesuai faktanya yang 
ada tidak mempunyai niat jahat/mensrea untuk 
tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang 
semestinya tidak/belum waktunya di lakukan baik 
oleh Terdakwa mapun Saksi Korban dan tidak ada 
niat untuk melarikan diri dari tanggung jawab atas 
perbuatannya karena terdakwa senang/mencintai 
Saksi Korban meskipun tidak disetujui oleh orang 
tua korban 


. Keinginan Terdakwa melalaui orang tuanya untuk 


berdamai dengan jalan di kawinkan walaupun masih 
belum memenuhi syarat perkawinan sebagaimana 
di atur dalam pasal 7 ayat (1) UU no.1 tahun 1974 
tentang perkawinan, namun tidak diterima oleh 
orang tuanya Saksi Korban. 


. Fenomena sosial, fakta sosial dan fakta hukum dalam 


kader NU memberikan bahwa Perbuatan antara 
terdakwa dengan saksi korban adalah perbuatan yang 
terlarang bagi anak oleh karenanya dapat dikatakan 
“perbuatan tersesat tetapi manikmati kesesatan 
itu” oleh karena tidak perlu dipidana sebagaiman 
ditentukan dalam pasal 23 Undang-Undang no.3 
tahun 1997 tetapi cukup untuk di berikan Tindakan 
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sebagaimana di tentukan dalam pasal 24 Undang- 
undang no.8 tahun 1997 untuk mengembalikan 
mereka ke jalan yang benar, mengingat pidana adalah 
Ultimum Remedium. 
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NU KALBAR DAN PERGERAKAN 
PEREMPUAN 


Herniwati, S.H., M.H. 
Fatayat NU Kota Singkawang 


Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama 


Kehadiran Nahdlatul Ulama di Nusantara merupakan 
sejarah panjang dari sebuah perjuangan dari berbagai 
masalah keagamaan, peneguhanmazhab, sertaalasan-alasan 
kebangsaan dan sosial di masyarakat. Pada awalnya para 
kiai pondok pesantren mendirikan organisari pergerakan 
Nahdlatul Wathon (Kebangkitan Tanah air) pada tahun 
1916, Nahdlatul Tujjar (Kebangkitan Saudagar) pada 
tahun 1918 yang digawangi oleh KH Wahab Chasbullah. 
Sebelumnya pada tahun 1914 KH Wahab Chasbullah juga 
mendirikan kelompok diskusi yang diberi nama Taswirul 
Afkar atau Kawah Candradimuka pemikiran, ada juga yang 
menyebutnya Nahdlatul Fikr atau Kebangkitan pemikir. 
Dari komunitas dan organisasi-oraganisasi tersebut 
merupakan cikal bakal dari kelahiran Nahdlataul Ulama 
dengan segmen dan cakupan yang lebih luas. 


Problem keagamaan global yang dihadapi para ulama 
pesantren ialah ketika Dinasti Saud di Arab Saudi ingin 
membongkar makam Nabi Muhammad SAW karena 
menjadi tujuan ziarah seluruh Muslim di dunia yang 
dianggap bid ah. Selainitu, Raja Saudjugaingin menerapkan 
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kebijakan untuk menolak praktik bermazhab di wilayah 
kekuasaannya. Karena ia hanya ingin menerapkan Wahabi 
sebagai mazhab resmi kerajaan. Rencana kebijakan tersebut 
lantas dibawa ke Muktamar Dunia Islam (Muktamar 
Alam Islami) di Makkah. Bagai ulama pesantren, sentimen 
anti-mazhab yang cenderung puritan dengan berupaya 
memberangus tradisi dan budaya yang berkembang di dunia 
Islam menjadi ancaman bagi kemajuan peradaban Islam itu 
sendiri. Choirul Anam (2010) mencatat bahwa KH Abdul 
Wahab Chasbullah bertindak cepat ketika umat Islam 
yang tergabung dalam Centraal Comite Al-Islam (CCI)- 
-dibentuk tahun 1921--yang kemudian bertransformasi 
menjadi Centraal Comite Chilafat (CCC)—dibentuk 
tahun 1925—akan mengirimkan delegasi ke Muktamar 
Dunia Islam di Makkah tahun 1926. Sebelumnya, CCC 
menyelenggarakan Kongres Al-Islam keempat pada 21-27 
Agustus 1925 di Yogyakarta. Dalam forum ini, Kiai Wahab 
secara cepat menyampaikan pendapatnya menanggapi 
akan diselenggarakannya Muktamar Dunia Islam. Usul 
Kiai Wahab antara lain: “Delegasi CCC yang akan dikirim 
ke Muktamar Islam di Makkah harus mendesak Raja Ibnu 
Saud untuk melindungi kebebasan bermazhab. Sistem 
bermazhab yang selama ini berjalan di tanah Hijaz harus 
tetap dipertahankan dan diberikan kebebasan”. Kiai Wahab 
beberapa kali melakukan pendekatan kepada para tokoh 
CCC yaitu W. Wondoamiseno, KH Mas Mansur, dan H.O.S 
Tjokroamonoto, juga Ahmad Soorkatti. Namun, diplomasi 
Kiai Wahab terkait Risalah yang berusaha disampaikannya 
kepada Raja Ibnu Sa'ud selalu berkahir dengan kekecewaan 
karena sikap tidak kooperatif dari para kelompok modernis 
tersebut. Hal ini membuat Kiai Wahab akhirnya melakukan 
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langkah strategis dengan membentuk panitia tersendiri 
yang kemudian dikenal dengan Komite Hijaz pada Januari 
1926. 


Sejarah mencatat pembentukan Komite Hijaz 
merupakan embrio lahirnya Nahdlatul Ulama. Tujuan 
pembentukan Komite Hijaz untuk mengirim delegasi 
Muktamar Dunia Islam dengan restu dari KH Hasyim 
Asy'ari. Pada tanggal 31 Januari 1926, Komite Hijaz 
mengundang para ulama terkemuka untuk membahas 
mengenai utusan yang akan di kirim ke Muktamar di 
Mekkah. Para Ulama yang dibawah pimpinan KH.Hasyim 
Asy'ari datang ke Kertopaten, Surabaya bersepakat 
menunjuk KH Raden Asnawi Kudus sebagai delegasi Komite 
Hijaz. Tetapi setelah KH Raden Asnawi terpilih, ada yang 
yang dipertanyakan atas nama siapa atau dari institusi apa 
yang memiliki hak untuk mengirim KH. Asnawi tersebut. 
Sejak saat itu maka lahirlah Jam'iyah Nahdlatul Ulama ( 
nama yang di usulkan oleh KH Mas Alwi Bin Abdul Aziz) 
pada 16 Rajab 1344 H yang bertepatan dengan 81 Januari 
1926 M. 


Berdasarkan perjalanan panjang lika-liku hadirnya 
Nahdlatul Ulama merupakan ikhtiar lahir dan batin. 
Nahdlatul Ulama atau yang di singkat NU lahir 
berdasarkan petunjuk dari Allah SWT. Dengan peristiwa 
sejarah itu membuktikan bahwa kelahiran Nu tidak hanya 
merespon kondisi rakyat yang sedang terjajah, masalah 
keagamaan, dan masalah sosial di tanah air, namun juga 
menegakkan warisan-warisan kebudayaan dan peradapan 
islam yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad dan 
para Sahabatnya. Islam konsep Nu merupakan agama yang 
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Rahmatan lil Alamin dengan makna Islam adalah agama 
rahmah, kasih sayang terhadap sesama manusia dan alam 
semesta serta kontra terhadap kekerasan dan agresivitas 
terhadap sesama manusia dan alam semesta. Setiap 
tanggal 31 Januari merupakan hari kelahiran Nu menurut 
perhitungan tahun Masehi, sedangkan pada tanggal 16 
Rajab merupakan kelahiran Nu berdasarkan tahun Hijriah. 
Sejak NU lahir 81 Januari 1926 hingga 31 Januari 2022 usia 
Nahdlatul Ulama 96 tahun, hampir 1 (satu) abad kehadiran 
Nu sudah memberikan kehidupan beragama yang ramah 
ditengah pluralisme bangsa Indonesia. 


Pergerakan Fatayat Nu 


Fatayat Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi 
pemudi (wanita muda) Islam, yang merupakan salah satu 
lembaga otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama. Fatayat 
didirikan di Surabaya pada tanggal 24 April 1950 M, 
bertepatan dengan 7 Rajab 1369 H. Pergerakan Perempuan 
Nu atau Fatayat Nu ditanah air: 


Pertama: Yahap perintisan (1950-1953), Yahap ini 
dimulai dari kota Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya oleh 
beberapa orang perempuan, yakni Khuzaemah Mansur, 
Aminah Mansur dan Murtosijah Chamid. Ketiganya 
dikenal dengan sebutan “Tiga Serangkai” pendiri Fatayat 
NU. Nama lain adalah Nihayah Bakri, Maryam Thoha dan 
Asnawiyah. Pada masa-masa ini, tenaga dan pikiran yang 
harus dikerahkan para perintisnya sungguh luar biasa. 
Mereka harus berjuang bagaimana meyakinkan organisasi 
induknya, yakni Nahdhatul Ulama tentang perlunya 
dibentuk wadah perempuan dalam organisasi ini. Mereka 
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melakukan loby-loby terhadap petinggi NU dan para kyai 
kharismatik. Tak jarang pula, mereka harus menghadapi 
tantangan yang dapat melemahkan semangat mereka. 
Proses yang mereka mulai pada tahun 1950 baru disahkan 
oleh PBNU sebagai organisasi badan otonom pada tahun 
1952 pada Muktamar NU di Palembang. Tahun -tahun ini 
cukup sulit, karena beliau-beliau harus merekrut anggota 
dimulai dari orang-orang terdekat dan disekitar wilayah 
yang kemudian menjadi embrio terbentuknya cabang- 
cabang, ranting dan wilayah. Pembentukan program- 
program organisasi dengan dana swadaya tanpa bantuan 
pihak lain. Kontribusi penting Fatayat NU yang perlu 
disebut pada periode ini adalah bahwa kehadirannya 
telah “mencerahkan” kaum perempuan lapisan bawah 
yang berkultur santri. Prioritas programnya mendirikan 
lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan 
tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga sekolah guru. 
Mereka pun melakukan pemberantasan buta huruf (ini 
karena di NU saat itu banyak perempuan yang hanya 
bisa membaca huruf Arab, tetapi tidak bisa huruf 
latin), menyelenggarakan kursus keterampilan, seperti 
menjahit, menyulam, membordir, memasak, dan lain-lain. 
Disamping itu, menyelenggarakan kursus-kursus, seperti 
kursus bahasa Inggris. Bahkan pada saat menghadapi 
revolusi, mereka mengikuti latihan militer: menembak, 
menggunakan granat, dan sebagainya. 


Kedua:Tahap kedua adalah periode pengembangan 
dan konsolidasi organisasi (1953-1969). Pada periode ini 
telah mulai terbentuk organisasi Fatayat di hampir seluruh 
Indonesia, seperti Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera 
mulai dari wilayah hingga ranting. Bahkan, pada tahun 
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1956, Fatayat NU telah menyelenggarakan kongres ke-3 
di Medan dalam situasi yang tidak aman karena bertepatan 
dengan peristiwa “Pemberontakan Simbolon”. Ini sebagai 
catatan bahwa Fatayat NU pada masa-masa ini telah 
mempunyai kesadaran kebangsaan bahwa organisasi ini 
bukan hanya semata-mata beranggotakan dan berbasis 
pada etnis tertentu, melainkan milik umat Islam di seluruh 
Indonesia. 


Pada periode ini, disamping melanjutkan program yang 
telah dibentuk dan dilaksanakan oleh generasi perintis, 
Fatayat NU memperkuat programnya dengan kursus- 
kursus. Kursus bahasa Indonesia sangat ditekankan karena 
pada waktu itu anggota Fatayat dari berbagai wilayah 
dan cabang hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa 
daerahnya, tetapi belum bisa komunikasi dengan bahasa 
nasionalnya. 


Dalam upaya meningkatkan dan memperkuat 
sumber daya anggota, berbagai bentuk pelatihan kader 
kepemimpinan pun dilakukan. Dari berbagai proses 
pelatihan kader ini akan terseleksi calon-calon pemimpin 
perempuan yang kelak menjadi pemimpin organisasi, 
pemimpin agama dan pemimpin bangsa. Media komunikasi 
pun mulai dibuat dengan nama majalah “Melati”, meskipun 
hanya sempat terbit dengan tiga edisi. Kartu anggota 
pun mereka buat, mengingat sudah tersebarnya anggota 
Fatayat di seluruh Indonesia. 


Usaha-usaha untuk mensosialisasikan organisasi 
Fatayat Nu ke publik berbagai kegiatan dilakukan dengan 
mengikuti pertunjukan Drumband, menggelar Musabagoh 
Tilawatil Gur'an dan sebagainya. Walaupun pada saat 
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menggelar pertunjukan drumband meninggalkan sedikit 
catatan, yakni beberapa aktifis Fatayat Nu dipanggil oleh 
para Kyai karena ada kekhawatiran terdapat pelanggaran 
syariah. Akan tetapi dengan memberikan penjelasan tujuan, 
maka para kyai akhirnya memahami. Kegiatan rutin yang 
dilakukan fatayat Nu dengan ciri khas adalah pengajian 
bersama-sama membaca Al-guran, tahlil, membaca 
dibaiyah dan belajar bersama kitab Kuning, Hadist, figih, 
tafsir dan lain-lain. Yang pada saat itu didukung penuh oleh 
para kyai, seperti kyai Muhammad Dahlan, Kyai Masykur, 
Kyai Syaifuddin zuhri. 


Peran NU Dan Fatayat NU dalam Pergerakan 
Perempuan 


Pada era Soekarno yang dijuluki Orde Lama, 
memberikanruang gerak perempuan cukuppositif. Menurut 
saksi sejarah mengungkapkan, iklim pemerintahan pada 
waktu itu memberikan posisi perempuan yang memiliki 
kecerdasan intelektual pada posisi-posisi stategis dalam 
pemerintahan. Hal ini menjadi pemikiran di lingkungan 
Nahdlatul Ulama pada saat itu. Pada Kongres Syuriah 
NU tahun 1957 ditetapkan bahwa perlu ada perwakilan 
perempuan di legislatif (DPR/ DPRD). Pada masa-masa 
ini sejumlah perempuan NU dari Partai politik NU pun 
menjadi anggota legislatif dari berbagai perwakilan 
daerahnya, seperti Maryam Junaidi dan Hadiniyah Hadi 
dari Jawa Timur, Mahmudah Mawardi dan Maryam 
Kartasumpena dari Jawa Tengah, dan Asmah Syahruni 
dari Kalimantan Selatan. Dari hasil rekapitulasi pemilihan 
umum 1955 menghasilkan 4 (empat) partai politik yang 
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paling unggul yaitu: PNI (57 kursi), Masyuni (57 Kursi), 
NU (45 Kursi) dan PKI (39 kursi). Dan Partai Nu termasuk 
partai politik terunggul no.3 (tiga) dari 52 konstestan yang 
terdiri dari partai politik dan perorangan, tetapi yang 
berhasil meraih kursi hanya 27 partai saja. 

Keikutersertaan perempuan dalam lembaga legislatif 
di Indonesia dimulai pada tahun 1950-an. Di tahun tersebut 
kaum perempuan yang berhasil menduduki kursi legislatif 
pusat pada periode tahun 1950-1956 berjumlah 17 orang 
atau sekitar 6,340 dari jumlah total 289 orang anggota 
DPR. Pada periode masa konstituante tahun 1956-1959 
mengalami peningkatan menjadi 25 orang namun jika 
dipersenkan lebih kecil yaitu hanya 5,190 dari jumlah total 
513 orang anggota DPR. 


Selain di legislatif, banyak juga perempuan pada masa 
pemerintahan Era Presiden Soekarno menjadi pemimpin 
di tingkat lokal, seperi ketua Rukun Tetangga (RT), Rukun 
Warga (RW), dan Kepala Desa, meskipun belum ada yang 
menjadi Bupati atau Gubernur. Bahkan pada tahun 1962, 
di antara anggota perempuan NU ada yang mencalonkan 
dirinya sebagai Kepala Desa (Kades) dan membutuhkan 
rujukan keagamaannya melalui pandangan para ulama 
(Syuriah PBNU). Maka pada tahun 1962, Muktamar 
PBNU di Salatiga, mengeluarkan fatwa bahwa perempuan 
NU diperbolehkan menjadi kepala desa. 


Pada Orde Lama atau masa pemerintahan Presiden 
Soekarno, perempuan diberikan ruang gerak yang cukup 
terhormat dalam dunia peradilan. Nahdlatul Ulama 
adalah salah satu organisasi yang mempunyai pandangan 
keagamaan progresif yang memperbolehkan perempuan 


150 


menjadi hakim agama, suatu pandangan yang cukup 
maju di dunia Islam karena telah mengubah cara berfikir 
ketidakpercayaan sebagian besar orang yang dilegitimasi 
oleh penafsiran agama terhadap kesaksian perempuan. Pada 
tahun 19583, Syuriah Nahdlatul Ulama menetapkan suatu 
kebijakan bahwa perempuan diperbolehkan memasuki 
Fakultas Syariah, dan sebagai konsekwensi dari kebijakan 
tersebut, perempuan diperbolehkan menjadi hakim agama, 
sebuah posisi yang hingga kini di beberapa negara Islam 
tidak diperbolehkan, seperti Malaysia dan Saudi Arabia. 
Kebijakan tersebut muncul ketika KH. Wahid Hasyim 
menjabat sebagai Menteri Agama RI (1958). 


Perempuan Nahdlatul Ulama pun pada masa-masa 
ini bisa mengeluarkan pandangan-pandangannya dalam 
jajaran Pengurus Syuriah Besar Nahdhatul Ulama 
(PBNU). Pada tahun 1956, nama-nama yang pernah 
masuk dalam jajaran ini adalah Khairiyah Hasyim, Nyai 
Fatmah dan Machmudah Mawardi. Sejarah terulang pada 
kepengurusan Syuriah Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 
masa khidmat 2022-2027 dibawah pimpinan ketua umum 
KH. Yahya Cholil Staguf. Beberapa perempuan yang masuk 
kepengurusan PBNU yaitu berada di jajaran Mustasyar 
seperti Nyai Nafisah Sahal Mahfudz, Nyai Sinta Nuriyah 
Abdurahman Wahid, istri Abdurrahman Wahid (Gus Dur), 
dan Nyai Mahfudloh Ali Ubaid. Selain itu di jabatan Awan 
yaitu, Nyai Nafisah Ali Masum, Nyai Badriyah Fayumi, 
serta Nyai Ida Fatimah Zaenal. Juga di Tanfidziyah ada 
nama Khofifah Indar Parawansa serta Alissa Ootrunnada 
Wahid, putri Gus Dur, sebagai Ketua. 


Kehadiran tokoh-tokoh perempuan dalam 
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kepengurusan syuriah Besar Nahdlatul Ulama periode 
2022-2027 membawa angin segar untuk pemikiran- 
permikiran ketewakilan gender kedepan. Semoga tidak 
hanya pada Tingkat pusat (PBNU) namun juga pada tingkat 
wilayah (PWNU) dan pada tingkat cabang (PCNU) se 
Tanah Air mengikut sertakan gender dalam kepengurusan 
Nahdlatul Ulama. 


Pergerakan Perempuan dan Politik 


Hasil dari buah pemikiran pada Kongres Syuriah 
NU tahun 1957 ditetapkan bahwa perlu ada perwakilan 
perempuan di legislatif (DPR/DPRD), pada tahun 1958 
Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 68 
Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. 
Undang-undang ini mengatur mengenai perwujudan 
kesamaan kedudukan (non diskriminasi), jaminan 
persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi 
dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi 
Jabatan birokrasi dan jaminan partisipasi dalam organisasi 
politik. 

Namun sejak era reformasi yang ditandai dengan 
pengunduran diri Presiden Soeharto pada tangggal 28 
Mei 1998, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 
(empat) kali amandemen (perubahan), yaitu pada pasal 
28 H ayat (2) yang menyatakan” Setiap orang berhak 
mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk 
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna 
mencapai persamaan dan keadilan”. Ketentuan ini sebagai 
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landasan yang kuat untuk semua golongan warga negara 
untuk bebas dari diskriminasi sistematik dan struktural 
dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk didalamnya 
aspek politik. 

Sebagai kebijakan afirmatif terhadap perempuan 
dalam bidang politik pasca berlakunya perubahan Undang- 
Undang Dasar 1945 dimulai dengan disahkanya Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, 
DPD, dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan 
berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan 
agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan 
keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 3040 di 
dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. 
Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu 
DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: “Setiap Partai Politik 
Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, 
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap 
Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan 
perempuan sekurang-kurangnya 3096”. 


Waktu demi waktu keterwakilan perempuan semakin 
disempurnakan melalui Undang-undang Nomor 2 tahun 
2008 tentang partai politik yang mengatur syarat pendirian 
partai politik pada pasal 2 menyatakan: “Pendirian dan 
pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menyertakan 8046 (tiga puluh perseratus) 
keterwakilan perempuan”. Pada ayat sebelumnya 
dinyatakan bahwa: “Partai Politik didirikan dan dibentuk 
oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara 
Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun 
dengan akta notaris". Hingga pada saat ini secara khusus, 
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Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 
Umum (Pemilu) yang mengatur secara tegas pada pasal 
173 ayat (2) huruf e dengan mengisyaratkan menyertakan 
paling sedikit 304 (tiga puluh persen) keterwakilan 
perempuan pada penggurusan partai politik pada tingkat 
pusat. Untuk pencalonan anggota legislatif — tingkat 
pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota 
memuat keterwakilan perempuan paling sedikit atau batas 
minimum yang ditentukkan sebanyak 3046 (tiga puluh 
persen) sebagaimana diatur pada pasal 245 Undang- 
undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. 


Kemudian dipertegas dengan Peraturan KPU No. 
6 Yahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan 
Penetapan Partai Politik, Peserta Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah juga menyertakan paling sedikit 3046 (tiga puluh 
persen) keterwakilan perempuan dalam kepengurusan 
partai politik tingkat pusat, dan meperhatikan 3046 (tiga 
puluh persen) keterwakilan perempuan tingkat provinsi 
maupun tingkat Kabupaten/ kota. Hal ini menegaskan 
juga bahwa keterwakilan kaum perempuan pada politik 
tidak hanya pada saat pencalonan legislatif namun dalam 
kepengurusan partai politik juga mengisyaratkan kuota 
30760 (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan masuk 
didalamnya. 


Selain sebagai peserta dalam pemilu, pendirian partai 
politik dan kepengurusan ketewakilan perempuan minimal 
3040 juga diberikan pada penyelenggara pemilu yang 
dimulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 
Tentang Penyelenggara pemilu mengatur agar komposisi 
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penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan 
perempuan minimal 3076. Pasal 6 ayat (5) UU tersebut 
menyatakan bahwa: “Komposisi keanggotaan KPU, KPU 
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan 
keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 3046 (tiga 
puluh perseratus)”. Hal ini diperbaharui hingga saat ini 
melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 
Pemilihan Umum pada pasal 10 ayat (7) menyatakan: 
“Komposisi keanggotaan KPU, Keanggotaan KPU Provinsi, 
dan Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan 
keterwakilan perempuan paling sedikit 30 6 (tiga puluh 
persen). 


Peran perempuan Nahdalatul Ulama melalui fatayat 
NU dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan di 
DPR maupun DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dengan 
tetap mendorong dan tetap mempertahankan penerapan 
sistem Kebijakan Afirmatif (Affirmative action) dengan 
kuata 3046 keterwakilan perempuan pada ranah politik, baik 
dalam kepengurusan partai politik maupun kemampuan 
dalam penetapan bakal calon legislatif serta dalam kuata 
penyelenggara pemilu. 


DAFTAR BACAAN 


https://www.nu.or.id/fragmen/sejarah-singkat- 
berdirinya-nahdlatul-ulama-VpzA0 


https://fatayatnu.or.id/ sejarah/ 


https:// www.bps.go.id/statictable/ 2009/083/04/15738/ 
hasil-penghitungan-suara-sah-partai-politik-peserta- 
pemilu-legislatif-tahun-1955-2019.html 
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Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu 
DPR, DPD, dan DPRD. 

Undang-Undang Nomor 2 Yahun 2008 Tentang Partai 
Politik. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang 
Penyelenggara pemilu. 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 


Umum. 


Peraturan KPU No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, 
Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik, Peserta 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
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IMAJINASI KESETARAAN 
DI TUBUH NU KALBAR 


Oleh: Putriana 
Fatayat NU Kalbar 


Perempuan Nahdhiyyin Siap Tampil 


Sebagai organisasi Islam terbesar yang mendukung 
kehadiran perempuan dengan memunculkan Banom- 
banom organisasi perempuan seperti Muslimat NU, 
Fatayat NU dan IPPNU, tentu Nahdhatul Ulama 
menginginkan lahirnya kader-kader perempuan yang 
mampu menyetarakan diri dengan laki-laki Nahdhiyyin. 


NU pun telah banyak melahirkan tokoh-tokoh pemikir, 
pembela perempuan yang banyak membincang pentingnya 
kesetaraan, mereka misalnya Musdah Mulia, Etin Anwar, 
Maria Ulfa Anshor, Neng Dara Affiah dan lain sebagainya. 
Tak hanya kalangan perempuan, para pembincang 
kesetaraan yang lahir dari rahim NU juga diramaikan oleh 
sosok laki-laki seperti KH. Husein Muhammad, Masdar 
Farid Mas'udi, Nasaruddin Umar, Fagihuddin Abdul 
Oodir, Marzuki Wahid hingga Syafig Hasyim. 


Dinamika dalam Muktamar, Munas dan Konbes 
Nahdhatul Ulama juga turut menghasilkan keputusan 
yang progresif akan kehadiran perempuan. Beberapa 
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di antaranya seperti dibolehkannya perempuan menjadi 
anggota legislatif (sebagai DPR RI atau DPRD), sebuah 
keputusan Konferensi Besar Syuriyah NU pada tahun 1957 
di Surabaya. Berikutnya lagi, dibolehkannya perempuan 
menjadi Kepala Desa dalam Muktamar NU pada tahun 
1962 di Salatiga. Selanjutnya, tentang Makanat al-Mar'ah 
fi al-Islam, yakni dibolehkannya perempuan menjabat 
urusan publik seperti menjadi presiden, sebuah maklumat 
yang lahir dari Munas Alim Ulama NU pada tahun 1997 
di Lombok, serta keputusan-keputusan progresif lain 
demi kepentingan perempuan nahdhiyyin. Dan tentunya, 
deretan keputusan ini menjadi pijakan penting bagi 
kalangan perempuan Nahdhiyyin untuk “ikutan tampil. 


Lebih lanjut, pada tahun 1960 terdapat tiga ulama 
perempuan yang diakomodasi dalam tubuh NU itu sendiri, 
yakni Nyai Fatimah, Nyai Mahmudah Mawardi dan Nyai 
Choiriyah Hasyim yang ketiganya menempati posisi 
Syuriyah. 

Kelak, kehadiran perempuan di tubuh NU sedikit 
mencapai titik ideal di era PBNU periode 2015-2021, 
karena terdapat nama-nama perempuan familiar, yakni 
Dra Hj. Sinta Nuriyah, Dra Hj. Mahfudhoh Ali Ubaid, 
Nyai Hj. Nafisah Sahal Mahfudh, Prof. Dr. Hj. Chuzaimah 
T. Yanggo, Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi, Prof. Dr. Hj. 
Istibsyaroh dan Dr. Hj. Sri Mulyati yang ketujuhnya 
menjabat posisi Awan di bawah kepemimpinan Dr. KH. 
Ma'ruf Amin dan Prof. Dr. KH. Said Agil Siroj. 


By The Way, capaian-capaian ini nyatanya belum 
dijadikan dasar untuk mengakomodir kehadiran perempuan 
di PWNU Kalbar Periode 2017-2022. Jajaran Mustaysar, 
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Syuriyah dan Yanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdhatul 
Ulama Kalimantan Barat Masa Khidmat 2017-2022 diisi 
seluruhnya oleh kalangan laki-laki, tanpa ada satu pun 
nama seorang perempuan. Padahal sejatinya di Kalimantan 
Barat, terdapat banyak perempuan NU mumpuni yang bisa 
diajak untuk berkolaborasi dan bersinergi. Misalnya dari 
para aktivis perempuan yang tergabung di Muslimat NU 
Kalbar, para perempuan ulama nahdhiyyin di Kalbar dan 
tentu juga para nyai pesanten NU yang ada di Kalbar. 


Mengapa sangat perlu mengakomodir perempuan 
di tubuh NU? Sebab sebagai organisasi induk dari 
IPPNU, Fatayat NU dan Muslimat NU, yang ketiganya 
menginginkan lahirnya pemimpin-pemimpin perempuan 
nahdhiyyin, NU tentu harus mampu merekrut perempuan 
di wadah organisasi sebagai pengabul aspirasi. 


Bahwa sebagai organisasi induk yang melahirkan 
fatwa keagamaan, sementara banom-banom hanya bisa 
mengusulkan, NU harus mau melibatkan perempuan dalam 
kepengurusan, demi lahirnya fatwa yang berkesetaraan. 
Toh, bukankah ini apa yang diinginkan NU sebagai 
organisasi induk. Memang sudah banyak perempuan 
NU yang mengambil posisi di jabatan-jabatan publik, 
seperti menjadi anggota legislatif hingga eksekutif, 
namun bukankah absurd ketika organisasi induk masih 
mengasingkan keberadaan perempuan di kepengurusan, 
sementana NU sendiri sudah menghalalkan keterlibatan 
perempuan. 


Ditambah lagi dengan fakta, dipisahkannya perempuan 
nahdhiyyin dari kelompok laki-laki, misalnya GP Ansor 


sebagai organisasi khusus pemuda, terpisah dengan 
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Fatayat NU sebagai organisasi khusus pemudi, IPNU 
sebagai kelompok pelajar putra, terpisah dengan IPPNU 
sebagai kelompok pelajar putri, serta Muslimat NU yang 
merupakan kumpulan ibu-ibu di tubuh NU terpisah dengan 
NU itu sendiri. 


Meluaskan Eksistensi Perempuan Nahdhiyyin 


Akhirnya dinamika yang terjadi di kalangan perempuan 
NU, hanya dirasakan dengan sesama perempuan NU itu 
sendiri, tidak dengan laki-laki. Sehingga, selain terbatasnya 
keputusan yang akan diambil karena harus mengekor ke 
organisasi induk, ruang eksistensi perempuan nahdhiyyin 
pun terbatas di antara mereka saja. Maka kemudian, 
wacana dan gerakan kesetaraan yang sedang digemakan 
hanya disadari oleh kaum perempuan nahdhiyyin, tidak 
dengan laki-laki nahdhiyyin. Meski lagi-lagi, perempuan 
nahdhiyyin di luar NU ikut berpolitik dengan laki-laki, 
menjadi perempuan karir dan turut mengerjakan hal- 
hal maslahat di masyarakat, namun tetap saja ketika 
mereka kembali ke organisasi NU sebagai dasar gerakan, 
perempuan nahdhiyyin hanya berdinamika dengan 
sesamanya saja (hanya bersaing dan berlomba dengan 
sesama perempuan). Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi 
perempuan Nahdhiyyin masih belum bebas dan masih 
sangat terbatas. 


Maka, salah satu cara untuk mengatasi keterpihasan 
dan keterbatasan peran perempuan nahdhiyyin di IPPNU, 
Fatayat NU dan Muslimat NU, adalah dengan melibatkan 
perempuan di kepengurusan NU. Tak terkecuali di 
NU Kalbar. Agar kemudian “kesetaraan” tak hanya 
diimajinasikan oleh kaum Nahdhiyyin Kalbar. 
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Ya, bukankah selama ini perbincangan kesetaraan 
hanya diimajinasikan dalam forum-forum diskusi, dialog, 
seminar dan juga di proses kaderisasi Banom-banom 
organisasi perempuan NU (termasuk Banom-banom 
organisasi perempuan NU di Kalbar). Yakni hanya 
menanamkan imajinasi kepada para kader perempuan NU 
tentang suksesnya Sayyidah Aisyah, Istri Nabi Muhammad 
Saw. sebagai politisi cerdas di masanya, sebagai fatner 
intelektual Rasul hingga sebagai perawi hadits terbanyak. 
Juga imajinasi tentang kesuksesan Sayyidah Khadijah, 
istri pertama Rasul, sebagai perempuan karir sukses, yang 
dari hartanya mampu membiayai Rasul dalam berdakwah 
dan lain sebagainya. Kisah nyata di masa lampau, yang 
hanya mampu diimajinasikan di masa sekarang. Akan 
menjadi lengkap rasanya, ketika perempuan turut Hadir 
di PWNU Kalbar, agar keterlibatan perempuan tak 
sekedar dikhayalkan, namun memang betul-betul dapat 
dilihat dalam gerakan PWNU Kalbar, sebagai orang tua 
yang lengkap bagi kaum Nahdhiyyin Kalbar, baik kaum 
nahdhiyyin struktural maupun kultural, baik nahdhiyyin 


laki-laki maupun perempuan. 


Eksis Bersama di Tubuh NU 


Melibatkan perempuan dalam hal ini memang bagian 
dari tugasnya Nahdhatul Ulama sebagai organisasi Islam. 
Sebab Islam mengamanahkan laki-laki dan perempuan 
untuk sama-sama menjadi khalifatullah fil ardhi. Untuk 
sama-sama eksis di muka bumi. Maka laki-laki Nahdyiyyin 
dan perempuan nahdhiyyin berhak eksis di tubuh NU, pun 
di tubuh NU Kalbar. 
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Kini, kehadiran perempuan di tubuh NU telah mencapai 
titik klimaksnya dalam struktur kepengurusan PBNU 
periode 2022-2027 di bawah kepemimpinan KH. Miftachul 
Akhyar dan KH. Yahya Cholil Staguf, dengan melibatkan 
sebelas perempuan. Tak hanya di posisi mustaysar (dewan 
penasihat) atau di posisi 2 wan (dewan pakar), namun juga 
di posisi tanfidziyah (pelaksana). Keterlibatan sebanyak 
sebelas perempuan ini baru terjadi setelah 96 tahun NU 
berdiri. 


Para perempuan dalam kepengurusan PBNU periode 
2022-2027 ini ialah antara lain, di jajaran Mustaysar 
terdapat nama Nyai Hj. Nafisah Sahal Mahfudh, Nyai Hj. 
Sinta Nuriyah A. Wahid, dan Nyai Hj. Mahfudhoh Aly 
Ubaid, di jajaran Awan terdapat nama Hj. Nafisah Ali 
Maksum, Hj. Badriyah Fayumi, Hj. Ida Fatimah Zainal, Hj. 
Dr. Faizah Ali Sibromalisi dan Nyai Hj. Masriyah Amva 
serta di jajaran Tanfidziyah terdapat nama Nyai Dra. Hj. 
Khofifah Indar Parawansa, Hj. Alissa Ootrunnada Wahid 
dan Ai Rahmayanti. 


Dengan kehadiran sebelas perempuan di struktur 
kepengurusan PBNU periode 2022-2027 ini, semoga 
menjadi pijakan bagi kepengurusan PWNU Kalbar di 
periode mendatang untuk mengakomodasi perempuan. 
Semoga. 
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NU DALAM TANTANGAN 
DAKWAH DIGITAL 
MENGHADAPI PURITANISME EKSTRIM 
DI KALIMANTAN BARAT 


Oleh: Rony Ramadhan Putra 


Puritanisme Eksrim dan Tantangan Dakwah NU 

Menghitung maju empat tahun kedepan, usia salahsatu 
organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, 
tepat satu abad. Hampir 100 tahun lamanya, tentu tidak 
mudah mempertahankan eksistensi, menghadapi tantangan 
dan gejolak sosial yang silih berganti dari waktu ke waktu. 
Dari pra-kemerdekaan Republik Indonesia, menjalani 
pergantian-pergantian kekuasaan, hingga menemui era 
revolusi digital 4.0 saat ini. Berdasarkan survey yang 
dilakukan LSI, per Februari 2019, NU memiliki jumlah 
pengikut terbanyak di Bumi Pertiwi, bahkan di dunia, yakni 
kurang lebih 108 jiwa dengan kisaran total penduduk 250 
Juta, diikuti jumlah anggota Muhammadiyah 4,3 persen, 
gabungan ormas Islam 1,3 persen, Persatuan Alumni (PA 
212) 0,7 persen, dan FPI 0,4 persen. Sisanya 35 persen 
mengaku tidak terafiliasi ormas manapun (Edy M. Yakub, 
2022). 

Sejak berdirinya tahun 1926 silam yang dipelopori 
oleh K.H. Hasyim Asy'ari, tantangan demi tantangan 
selalu hadir. Semakin terbukanya informasi, setiap 
jiwa bebas mengekspresikan diri, tak terkecuali dalam 
menampilkan keyakinan keagamaan berdasarkan doktrin 
kelompok tertentu, merupakan tugas yang tidak mudah 
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bagi NU untuk menjaga situasi dan kondisi keberagaman 
di Indonesia tetap kondusif, sebab berkembangnya sistem 
demokrasi memberikan ruang begitu luas bagi siapapun 
untuk mengemukakan pendapatnya, menyuarakan 
kebenaran, mengkritik ketidakadilan, dan seterusnya, 
walaupun pada gilirannya keadaan ini memberikan daya 
jangkau yang lebih besar sejumlah organisasi politik, 
sosial-keagamaan dalam mencapai visi-misi mereka. 

Tentu baik jika tujuan luhur adalah untuk menyatukan 
seluruh elemen bangsa, mengacu kepada Ideologi Pancasila, 
dan menjaga keutuhan NKRI. Namun kenyataan di lapangan 
berbanding terbalik, narasi — narasi yang mereka ciptakan 
bukannya mendamaikan, melainkan menyerang nilai-nilai 
demokrasi itu sendiri, bahkan kerap menimbulkan konflik 
serta perpecahan di masyarakat. Tampak jelas dari lajunya 
pergerakan kaum puritan ekstrim di Indonesia, khususnya 
di Kalimantan Barat. 

Puritanisme-ekstrim dalam pandangan Syafi'i Ma'arif 
(2009) tertuju kepada kelompok Islam yang mengklaim diri 
mereka anti demokrasi, tapi dengan pendekatan standar 
ganda sebab mereka menunggangi lembaga negara demi 
meraih impian politis, sehingga dapat dikatakan terdapat 
ketidakjujuran dalam berpolitik, dan sudah barang pasti 
mengalami ambiguitas akut. Disatu sisi mencaci demokrasi, 
disisi lain menggunakannya juga demi kepentingan 
kelompoknya. 

Pandangan puritan tergolong ke dalam dua kategori. 
Pertama, kelompok atau partai politik yang berhasrat 
mengembalikan kejayaan Islam dengan sistem khilafah. 
Kedua, kelompok atau gerakan terfokus mengembalikan 
nafas Islam seperti zaman dahulu kala (generasi salaf). 
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Meski tampak berbeda, pada hakikatnya mereka memiliki 
kesamaan spirit, yaitu berupaya sekuat tenaga menerapkan 
hukum-hukum al-Our'an dan as-Sunnah sebagaimana teks 
aslinya, mengabaikan konteks pemahaman filosofis yang 
berorientasi pada nilai-nilai ilahiyah tanpa meminggirkan 
kearifan lokal. 

Munculnya gerakan salafi (wahabi) terinspirasi dari 
semangat mengembalikan Islam ke zaman salafus saleh. 
Penyebutan salaf menurut tokoh Ulama Salafi Arab Saudi, 
Syekh Abdullah bin Hamid Al-Athari merujuk kepada 
generasi sahabat, tabi'in, dan tabiut tabiin yang diklaim 
sebagai pengikut/pengamal sunnah terbaik lantaran 
dianggap menjauhi perkara bid'ah. Wahabi merupakan 
satu dari kelompok paling berpengaruh lantaran massifnya 
dakwah mereka, khususnya di berbagai platform media 
sosial, belum lagi ditambah banyaknya saluran TV, semakin 
menegaskan keabsahan bahwa gerakan ini betul-betul 
memiliki donatur yang kuat, terutama Arab Saudi. Bahkan 
menurut Arrazy (2017), belakangan salafi-wahabi semakin 
banyak diterima masyarakat Indonesia, khususnya anak 
muda yang hijrah, alasannya karena Islam yang diajarkan 
murni hitam-putih, tidak berputar-putar. Jumlah pengikut 
dalam komunitas ini pun terus mengalami peningkatan 
seiring perjalanan waktu. 


Sikap penolakan terhadap gerakan puritanisme-ektrim 
tertuang dalam SK PP Muhammadiyah Nomor 149/ 
Kep/1.0/B/2006 dan NU lewat forum Bahtsul Masa'ilnya. 
Namun upaya ini belum menyentuh realitas sesungguhnya, 
oleh sebab minimnya pengaruh jargon “NKRI Harga Mati” 
dan wacana moderasi Islam ke masyarakat. Kampanye 
Islam rahmatan lil “alamin, mengedepankan ruh toleransi, 
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menghargai keberagaman, acapkali tertutupi dengan 
slogan-slogan ajaran Islam simbolik seperti “Kembali 
ke Sistem Islam”, “Kembali kepada Al-Our'an dan As- 
Sunnah”, dan atau “Mulia dengan Manhaj Salat”. 


Dalam kenyataannya, puritanisme ekstrim atau biasa 
disebut radikalisme yang berakar dari ideologi Wahabi, 
menjelma menjadi sebuah Kelompok Taktfiri. Menurut hasil 
pelacakan Institusi Kepolisian, di Kalimantan Barat terdata 
pada tahun 2017, sedikitnya 17 warganya terdindikasi 
berafiliasi ke ISIS. Penyebaran doktrinasi pemikiran garis 
keras ini berada di Kabupaten Mempawah, bahkan diantara 
mereka ada yang pernah berangkat ke Suriah, serta diduga 
kuat terlibat Bom Thamrin (Rezki, 2017). 


Bunglon Puritanisme di Kalimantan Barat 


Satu tahun sebelumnya, terjadiinsiden penyerangandan 
pembakaran terhadap anggota Gerakan Fajar Nusantara 
(Gafatar), berturut-turut di tiga Kabupaten berbeda, 
yakni Mempawah, Kubu Raya, dan Sintang. Khusus di 
Mempawah, jumlah anggota Gafatar diperkirakan sekitar 
1.124 orang. Mereka membuat camp tersendiri di dalam 
hutan dan mengisolasi diri dari masyarakat setempat. 
Menurut Solihin, salah satu tokoh agama di Mempawah, 
menyatakan bahwa kesesatan Gafatar didasari bukti 
berupa buku-buku rujukan keagamaan mereka yang 
menyatukan antara ajaran Islam, Kristen dan Yahudi. Pada 
poin ini dapat dikatakan jika gerakan radikalisme agama 
yang mulai tumbuh di Kalimantan Barat sejatinya tidaklah 
berakar dari kultur masyarakat Kalimantan Barat sendiri 


(Syaiful Ilmi & Ardiyansyah, 2020). 
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Selain itu, puritanisme ekstrim dalam bentuk 
propaganda di dunia maya yang menjadi tantangan NU 
Kalimantan Barat adalah saluran Pontianak Bertauhid 
dan diduga kuat terafiliasi dengan organisasi terlarang, 
yakni Hizbut Tahrir Indonesia. Permainan narasi dalam 
memelintir ayat, perkataan ulama, serta membolak-balik 
situasi merupakan ciri khas mereka, seperti: “Setiap 
makhluk yang Allah ciptakan ada lingkungan tempat 
hidupnya Ikan hidup di air. Burung akan hidup bebas di 
udara. Jika sebaliknya maka akan mati. Umat Islam hanya 
bisa hidup di dalam sistem Islam sebab merupakan Islam 
agama yang sempurna, bukan hanya mengurus perkara 
akhirat, melainkan juga keselamatan dunia yang mereka 
yakini tentang seruan Allah dalam Al-Bagarah: 208 agar 
masuk Islam secara Kaffah, menukil pendapat Imam 
al-Jazairi, perintah masuk Islam secra kaffah dan tidak 
boleh memilah-milih syariah berdasarkan hawa nafsu” 
(Pontianak Bertauhid, 2020). 


Kalimat — kalimat tersebut seringkali diulang-ulang, 
disebarkan melalui jejaring digital seperti facebook, 
instagram, whatsapp, dan lain-lain. Jika disimak oleh 
masyarakat awam yang tidak mengerti agama, akan 
diterima sebagai kebenaran, padahal sesungguhnya 
palsu. Islam dan sistem yang mereka maksud hanyalah 
Islam sesuai penafsiran kelompoknya. Diluar itu boleh 
disebut tidak Islami, termasuk konsep bernegara Republik 
Indonesia yang berideologi Pancasila, mereka sebut 
thaghut. 


Berdampak semakin meluas, ajaran-ajaran radikal 
mulai menyebar di Kabupaten Sambas. Sejauh penelusuran 
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penulis di lapangan, di suatu kampung terdapat dua saudara 
kandung Penganut Aliran Wahabi. Saat kakak kandung 
mereka meninggal, mereka menolak untuk melakukan 
tahlilan, sementara mereka tinggal di pedesaan kecil dengan 
kondisi tidak ada rukhshah (keringanan) untuk tidak 
menghadiri kenduri kematian. Akhirnya, pertengkaran 
antar keluarga tak dapat dihindari. Kondisi diperparah 
saat kedua pendaku Pengikut Salaf itu memutuskan keluar 
dari kepengurusan masjid yang notabene menjalankan 
amaliyah Ahlussunnah wal Jama'ah, sebab merasa tidak 
mau mengikuti kehendak mereka. 


Di Kabupaten Bengkayang, menurut penuturan 
salah seorang tokoh masyarakat setempat, mirip kasus 
pertama diatas, terdapat seorang pengikut Wahabiyah, 
ketika orangtuanya wafat, menolak untuk dibacakan 
Surah Yasin di kediamannya, sementara warga sudah 
berbondong-bondong menuju rumah duka dan menolong 
proses penguburan dari awal hingga akhir. Tak kuasa 
memperpanjang perkara, masyarakat dan tokoh adat 
memilih mengalah. Kasus berikutnya, masih di tempat 
yang sama, seakan mengonfirmasi efek dakwah Ustadz 
Yazid Jawas dan Ustadz Khalid Basalamah tentang 
larangan sungkeman kepada kedua orangtua. Sebelum 
video ceramah itu viral, diceritakan seorang anak kecil 
saat hari raya idul fitri tidak mau bersalaman kepada Ibu- 
Bapak bahkan Kakeknya. Bocah imut berusia 6-7 tahun 
tersebut menyebutkan dengan lugu alasannya karena tidak 
dilakukan oleh Nabi SAW, sebagaimana diajari Gurunya di 
sekolah yang notabene sealiran dengan kedua Dai populer 
di atas. 
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Dengan demikian, mengacu kepada data dan fakta, 
baik pemberitaan media massa, jurnal ilmiah, maupun 
penelusuran langsung melalui terjun langsung ke 
masyarakat, sebagai Organisasi yang mengedepankan 
sikap moderat dalam beragama, NU Kalimantan Barat 
kini berada dalam tantangan dakwah digital menghadapi 
puritanisme ekstrim di area dakwahnya. 


NU Kalimantan Barat dan Tantangan Dakwah Digital 


Secara umum, sikap puritan ekstrim bisa menimpa suku, 
agama, bahkan bangsa apapun. Jika tak mampu ditangani 
dengan baik, maka berpotensi naik level menjadi tindak 
terorisme. Menurut Ketua Forum Koordinasi Pencegahan 
Terorisme (FKPT) Provinsi Kalimantan Barat, Dr. H. 
Wajidi Sayadi, M.Ag pentingnya mengantisipasi bahaya 
radikalisme dan munculnya kelompok ini dari kalangan 
masyarakat umum. Oleh karena itu generasi muda perlu 
dirangkul untuk menjauhi radikalisme (M. Rokib, 2020). 
Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat melalui organisasi 
sayapnya, yakni LDNU telah berupaya merespon 
persoalan ini dengan melakukan pelatihan Da'i Cyber, guna 
merekatkan Islam dan Kebangsaan ditengah kemajemukan 
suku, adat, serta budaya yang ada di Bumi Borneo. 
Tugas utama Lembaga Dakwah yang menghimpun para 
Nahdhiyyin ini adalah mengatasi fenomena terkikisnya 
amaliyah amaliah NU di tingkat masyarakat, selain 
bebannya menjaga kesepakatan permanen bersama 
pemerintah yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 
1945, serta NKRI (Duta.co, 2017). 


Melanjutkan perjuangan para pendahulu, kontribusi 
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NU dalam menjaga kedaulatan negara dalam mengisi 
kemerdekaan, generasi NU masa kini juga mengemban 
tanggungjawab, salah satunya adalah menangkal paham 
radikalisme yang tersebar di internet melalui berbagai 
platform media sosial. Generasi muda NU harus terampil 
dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
sebagaimana kaidah (Mustamar 2016:143): “Menjaga 
tradisi lama yang masih baik dan mengambil tradisi baru yang 
lebih batik”. Itu berarti Generasi muda NU salah satunya 
pelajar Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam Ikatan 
Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Puteri 
Nahdlatul Ulama (IPPNU), serta lapisan organisasi NU 
lainnya tidak boleh gagap teknologi (gaptek), sebab hari 
ini kita banyak melihat sumber informasi di berbagai sosial 
media baik WhatsApp, Facebook, Instagram, Tumbler, 
Telegram, termasuk YouTube (Harianto 2018:322—24). 


Khusus di Kalimantan Barat, sejauh pembacaan 
penulis, baru sedikit platform digital yang digunakan 
seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Youtube, dan 
Website. Media sosial Whatsapp difungsikan untuk 
mengirim buletin khutbah jum'at. Adapun facebook dan 
instagram NU Khatulistiwa, rutin mengabarkan setiap 
event keaswajaan yang terjadi di Kalbar. Sementara 
untuk Youtube Channel-nya bernama NU Kalbar, cukup 
update memposting video ceramah Kiyai-kiyai Muda, 
memberikan edukasi keagamaan yang moderat. Untuk 
website, yang paling menonjol adalah nukhatulistiwa.com 
dan unukalbar.ac.id, menyajikan berita teraktual maupun 
Jurnal-jurnal ilmiah, bergerak aktif dalam perannya 
melakukan kontra-narasi terhadap puritanisme-ekstrim 
sejak 2017 — sekarang. 
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Selain itu, telah dilaksanakan pula oleh para intelektual 
muda NU Kalbar sejumlah kegiatan untuk menjawab 
tantangan dakwah digital, diantaranya: Pelatihan 
Jurnalistik, Pelatihan Desain Grafis, Manajemen Media 
Sosial, Kajian Online, namun untuk yang terakhir belum 
terasa mencolok sebab terkait konten ceramah keagamaan 
perspektif Ahlus Sunnah wal Jama'ah, di Kalimantan Barat 
merujuk kepada Ulama-ulama di Pulau Jawa, semisal Gus 
Baha, Buya Arrazy Hasyim, dan lain-lain. 


Sinergitas Solid Kader Muda NU dan Kiai Senior 
Mengawal Dakwah Digital 


Potensi besar jam'iyah NU dengan ratusan juta 
pengikut yang cenderung meningkat setiap tahunnya, 
sudah barang mesti perlu dibarengi akses kemudahan 
informasi dakwah sejuk, membumi, menjunjung tinggi 
nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta mampu 
menjawab berbagai persoalan keseharian masyarakat, di 
tengah gelombang serangan puritanisme-ekstrim yang 
diakui sedikit lebih maju dalam memanfaatkan media 
sosial ketika mengembangkan ideologi mereka. Publik 
pada dasarnya membutuhkan jawaban-jawaban terkait 
permasalahan yang mereka hadapi, dan menginginkan 
solusi instan, khususnya bagi penganut agama Islam. 


Karenanya NU perlu menjawab tantangan dakwah 
menghadapi puritanisme ekstrim atau sikap beragama 
yang berlebihan, khususnya di Kalimantan Barat, dengan 
cara memanfaatkan media digital semaksimal mungkin 
untuk menyebarkan dakwah yang moderat, menyampaikan 
informasi berbekal pemahaman arti pentingnya tabayyun, 
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serta menepis aneka ragam hoax yang berpotensi memicu 
perpecahan. Mengutip pendapat Masdar Hilmy (2012), 
“Bagi NU, konsep kunci moderat (al-Tawassut), seimbang 
(al-Tawazun), harmoni (al-Ptidal), dan Yoleransi (al- 
Tasamuh) harus diapreasiasi sebagai langkah awal cetak 
biru moderatisme”. 


Kemudian poin terakhir, diperlukan sinergitas yang 
solid antara kader muda NU dan Kiai-kiai senior untuk 
membangun konsolidasi, juga koordinasi aktif yang saling 
mengisi dalam menyebarkan dakwah ala Ahlussunnah 
wal Jamaah an-Nahdliyah di Kalimantan Barat melalui 
media sosial, disamping bersinergi kepada Pemerintah, 
Organisasi Masa, Partai Politik, maupun seluruh 
elemen masyarakat yang berkomitmen menegakkan 
kedaulatan dan mempertahankan NKRI, mengingat 
kian menjamurnya persebaran hoax, isu-isu SARA yang 
mengadu-domba sesama anak bangsa, ditambah massifnya 
provokasi kelompok radikal melalui media digital, yang 
Jika dibiarkan, akan memicu pertengkaran panjang hingga 
mengorbankan nyawa orang-orang tak bersalah. Di 
antara metodenya ialah menjalankan program Pelatihan 
Jurnalistik, Pelatihan Desain Grafis, Manajemen Media 
Sosial, dan Kajian Online secara simultan dan sistematis. 
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DERADIKALISASI MAHASISWA, 
PENGARUH KOMUNIKASI 
PADA DAKWAH NU 


Oleh: Widia Permatasari 
Mahasiswi Magister Prodi KPI 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 


Radikalisme dan Kerentanan Mahasiswa 


Cable News Network (CNN) Indonesia menyebutkan 
(2018) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 
(BNPT) menyampaikan hasil survei, yakni sebanyak 39 
persen mahasiswa tertarik radikalisme. Fakta lain, hampir 
semua tahanan terorisme merupakan generasi muda 
berusia di bawah 40 tahun. Mahasiswa dinilai rentan dalam 
penyebaran paham radikal. 


Penyebaran Islam di kalangan generasi muda, yang 
menggunakan Teknologi Informasi seperti televisi 
sangat bermanfaat sebagai sarana dakwah yang memiliki 
jangkauan yang lebih luas dan dapat dengan mudah dapat 
diakses oleh masyarakat. Hendaknya masyarakat tidak 
hanya mempelajari agama melalui televisi saja, namun 
harus mencari kebenarannya melalui guru-guru atau 
ulama-ulama yang lebih memahami ilmu agama agar tidak 
dipengaruhi oleh paham-paham yang meyesatkan. 


Salah satu media elektronik yang tampaknya menonjol 
dibandingkan dengan media massa adalah televisi. 
Media televisi tampaknya memiliki keistimewaan karena 
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merupakan penggabungan dari media dengar (audio) dan 
gambar (visual). 


Muatan isi dari media televisi bisa berupa informasi, 
hiburan maupun pendidikan, Pada perguruan tinggi, 
teknologi informasi tidak hanya mendapat dari televisi 
Juga, akan tetapi informasi yang mereka dapat dari internet. 
Khususnya mahasiswa yang saat ini dilakukan dengan 
memanfaatkan internet yang memungkinkan komunikasi 
dan penyebaran informasi tanpa sekat ruang dan waktu. 
Untuk mengantisipasi gerakan radikal yang merebak di 
masyarakat. 


Penulis menemukan di sebuah masjid di Kota Pontianak 
ada seorang yang memakai cadar hitam, dia mengaku dari 
kalangan Salafi. Dia adalah seorang perempuan sholihah, 
sepertinya seorang mahasiswi. Di masjid itu, ketika 
penulis ingin menunaikan salat maghrib, tampak ramai 
perempuan-perempuan bercadar dan berpakaian warna 
hitam dari jemaah salafi yang mengikuti kajian di masjid 
yakni kajian bada maghrib. Kalangan ini tidak hanya 
ditemukan di masjid saja, tetapi juga di kalangan keluarga 
di Kota Pontianak. Ada sebuah keluarga lima bersaudara, 
di antaranya ada yang mengikuti kelompok salafi. Dia 
tercatat seorang perempuan sebagai anak kelima atau anak 
bungsu. Dulu dia masih mengikuti ajaran yang diajarkan 
nenek moyangnya. Setiap hari sabtu malam, diadakan 
pengajian keluarga. Pada pengajian, ada baca yasin dan 
tahlilan. Sejak seorang perempuan itu mengikuti kelompok 
salafi tersebut, dia tidak mau mengikuti tahlilan sebab bagi 
kelompok ini, baca yasin dan tahlilan adalah bid'ah. 


Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai agama harus 
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dilakukan agar tidak terpapar radikalisme. Hal yang bisa 
dilakukan adalah menyampaikan dakwah dengan lemah 
lembut. Dalam Ilmu Komunikasi, cara memberikan sebuah 
pesan dakwah yaitu Oaulan Balighan. Ungkapan gaulan 
balighan secara bahasa berarti perkataan yang sampai 
kepada maksud, berpengaruh dan berbekas kepada jiwa. 
Ungkapan ini terdapat dalam Alguran surah an-Nisa (4) 
ayat 63 yang artinya “Mereka itu adalah orang-orang yang 
Allah mengetahui apayang ada di dalam hati mereka. Karena itu 
berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, 
dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada 
Jiwa mereka.” (OS. An-Nisa (4) : 63) Harjani Hefni (2014) 


Upaya Deradikalisasi Mahasiswa 


Tidak hanya itu, pendidikan karakter juga harus 
diberikan kepada mahasiswa. Pendidikan karakter ini 
sekarang diperluas generasi education yang sudah mulai 
diterapkan harus diperkuat dan terus disempurnakan. 
Terkait deradikalisasi, sebaiknya pilih saja satu atau dua 
nilai karakter karena satu nilai yang ditanamkan secara 
konsisten akan berdampak penggiring terhadap karakter- 
karakter lainnya, misalnya nilai kasih sayang-cinta kasih 
atau kebersamaan sebagai subyect matter pendidikan karakter 
dan dilakukan secara terintegrasi. 


Deradikalisasi mahasiswa yang sudah menjadi tugas 
dosen dan mahasiswa. Terutama umat Islam. Deradikalisasi 
harus dilakukan oleh para ulama yang menjadi panutan 
bagi masyarakat awam, khususnya umat muslim yang 
merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Media dakwah 
merupakan cara yang tepat untuk mengajarkan dan 
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memberi teladan yang baik kepada masyarakat agar selalu 
hidup damai dan tidak fanatik kepada agama ataupun aliran 
yang mereka ikuti sehingga tidak akan mudah memandang 
remeh dan menyalahkan seseorang dari golongan yang 
berbeda dari mereka. 


Salah satu tindakan yang bisa dilakukan untuk 
menjalankan deradikalisasi. Caranya yakni dengan 
memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang 
sekarang ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat 
Indonesia seperti aplikasi WhatApp, Facebook, Instagram, 
Youtube untuk memberikan pemahaman kepadamasyarakat 
khususnya generasi muda, dalam hal ini mahasiswa yang 
berada di kampus perguruan tinggi yang masih dalam 
proses pencarian jati diri agar tidak terjerumus kepada 
paham-paham radikal yang akan merugikan pribadi 
mereka, masyarakat sekitar, bahkan penduduk Indonesia. 


Selain itu bisa juga melalui buletin-buletin di majalah 
dinding (mading) kampus, di media massa dan sharing 
melalui zoom meeting atau live streaming di youtube yang 
bertujuan menjelaskan bahaya radikalisme kepada khalayak 
dan ajakan untuk sama-sama membumikan deradikalisasi 
di bumi pertiwi yang pada hakikatnya adalah negara yang 


aman. 


Ahlussunnah Wal Jama'ah: Moderat, Toleransi, dan 
NKRI 


Dalam perspektif  organisatoris NU, strategi 
dakwah yang dilakukan PCNU Kota Khatulistiwa dalam 
membentengi warga Nahdliyin dari paham Islam radikal 
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mereka lakukan dengan Seminar yang program pokoknya 
Peningkatan pemahaman tentang motivasi gerakan Islam 
radikal dalam ruang lingkup mikro maupun makro, Islam 
dan Pluralisme keberagamaan dalam kajian teologis. 
Pemahaman Islam secara integral dan komprehensif. 
Paling penting yang harus dilakukan NU bagi masyarakat 
adalah penanaman kembali nilai-nilai (ideologi) 
ahlussunnah wal jama'ah bagi masyarakat sehingga 
masyarakat dalam pemahaman dan pengamalan bisa 
mencerminkan kemoderatan. 


Pengaruh komunikasi yang diberikan oleh organsasi 
NU dalam berdakwah untuk mencegah radikalisme adalah 
melakukan dialog dengan mahasiswa untuk melakukan 
tabayyun atau mencari kejelasan akan alasan dan motif 
mereka melakukan aksi tersebut kepada yang sudah 
terlanjur melakukan aksi dan kerusuhan atau masih sebatas 
mengikuti paham-paham radikal. 


Mengingat agama Islam adalah agama yang 
mengajarkan cinta dan kasih sayang, dan juga perdamaian. 
Agama tidak diajarkan melalui kekerasan, agama tidak 
mengajarkan permusuhan, apalagi pertikaian. Allah SWT 
mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rasul untuk 
mengajarkan agama Islam sebagai agama yang Rahmatan 
Lil Alamin. 


Dengan demikian radikalisme tidak akan masuk 
dalam masyarakat. Tujuan seminar-seminar untuk 
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memperkuat ideologi Ahlus Sunnah wal Jama'ah pada 
masyarakat Nahdliyin. Agar masyarakat Nahdliyin tidak 
mudah terpengaruh dengan idiologi non Ahlus Sunnah wal 
Jama'ah sepeti ideologi radikalisme dan terorisme. Selain 
seminar-seminar, pelatihan, pengajian, pengkaderan untuk 
memperkuat atau meningkatkan pemahaman ahlussunnah 
wal jama'ah kepada masayarakat, dan publikasi hasil 
kajian Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam bentuk bulletin 
juga secara rutin. Hal ini dilakukan untuk memberi 
kajian dan ulasan kepada masyarakat nahdiyin tentang 
bahaya ideologi radikalisme dan terorisme. Sebab untuk 
dapat terhindar dari faham radikalisme masyarakat harus 
memiliki pemahaman yang moderat dan toleransi serta 
kesadaran bersama dalam bangsa sebagai rakyat Republik 
Indonesia. 
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LIN PWNU DAN OPTIMALISASI 
NAHDLIYYIN 


Oleh: Farninda Aditya 
LTIN PWNU Kalimantan Barat 


Dari Grep dan Sabak menjadi Grip dan Tab 


Pekerjaan Menulis dan Mendokumentasi dapat 
dilakukan oleh siapa pun, melalui media apapun. Manual 
maupun digital. Menulis dan Mendokumentasi menjadi 
penting untuk menyebarluaskan informasi. Jika pun tak 
dapat dikonsumsi publik bisa untuk diri dan kalangan 
sendiri. 


Menulis adalah budaya dan keharusan untuk 
menunjukan perubahan pikiran. Dari masa ke masa tentu 
adanya pembaharuan. Kepandaian mendokumentasikan 
menjadikan keutuhan dan perbandingan serta pelengkap 
untuk kemajuan ilmu. 


Jika dulu menulis di daun lontar, batu, dan mengenal 
istilah grep dan kapur, saat ini nama-nama tersebut tak 
dikenal sebagian orang sebagai media tulis bisa saja sebagai 
nama-nama dalam sejarah perkembangan ilmu. 


Tulisan tadi hanya pengantar untuk mengingat masa 
lalu, walau bukan pelaku pengguna grip (grep) dan daun 
lontar. Kata Grep sendiri, saya ketaui saat membaca tulisan 
seorang mahasiswa di buku Pendidikan di Kalimantan 
Barat yang diterbitkan Club Menulis IAIN Pontianak masa 
lampau. Tulisan itu menarik karena mengisahkan sejarah 
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pendidikan orang tua masa lalu. Lalu, terbaca bahwa Grep 
sebagai alat tulis. Sempat bertanya pada saudara yang 
menjadi guru, waktu itu beliau telah pensiun sebagai guru 
SD, dia menceritakan bahwa zaman dia sekolah sempat 
menggunakan alat tulis tersebut, berbentu seperti batu, 
mata runcing, jika mau diruncingkan diasah dengan batu 


pula. 


Masa itu masih pengaruh Belanda, kata Grip, Greep, 
atau Grep dalam bahasa Melayu membaur sebagai penunjuk 
kata dan makna yang sama, yakni alat tulis. Namun, ada 
yang menarik terkait Grip ini. Jika masa itu Grip dikenal 
oleh sebagai alat tulis seperti mata batu dan Sabak sebagai 
medianya, kedua hal tersebut mengarahkan pada Grip dan 
Tab-nya pada saat modern ini. Tentu saja menarik untuk 
menunjukan perkembangan ilmu dan teknologi. 


LTN PWNU, Amanah di Era Disrupsi 


Sebagaimana Lembaga  Talif Wan  Nasyr 
Nahdlatul Ulama (LYN NU) yang dibentuk untuk 
mendokumentasikan hasil Muktamar (1926) dan 
menyosialisasikanya. Keberadaan LTN NU pada masa 
itu juga untuk memudahkan pencarian keputusan- 
keputusan dari Muktamar sebelumnya. Aktivitas ini juga 
berlangsung untuk pelaku organsiasi umum lainya, bahwa 
hasil keputusan dalam sebuah musyawarah dari sebuah 
keputusan layak utuk disimpan, dipublikasikan, dan dijaga 


agar menjadi perbandingan dan perundingan. 


Keberadaan LTN NU pun mengikuti kebutuhan 
karena menyesuaikan lajunya perkembangan 
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Teknologi Informasi, dan Komunikasi. Bank Data dari 
Mutakmar NU penyimpananya tidak lagi dalam bentuk 
dokumentasi kertas, informasi keputusan publikasinya 
juga tak menunggu surat-menyurat. Informasi ini dapat 
disebarluaskan melalui media digital. Masa ke masa 
pengalami perkembangan, kemampuan literasi orang 
NU juga demikian. Informasi disebar melalui web yang 
diasuh sendiri. Berita-berita terkait LTN dan Keluarga 
NU juga dengan mudah diakses oleh masyarakat. Tentu 
saja sebagai organisasi Islam yang besar, Orang NU juga 
memiliki orang-orang yang ahli dalam mengembangkan 
media informasinya. Kemampuan ini didukung dengan 
kejelian dalam menyaring informasi yang hoaks sehingga 
pemikiran-idieologi yang mengkhawatirkan dapat ditepis 
untuk menjaga umat dan nusantara. 

LTN NU sebagai bagian dari penjaga sejarah juga 
bertanggung jawab untuk menjaga pemikiran dari 
Kader maupun Kiai. Publikasi-publikasi dalam bentuk 
kitab, buku, dan bahkan ceramah “Orang NU” layiknya 
didokumentasikan dengan rapi. Hal ini pasti akan berguna 
baik untuk kepengurusan sebelumnya, saat ini, dan masa 
datang. Buah pemikiran para Kiai katakan lah menunjukan 
identitas dan eksistensi Orang NU pada masyarakat NU, 
Indonesia, dan Dunia. 


Keberadaan LTN menjadi warna tersendiri untuk 
NU sebagai penerus informasi ke-NU-an dari berbagai 
lini dengan keaswajaanya. Sudah selayaknya pula kita 
berkontribusi untuk menyebarluaskan keberadaan 
media informasi yang dimiliki NU misalnya NU Online 
atau karya-karya pemikir NU, kegiatan-kegiatan yang 
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dilaksanakan oleh warga Nahdliyyin. Tak akan habis 
kolom-kolom untuk mengisi ruang LTN. Siapa pun kiranya 
dapat mengisi ruang informasi tersebut yang kemudian 
dikemas oleh pemangku amanah di lembaga ini. 


Era Disrupsi Teknologi Informasi memerlukan 
ketepatan kerja. Copywriter, Content Writer, dan atau 
Ghost Writer, Content Creator, ditambah dengan desainer 
grafis untuk multimedia adalah bagian yang harus dari 
Optimasi untuk Optimalisasi kinerja LTN NU. Tentu saja, 
tetap menjaga citra, adab, etika, dan tradisi yang dimiliki 
NU. Saling ayom, saling dukung sebagai tradisi Nahdliyin 
ini pula yang menjaga keeratan Orang NU, muda-tua saling 
menjaga, saling berkontribusi, dan saling membesarkan 
NU. 


Optimalisasi Nahdliyyin untuk Optimasi LTN NU 


Gerak cepat teknologi informasi ini patut dikhawatirkan 
namun bukan menjadi ketakutan yang berlebihan dan tak 
pula menjadi satu pintu untuk pergerakan LTN. Media 
cetak atau produk cetak rasanya tetap menjadi primadona 
untuk bukti dan keutuhan dari dokumentasi tadi. Jika 
digital lebih cepat tapi dokumentasi cetak memberi sensasi 
yang berbeda, terutama rasa tanggung jawab. Kita yang 
terbiasa dengan media sosial juga menjaga antara nyata 
dan maya, agar dapat membedakan di mana sempadan 


yang dimiliki. 


Optimalisasi keberadaan NU melalui LTN memang 
menjadi tanggung jawab besar untuk penerima tugas di 
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lembaga ta'lif wan nasyr apatah lagi tak boleh terkukung 
dengan rasa kecukupan “ini saja sudah bagus”. Di luar sana, 
tantangan digital-informasi bukan sesuatu yang mudah 
untuk ditaklukan karena itu pula Optimalisasi kemampuan 
anggota memerlukan dukungan kuat dari semua jajaran. 
Terbitan tak cuma dalam bentuk tulisan buku dan artikel, 
saat ini narasi singkat, kata-kata Shalatanpendek, atau 
guote menjadi popular untuk generasi muda, ada pula 
kekhwatiran kemelekanakan literasi pendek itu melupakan 
inti sari dari keseluruhan tulisan sehingga sebuah paham, 
dipahami dengan singkat. 


Sedih bukan Jika seorang anak hanya belajar dari satu 
ruang disebut dengan akun Instagram. Sebab penulis 
pernah mendapatkan pengalaman, seorang remaja mengaku 
hijrah karena belajar dari Instagram. Ia tak mengikuti 
suatu kajian-pertemuan, bukan dari pesantren, bukan pula 
belajar dari lingkungan keluarga. Ia mengaku dengan 
yakin, ia belajar dari Instagram. Kendati memang, media 
sosial sudah menjadi jembatan dalam berbagai ilmu dan 
informasi, namun layaknya pula keilmuan tersebut dapat 
disaring. Hal ini memberikan suatu kesan bahwa di luar 
sana, pengguna media sosial ada yang sedang mencari jati 
diri menyoal keagamaan. Apalagi kondisi remaja beberapa 
tahun terakhir giat melakukan kegiatan keagamaan. 


LTN NU andil dalam hal tersebut untuk menyampaikan 
kajian para Ulama, para Kiai NU. Lagi, jika yang “tua” 
tak biasa dengan kecanggihan teknologi maka yang 
muda melengkapi. Sowan adalah tradisi dan keharusan 
untuk para kader, berlaku para pemegang amanah LTN. 
Sebab, selain sedang “bekerja” juga menyolisiasikan diri. 
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Giat silaturahim ini juga menjadi keistimewaan warga 


Nahdliyyin. 


Keilmuan yang dimiliki disebarluaskan melalui 
berbagai media tersebut. Kita dapat bersama menikmati 
keampuhan penyebaran informasi melalui media ini. 
Nikmati dan gunakan untuk kemaslahatan. Kondisi pandemi 
memberikan pembelajaran juga bahwa yang memilih 
untuk terkukung dalam kegaptekan maka mundur dalam 
berbagai lini. Berbagai sektor bekerja cepat menyesuaikan 
kondisi agar tak tertinggal, begitu pula dalam menjaga 
identitas sebagai penyebar informasi-LITN NU. 


Melalui LYN PWNU Kalimantan Barat keterjagaan 
amanah Muktakmar tetap beroperasi. Kondisi ini juga 
dipantau dan dibantu oleh berbagai pihak dari lembaga 
internal NU. Konsolidasi antar organisasi adalah penguat. 
LIN PWNU bukan sekadar menjaga keeksisanya karena 
diberi amanah dari lembaga, namun amanah tersebut 
adalah bagian dari panggilan untuk menjaga kedamaian 
bersama. 
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Kita boleh trauma dan merasa kesal dengan kehadiran pandemi 
covid19 yang telah menyita banyak waktu dan biaya, bahkan 
pengorbanan jiwa. Akan tetapi ada sisi lain yang sepatutnya 
membuat kita bersyukur dengan kehadiran pandemi, 
diantaranya adalah percepatan peralihan modernisasi 
komunikasi. 


Kehadiran pandemi telah memaksa kita mengikuti peralihan 
sistem komunikasi ini menjadi lebih baik, lebih luas dan modern. 
Wujudkan rasa syukur itu dengan memaksimalkan peran media 
an komunikasi media ini untuk kita tingkatkan pembinaan 
pat (jama'ah - jam'iyyah), khususnya Nahdlatul Ulama di 


ikasi bermedia hari ini, jarak ruang dan waktu 
lagi menjadi kendala untuk membangun 
dan silaturrahim sesama. Dengan mudah 
jalaman dan pengetahuan, bertukar ide 
im,pelaksanaan tugas dan tanggung 


an gagasan dari para 
gaimana tertuang 
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